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Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM memiliki peran

strategis dalam mendorong -

transformasi ekonomi nasional N ! f?;'

melalui peningkatan investasi e / S aand
S

yang berkualitas, berkelanjutan, ’
dan bernilai tambah. Peran

ini semakin penting di tengah
dinamika ekonomi global yang
kompetitif dan penuh tantangan.

Rosan Perkasa
Roeslani
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Sepanjang tahun 2025, Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM berhasil mencatatkan capaian kinerja
yang positif meskipun menghadapi berbagai dinamika
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Nilai realisasi
investasi mencapai Rp1.931,2 triliun atau melampaui
target sebesar Rp1.905,6 triliun, dengan pertumbuhan
12,7 persen dibandingkan tahun 2024. Realisasi
tersebut turut memberikan dampak nyata terhadap
penciptaan lapangan kerja melalui penyerapan tenaga
kerja sebanyak 2.710.532 orang, meningkat 10,4 persen
dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja
organisasi. Dari sembilan Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang ditetapkan pada tahun 2025, lima indikator
berhasil melampaui target. Secara keseluruhan, Nilai
Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 89,93 dengan
predikat “Baik” dan tingkat efisiensi sebesar 6,28
persen. Hasil ini mencerminkan semakin kuatnya
kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan
evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara konsisten
dan terintegrasi.

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban

Indonesia Maju

ataspelaksanaananggarannegaradalammenjalankan
tugas dan fungsi yang diamanatkan. Laporan ini
sekaligus menjadi sarana refleksi untuk menilai
efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja yang telah
dicapai. Diharapkan laporan ini dapat memberikan
gambaran yang komprehensif mengenai capaian
kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah-
langkah perbaikan yang akan terus diupayakan guna
mewujudkan tata kelola perencanaan, penganggaran,
dan kinerja yang semakin akuntabel, transparan, dan
berorientasi pada hasil.

Keluarga Besar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM menyampaikan penghargaan dan terima kasih
yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku
kepentingan atas dukungan, sinergi, dan kolaborasi
yang konstruktif sepanjang tahun 2025. Apresiasi
disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait,
pemerintah daerah, dunia usaha, asosiasi, akademisi,
serta seluruh mitra kerja yang telah berkontribusi
dalam memperkuat ekosistem investasi dan hilirisasi
nasional. Sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan
merupakan kunci dalam meningkatkan investasi yang
inklusif, berorientasi ekspor, dan merata, sebagai
bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Maju
menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 27 Februari 2026
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

RdsaniPerkasa Roeslani
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RINGKASAN

EKSEKUTIF

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat capaian kinerja yang positif pada tahun
2025 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 89,93 atau berpredikat “Baik”.

Dari sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, sebagian besar menunjukkan
capaian sangat baik, dengan rincian sebagai berikut:

Nilai PMA dan PMDN terealisasi sebesar Rp1.931,2 triliun dari target Rp1.905,6 triliun
(101,34 persen), berpredikat Istimewa.

Nilai PMA/PMDN sektor sekunder mencapai Rp780,9 triliun dari target Rp855,9
triliun (91,23 persen), berpredikat Baik.

Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM mencapai 53,4 persen dari target 48,3
persen (110,51 persen dan menjadi 110 persen setelah normalisasi), berpredikat
Istimewa.

Nilai PMA/PMDN di kawasan pusat pertumbuhan terealisasi sebesar Rp445,8
triliun dari target Rp307,1 triliun (145,16 persen dan menjadi 110 persen setelah
normalisasi), berpredikat Istimewa.

Nilai PMA berorientasi ekspor mencapai Rp135,8 triliun dari target Rp171,6 triliun
(79,14 persen), berpredikat Butuh Perbaikan.

N NI U N
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Nilai PMDN berorientasi ekspor terealisasi sebesar Rp58,3 triliun dari target Rp60,4
triliun (96,52 persen), berpredikat Baik.

Kontribusi realisasi investasi luar Jawa mencapai 51,3 persen dari target 52,1
persen (98,51 persen), berpredikat Baik.

berpredikat Istimewa.

Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun dari
target Rp521,4 triliun (112,03 persen dan menjadi 110 persen setelah normalisasi),

berpredikat Istimewa.

Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 78,13 dari target 76,20 (102,53 persen),

NN AN/

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengelola
anggaran pada tahun 2025 (setelah pemblokiran)
sebesar  Rp862.858.544.000 dengan  realisasi
Rp807.946.726.254 atau tingkat serapan 93,64
persen. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya
mencapai 6,28 persen, yang menunjukkan bahwa
capaian kinerja mampu melampaui target dengan
pemanfaatan anggaran yang relatif optimal, efektif,
dan terkendali. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh
beberapa faktor, yaitu: (1) penyelarasan perencanaan
kinerja dan anggaran sejak awal tahun; (2) penguatan
fungsi pengendalian dan monitoring secara berkala;
(3) optimalisasi penggunaan teknologi informasi,
termasuk SIMANTAB dan sistem pendukung lainnya;
(4) peningkatan kualitas koordinasi internal dan
lintas unit kerja; (5) fokus pada output dan outcome
prioritas; serta (6) penerapan prinsip value for money.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM melakukan berbagai inisiatif untuk
meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja, antara
lain: (1) penetapan Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian dan Renstra pada masing-masing unit
kerja periode 2025-2029; dan (2) penguatan serta
peningkatan implementasi tata kelola kinerja melalui
Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Berdampak
(SIMANTAB).

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi
AKIP Tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM telah menyusun perbaikan
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang akan dilaksanakan secara
terkoordinasioleh seluruh unitkerja guna memastikan
perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas
kinerja organisasi.

rencana aksi
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1.1 Latar Belakang

BAB| — PENDAHULUAN BAB Il >—< BAB Il ) L J
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Tahun 2025 merupakan periode awal pelaksanaan
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029. Tahun ini
sekaligus menjadi fondasi pencapaian target dan
sasaran RPJMN 2025-2029 serta langkah awal menuju
visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, capaian
kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
pada tahun 2025 menjadi landasan penting dalam
mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029,
serta memberikan kontribusi strategis terhadap
pencapaian RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat
capaian kinerja yang positif sepanjang tahun 2025,
meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan
utama yang dihadapi antara lain kebijakan efisiensi
anggaran belanja sebagaimana diamanatkan dalam
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan

“aneron 2025

APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut
berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk
mendukung pelaksanaan program dan kinerja di
bidang penanaman modal. Kondisi ini menuntut
optimalisasi prioritas program, peningkatan efisiensi
belanja, serta penguatan efektivitas kebijakan agar
target realisasi investasi tetap dapat tercapai secara
optimal. Selain itu, dinamika makroekonomi global
dan meningkatnya ketidakpastian perdagangan
internasional turut menjadi tantangan eksternal
yang signifikan. tersebut memengaruhi
pertimbangan calon investor dalam menentukan
nilai dan lokasi proyek investasi. Kebijakan tarif
resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat
turut meningkatkan fragmentasi perdagangan global
dan risiko stagflasi, yang berpotensi menekan iklim
investasi global. Situasi ini pada akhirnya berdampak
pada arus masuk investasi asing ke Indonesia.

Kondisi
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Dalam kondisi efisiensi anggaran dan dinamika
global vyang penuh ketidakpastian,
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tetap
mampu mencatatkan kinerja yang positif. Nilai
realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai
Rp1.931,2 triliun, melampaui target tahun 2025
sebesar Rpl1.905,6 triliun (101,3 persen). Capaian
tersebut tumbuh 12,7 persen dibandingkan realisasi
investasi tahun 2024. Realisasi tahun
2025 tersebut berhasil
sebanyak 2.710.532 orang, meningkat 10,4 persen
dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar
2.456.130 orang. Dari total realisasi investasi tahun
2025 sebesar Rpl1.931,2 triliun, Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi sebesar 53,4
persen atau Rp1.030,3 triliun, sedangkan Penanaman
Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar 46,6 persen
atau Rp900,9 triliun. Dari sisi sektoral, sektor hilirisasi
menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan
dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp584,1
triliun atau 30,2 persen dari total realisasi investasi
nasional tahun 2025. Dari sisi persebaran wilayah,
investasi di luar Pulau Jawa mencapai 51,3 persen
atau sebesar Rp991,2 triliun, sedangkan investasi di
Pulau Jawa sebesar 48,7 persen atau Rp940,0 triliun.
Hal ini mencerminkan semakin meratanya distribusi
secara geografis. Secara keseluruhan,
peningkatan capaian
menunjukkan kinerja positif Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM sepanjang tahun 2025, yang
berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang
kondusif serta meningkatkan kepercayaan investor di
tengah dinamika ekonomi global dan nasional.

ekonomi

investasi
menyerap tenaga kerja

investasi

realisasi investasi tersebut

Kinerja positif sepanjang tahun 2025 menunjukkan
komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Selama tahun 2025, Kementerian

Investasi dan

Indonesia Maju
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Nilai Realisasi

Investasi
Sepanjang tahun 2025

Rp1.931> [101,3*

triliun

4

Penanaman Modal

Dalam Negeri
Sepanjang tahun 2025

Rp1.030, [53,4*

triliun
N Penanaman
@) Modal Asin
g \-0 Sepanjangtahunzozg
Rp900,s [46,6%]
triliun
Kontribusi

nad
Sool

Sektor Hilirisasi
Sepanjang tahun 2025

Rp584,: [30,2%

triliun
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Hilirisasi/BKPM terus berupaya meningkatkan nilai
realisasi penanaman modal sekaligus memperkuat
akuntabilitas kinerjanya. Berbagai upaya yang telah
dilakukan antara lain promosi investasi berbasis
Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penguatan
kebijakan hilirisasi industri bernilai tambah tinggi
guna mendorong transformasi ekonomi dan
peningkatan daya saing nasional. Dalam rangka
meningkatkan iklim investasi, kepastian hukum dan
efektivitas kemitraan usaha, Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM telah menerbitkan sejumlah
peraturan, di antaranya Peraturan Menteri Investasi
dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman
Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah di Daerah; dan Peraturan Menteri
Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Online Single Submission). Peraturan
Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tersebut merupakan
tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah ini
mengklasifikasikan perizinan berdasarkan tingkat
risiko usaha (rendah, menengah rendah, menengah
tinggi, dan tinggi), serta menjamin proses perizinan
yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan guna
meningkatkan kepastian hukum dan daya tarik
investasi di Indonesia.

LAPORAN
KINERJA

2025
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Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas
dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran
negara dalam melaksanakan berbagai program dan
kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah
ditetapkan. Laporan Kinerja Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM disusun berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan
Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan
informasi mengenai capaian kinerja, penggunaan
sumber daya, atas pelaksanaan
program dan kegiatan selama tahun anggaran
2025 sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode
berikutnya, sekaligus sebagai sarana transparansi
publik dalam menilai capaian kinerja Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendukung
pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang
investasi dan hilirisasi.

Menteri dan

serta evaluasi
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1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi, tugas
Kementerian Investasi dan Hilirisasi yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan
suburusan pemerintahan di bidang hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

< Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasD

@ Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi>

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian

< Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementeriaD

@ Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian; dan>
@ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden)

Yneon 2025 7
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Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi
dibantu oleh:

< Sekretariat kementerian

@ Staf ahli bidang peningkatan daya saing penanaman modal

< Staf ahli bidang ekonomi makro

@ Staf ahli bidang hubungan kelembagaan

< Staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas; dan

NEZANIVANI NN/

@ Staf ahli bidang pemerataan dan kemitraan penanaman modal.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ditetapkan melalui Peraturan
Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Presiden
tersebut, BKPM memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang
penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya,
BKPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan 8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal

penanaman  modal nasional; melalui pembinaan penanaman modal, antara lain

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing,
bidang penanaman modal; menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan

3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam
penanaman modal; lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria 9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal,
pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman pemberian bantuan penyelesaian berbagai
modal; hambatan, dan konsultasi permasalahan yang

5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman dihadapi penanam modal dalam menjalankan
modal di daerah dengan memberdayakan badan kegiatan penanaman modal;
usaha; 10.Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu

6. Pembuatan peta penanaman modal indonesia; satu pintu;

7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama  11.Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang
penanaman modal; menjalankan kegiatan penanaman modalnya di

luar wilayah indonesia;

“aneron 2025
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12.Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas
penanaman  modal;

13.Koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;

14.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan BKPM;

Indonesia Maju

15.Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab BKPM,;

16. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
BKPM; dan

17.Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman

dengan ketentuan

perundang-undangan.

modal sesuai peraturan

Susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal terdiri dari:

< WakilKepalD < SekretariatUtama>

@ Deputi Bidang Perencanaan Penanaman ModaD @ Deputi Bidang Hilirisasi Investasi StrategiD

e Deputi Bidang Pengembangan Iklim Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
Penanaman Modal

@ Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal > < Deputi Bidang Pelayanan Penanaman ModaD

@ Deputi Bidang Pengendalian Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.
Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

Dalam rangka mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, telah ditetapkan organisasi dan tata
kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Menteri/
Kepala dalam peraturan tersebut memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan
suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.

-~

O Membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/
atau pelaksanaan kebijakan Kementerian/Badan; dan

4

~

&

Wakil Menteri/Wakil Kepala
mempunyai tugas, antara lain:

Membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan
pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi
jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural
eselon | di lingkungan Kementerian/Badan.

J
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( Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama

Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan kepada
organisasi di lingkungan Kementerian/Badan. Dalam
melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kementerian/

Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM;

2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program,
dan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM;

3. Pembinaandan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;

administrasi seluruh unsur

sama,

. Penyelenggaraan

. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata

laksana;

. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
pengelolaan barang milik/
kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan
barang/jasa;

. Pengelolaan data dan informasi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Menteri/Kepala

( Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

)

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,
pelaksanaan kebijakan  di
bidang perencanaan penanaman modal. Dalam
melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perencanaan
Penanaman Modal
1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang perencanaan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perencanaan penanaman modal;
3. Pengkajian dan pengusulan perencanaan dan
inovasi penanaman modal nasional menurut
usaha;

perumusan, dan

menyelenggarakan fungsi:

sektor

“aneron 2025

. Pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang pembuatan peta penanaman modal
Indonesia;

. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang pembuatan peta penanaman modal
Indonesia;

. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan di bidang perencanaan penanaman
modal; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

menteri/kepala.
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( Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis

)

Deputi  Bidang Hilirisasi  Investasi  Strategis

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,

perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

hilirisasi investasi strategis. Dalam melaksanakan

tugasnya, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis

menyelenggarakan  fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang hilirisasi investasi strategis;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
hilirisasi investasi strategis;

3. Pengembangan potensi
hilirisasi

dan peluang bidang

strategis;

4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang hilirisasi investasi strategis;
dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
menteri/kepala.

investasi

( Deputi Bidang Pengembangan lklim Penanaman Modal

DeputiBidangPengembangan|klimPenanamanModal

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,

perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan iklim penanaman modal. Dalam
melaksanakan tugasnya, Deputi Pengembangan Iklim

Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan
dibidang pengembangan iklim penanaman modal;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan iklim penanaman modal;

3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman
modal di daerah dengan memberdayakan badan
usaha;

4. Pengembangan sektor usaha penanaman modal
melalui pembinaan penanaman modal antara lain
meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing,
menciptakan persaingan usaha yang sehat serta
menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam
lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

5. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
dibidang pengembangan iklim penanaman modal;

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengembangan iklim penanaman modal;

7. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan

8. Pelaporan di bidang pengembangan
penanaman  modal;

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
menteri/kepala.

iklim
dan

Lroran 2025 11 I
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( Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

)

DeputiBidangPromosi Penanaman Modalmempunyai
tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman

modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi
Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan
fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang promosi penanaman modal;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
promosi penanaman modal;

3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi
penanaman modal;

. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

di bidang promosi penanaman modal;

. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang promosi penanaman modal;

. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan di bidang promosi penanaman modal;
dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

menteri/kepala.

( Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

)

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,

perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kerja sama penanaman modal. Dalam melaksanakan

tugasnya, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman

Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang kerja sama penanaman modal;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kerja sama penanaman modal;

. Pelaksanaan

. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja

sama penanaman modal;

. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang

menjalankan kegiatan penanaman modalnya di
luar wilayah Indonesia;

pemantauan, analisis, evaluasi,
dan pelaporan di bidang kerja sama penanaman

modal; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

menteri/kepala.

( Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

)

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,

perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pelayanan penanaman modal. Dalam melaksanakan

tugasnya, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman

Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pelayanan penanaman modal;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pelayanan penanaman modal;

“aneron 2025

. Koordinasi

. Koordinasi

perencanaan dan pelaksanaan
pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;

. Koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/

pejabat dari sektor terkait dalam pelayanan
penanaman modal terpadu satu pintu;
pemberian pelayanan
pelayanan berbantuan, dan pelayanan fasilitas
penanaman modal;

perizinan,

. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

di bidang pelayanan penanaman modal;
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7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pelayanan penanaman modal;

8. Pelaksanaan analisis,
dan pelaporan di bidang pelayanan penanaman
modal; dan

pemantauan, evaluasi

9.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
menteri/kepala.

( Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

)

DeputiBidangPengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal tugas  menyelenggarakan
koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman
modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
menyelenggarakan fungsi:
1. Koordinasi perumusan kebijakan di bidang
pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal,
pemberian penyelesaian  berbagai
hambatan dan konsultasi permasalahan yang
dihadapi penanam modal dalam menjalankan
kegiatan penanaman modal;

mempunyai

bantuan

4.

Fasilitasi persebaran penanaman modal di seluruh
indonesia dan penyelesaian permasalahan dan
kendala pelaku usaha;

Koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan
berbasis risiko dan pengawasan administratif dan/
atau fisik realisasi penanaman modal;
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian
pelaksanaan penanaman modal;

Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal;

Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan
penanaman modal; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

( Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,
perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
teknologi penanaman modal.
melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknologi
Informasi menyelenggarakan

informasi Dalam

Penanaman Modal

fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang teknologi informasi penanaman modal;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
teknologi informasi penanaman modal;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang data dan sistem informasi penanaman
modal;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang data dan sistem informasi penanaman
modal;
Pelaksanaan
dan pelaporan di bidang teknologi informasi
penanaman modal; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Menteri/Kepala.

pemantauan, analisis, evaluasi,
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( Menteri/Kepala

)

Menteri/Kepala dalam melaksanakan tugas dibantu
oleh Staf Ahli yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri/Kepala dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama, yang terdiri dari:

1. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing
Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan
rekomendasi terhadap isu strategis kepada
Menteri/Kepala terkait dengan peningkatan daya
saing penanaman modal.

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu strategis
kepada Menteri/Kepala terkait dengan ekonomi

. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan

mempunyai tugas memberikan rekomendasi
terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala
terkait dengan hubungan kelembagaan dan
transformasi  digital.

. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi

Prioritas tugas  memberikan
rekomendasi terhadap isu strategis kepada
Menteri/Kepala terkait dengan pengembangan
sektor investasi prioritas

mempunyai

. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan

Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan
rekomendasi terhadap isu strategis kepada
Menteri/Kepala terkait dengan pemerataan dan

kemitraan penanaman modal.

makro.
( Inspektorat
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan intern di lingkungan Kementerian/

Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat

menyelenggarakan  fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern
di lingkungan Kementerian/Badan;

2. Pelaksanaan terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

pengawasan intern

. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu

atas penugasan Menteri/Kepala;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Menteri/Kepala.

( Pusat Pendidikan dan Pelatihan

)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural,
fungsional, dan teknis bagi aparatur di bidang
penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya,
Pusat Pendidikan dan Pelatihan meneyelenggarakan
fungsi:

1. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan;
2. Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan

pelatihan;
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. Penyusunan dan pengembangan kurikulum

pendidikan dan pelatihan;

. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural,

fungsional penanaman modaldan non penanaman
modal, dan teknis bagi aparatur;

. Penyusunan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan; dan

. Pelaksanaan administrasi pusat.
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( Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal

)

Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal 4.

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan  teknis, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi,dan pelaporandibidang pembinaan Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Dalam
melaksanakan tugasnya, Pusat Pembinaan Penata
Kelola Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis pembinaan Jabatan

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal; 7.
2. Penyiapan perencanaan, pembentukan,
pemberian rekomendasi  formasi, serta

pertimbangan pengangkatan dalam Jabatan 8.

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;

3. Pelaksanaan penilaian dan penetapan angka 9.

kredit, serta pemantauan dan evaluasi kinerja

Penyiapan koordinasi dan penyusunan standar
kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal;

Pelaksanaan penilaian kompetensi teknis;
Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan analisis
kebutuhan pengembangan kompetensi dan
fasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal;
Pelaksanaan pengembangan sistem informasi
dan layanan informasi Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal;

Pelaksanaan pembinaan profesi dan fasilitasi
pembentukan organisasi profesi;
Pelaksanaan evaluasi pengembangan Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal; dan

Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman  10. Pelaksanaan administrasi pusat.
Modal;
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1. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya
Saing Penanaman Modal

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro

3. Staf Ahli Bidang Kelembagaan

4. Staf Ahli Bidang Pengembangan
Sektor Investasi Prioritas

4. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan
Kemitraan Penanaman Modal

WAKIL MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
WAKIL KEPALA BKPM

Inspektorat

Deputi Bidang
Perencanaan
Penanaman Modal

Direktorat
Perencanaan Makro
Investasi

Direktorat
Perencanaan SDA dan
Industri Manufaktur

Direktorat
Perencanaan Jasa
dan Kawasan

Direktorat
Perencanaan
Infrastruktur

Deputi Bidang
Hilirisasi Investasi
Strategis

Direktorat Strategi
dan Tata Kelola
Hilirisasi

Direktorat Hilirisasi
Perkebunan dan
Kehutanan

Direktorat Hilirisasi
Perikanan dan
Kelautan

Deputi Bidang
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Direktorat Deregulasi
Penanaman
Modal

Direktorat
Pengembangan
Potensi Daerah

Direktorat
Pemberdayaan
Usaha

Direktorat Hilirisasi
Minyak dan
Gas Bumi

Direktorat Hilirisasi
Mineral dan
Batu Bara
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Pusat Pembinaan
Penata Kelola
Penanaman Modal

Pusat Pendidikan
dan Pelatihan

Deputi Bidang
Promosi Penanaman
Modal

Direktorat
Pengembangan
Promosi

Direktorat Promosi
Wilayah Amerika
dan Eropa

Direktorat Promosi
Wilayah Asia Timur,
Asia Selatan, Timur
Tengah, dan Afrika

Direktorat Promosi
Wilayah Asia Tenggara,
Australia, Selandia
Baru, dan Pasifik
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Biro Perencanaan
Program dan
Anggaran

Biro Sumber Daya
Manusia dan
Organisasi

Biro Protokol dan
Hubungan
Masyarakat

Biro Umum dan
Keuangan

Deputi Bidang Kerja
Sama Penanaman
Modal

Direktorat Kerja Sama
Bilateral

Direktorat Kerja Sama
Regional dan
Multilateral

Direktorat Kerja Sama
Pelaksanaan
Berusaha

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Deputi Bidang
Pelayanan
Penanaman Modal

Direktorat Pelayanan
Perizinan Berusaha
Sektor Industri

Direktorat Pelayanan
Perizinan Berusaha
Sektor Non Industri

Direktorat Pelayanan
Fasilitas Berusaha

Deputi Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Direktorat Wilayah |

Direktorat Wilayah Il

Direktorat Wilayah Il

Direktorat Wilayah IV

Direktorat Wilayah V

Deputi Bidang
Teknologi Informasi
Penanaman Modal

Direktorat Sistem
Perizinan Berusaha

Direktorat Sistem
Layanan Elektronik,
Infrastruktur, dan
Jaringan

Direktorat Data
dan Informasi
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1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
memiliki peran penting sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja
instansi pemerintah. Laporan ini bukan sekadar bentuk pelaporan
administratif, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan
birokrasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Terdapat sejumlah maksud utama dalam penyusunan laporan kinerja
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ini, antara lain:

1.
Evaluasi Kinerja

Menjadi alat evaluatif untuk mengukur sejauh mana target kinerja yang
telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal. Selain itu, laporan
ini turut mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk
peningkatan kinerja di masa mendatang.

2.
Penguatan
Akuntabilitas

Laporan kinerja menjadi sarana pertanggungjawaban formal atas
penggunaan anggaran, sumber daya manusia, serta kebijakan yang
dijalankan. Dengan demikian, laporan ini memastikan bahwa setiap
penggunaan sumber daya publik memberikan dampak nyata bagi
pencapaian tujuan organisasi.

3.
Peningkatan
Transparansi

Penyusunan laporan kinerja mencerminkan keterbukaan informasi
kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal kementerian
maupun eksternal seperti lembaga pengawas, instansi pemerintah lain,
dan masyarakat umum. Transparansi ini mendukung terbentuknya
kepercayaan publik terhadap integritas dan kinerja birokrasi.

4,

Mendorong
Perbaikan
Berkelanjutan

Laporan kinerja memberikan dasar yang kuat untuk menelaah proses
bisnis, merumuskan umpan balik strategis, dan mengembangkan
rencana tindak lanjut untuk penyempurnaan kebijakan, program,
maupun manajemen internal secara berkesinambungan.

“aneron 2025
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Sementara itu, tujuan penyusunan laporan kinerja ini secara lebih spesifik dapat dirinci sebagai berikut:

0 Monitoring Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan kinerja membantu dalam memantau kemajuan terhadap sasaran dan target yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Monitoring ini menjadi acuan
dalam pelaksanaan program ke depan.

a Penilaian Efektivitas dan Efisiensi

Dokumen ini menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan dan program yang dijalankan
benar-benar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Penilaian ini penting sebagai
bagian dari proses reflektif organisasi.

o Justifikasi Penggunaan Anggaran

Laporan memberikan pembenaranyang logis dan terukur atasanggaran yang telah dialokasikan
dan digunakan. Dengan menampilkan capaian hasil dan dampaknya, laporan ini berkontribusi
dalam memperkuat kredibilitas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam pengelolaan
anggaran negara.

° Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Penyusunan laporan ini mendukung peningkatan tata kelola organisasi secara menyeluruh,
khususnya dalam hal dokumentasi, pengambilan keputusan berbasis data, serta konsistensi
pelaksanaan program sesuai rencana yang telah ditetapkan.

e Dasar Pengambilan Keputusan Strategis

Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini menjadi referensi penting dalam menetapkan
kebijakan, strategi organisasi, serta pengalokasian sumber daya secara tepat dan efektif.

/ Dengan memahami maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja secara menyeluruh, \
diharapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat terus memperkuat
akuntabilitas kinerja dan kualitas tata kelola, serta menjadi bagian penting dari ekosistem
birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil. Laporan ini sekaligus menjadi
wujud komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendukung reformasi

K birokrasi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional. /
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Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki
peran strategis sebagai lembaga pemerintah yang
bertugas melaksanakan kebijakan
dan pelayanan di bidang penanaman modal.
Hilirisasi/BKPM
merupakan penghubung utama antara dunia usaha

koordinasi

Kementerian Investasi  dan
dan pemerintah serta bertanggung jawab langsung
kepada Presiden Republik Indonesia. Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak hanya bertugas
untuk meningkatkan investasi dari dalam maupun
luar negeri, tetapi harus memastikan bahwa investasi
tersebut berkualitas serta dapat menggerakkan
perekonomian Indonesia dan menyerap banyak
tenaga kerja. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM menjadi focal point untuk menghubungkan
semua sektor investasi dari kementerian teknis.

Sebagai penghubung utama antara bisnis dan

LAPORAN
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pemerintah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM bertanggung jawab untuk menciptakan iklim
investasi yang kondusif di Indonesia. Berdasarkan
Peraturan 184 Tahun 2024
tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang
Badan Koordinasi Modal,
Kementerian Investasi dan Hilirisasi bertugas untuk

Presiden Nomor

Penanaman bahwa
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi.
Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas untuk
melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan
dan pelayanan di bidang penanaman modal. Hal ini
menjadikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM memiliki peran untuk dalam penyelenggaraan
urusan investasi dan hilirasasi serta pelaksanaan
kebijakan dan pelayanan penanaman modal.
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1.5 Isu Strategis

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi beberapa hambatan strategis dalam mencapai target
kinerja yang masih memerlukan perhatian dan penguatan berkelanjutan, yaitu:

~

Tekanan ekonomi global menjadi tantangan utama terhadap capaian investasi
Indonesia pada 2025. Namun demikian, realisasi investasi tetap tumbuh positif
meski dalam lingkungan yang tidak stabil secara global.

4

Percepatan hilirisasi (downstreaming) dengan memastikan kualitas investasi dan
nilai tambah domestik. Hilirisasi memberikan kontribusi besar terhadap realisasi
investasi dan target nilai tambah, namun diperlukan koordinasi lintas-kementerian,
kesiapan rantai pasok, serta jaminan investasi berkelanjutan.

A

-

Menarik investasi berkelanjutan dan teknologi tinggi. Transisi energi dan
permintaan global terhadap praktik berkelanjutan menuntut kebijakan insentif
dan kerangka regulasi untuk menarik proyek hijau dan industri teknologi tinggi.
e Indonesia berada dalam persaingan ketat untuk menarik modal asing terutama di
sektor manufaktur dan teknologi, yang menuntut iklim investasi yang kompetitif
serta kebijakan yang adaptif

\.

Meningkatkan kapabilitas pengawasan dan tata kelola pelaksanaan investasi.
Meningkatnya volume proyek investasi, perlu di imbangi dengan sistem
pengawasan, pemantauan, dan penegakan aturan yang lebih kuat untuk

memastikan komitmen investor terpenuhi.

)
~

Memperkuat daya saing regulasi dan kemudahan usaha. Perbaikan perizinan
terpadu, kepastian lahan, serta penyederhanaan proses tetap menjadi faktor kunci
dalam menarik investor jangka panjang.

A
~

Risiko lingkungan dan tata ruang yang berdampak pada keberlanjutan investasi.
Tantangan tata ruang dan isu keberlanjutan kadang masih menghambat kelancaran
investasi terutama di proyek yang memerlukan pertimbangan lingkungan yang

tinggi.
.
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1.6 Sistematika Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA
PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas
berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh Menteri/
Kepala BKPM.

IKHTISAR
EKSEKUTIF

Berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

BAB |
PENDAHULUAN

. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi.

. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan
kinerja.

. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya
keberadaan organisasi dalam pembangunan nasional.

. lsu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat
menghambat  pencapaian kinerja.

. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.
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BAB II A. Rencana Strategis
Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah (rencana
PERENCANAAN strategis) organisasi mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis,

KINERJA dan sasaran program.

B. Perjanjian Kinerja
Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen
yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi
kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/
kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

C. Teknik Pengukuran Kinerja
Sub Bab ini menyajikan teknik penilaian kinerja organisasi (NKO)
sebagai ukuran yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
organisasi.

BAB Il A. Capaian Kinerja Organisasi
Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator
AKUNTABILITAS kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan
KINERJA penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh
organisasi dengan formulasi penghitungan capaian Nilai Kinerja
Organisasi (NKO) Tahun 2025.

Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja setiap

indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan indikator
yang diampu pada RPJMN 2025-2029;

5. Informasi kinerja dalam mendukung pencapaian Program
Prioritas Nasional (PN) yang diampu sesuai yang termuat dalam
RKP tahun 2025;

6. Membandingkan nilai SAKIP dengan pencapaian kinerja; dan

7. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
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B. Capaian Kinerja Anggaran
Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian
kinerja tahun 2025.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sub Bab ini menguraikan pengukuran efisiensi penggunaan sumber
daya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat
efisiensi organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan
dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk
mencapai target.

BAB IV
INISIATIF
PENINGKATAN
AKUNTABILITAS
KINERJA

Bab ini menjabarkan tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2025 dan
berbagai terobosan maupun inovasi yang dapat mendorong peningkatan
kualitas kinerja organisasi.

BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi.

B. Saran
Sub Bab ini menguraikan rekomendasi perbaikan kinerja di tahun
mendatang.

LAMPIRAN
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Bagian ini berisi pernyataan telah direviu, perjanjian kinerja tahun 2025,
matrik informasi pencapaian kinerja organisasi, dan daftar penghargaan
selama tahun 2025.
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AN HALIRFASLBION BABI BAB Il — PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses sistematis
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka
menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja
yang terukur sesuai dengan tugas, fungsi, visi, dan misi organisasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perencanaan
kinerja mencakup serangkaian tahapan yang meliputi penetapan
dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah.
Proses ini dilaksanakan guna memastikan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah serta mendorong peningkatan kinerja
secara berkelanjutan. Selain itu, perencanaan kinerja bertujuan
untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan kebijakan yang
dijalankan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaras
dengan prioritas nasional, serta kebijakan pembangunan jangka
menengah, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan
pembangunan nasional.

BAB Il
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2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode
2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2025. Dokumen ini berfungsi sebagai
pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja kementerian guna
memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan berjalan secara
efektif, terarah, dan selaras dengan visi pembangunan nasional. Rencana
strategis ini menjadi kerangka strategis dalam menentukan prioritas
program, kegiatan, serta sasaran kinerja yang ingin dicapai selama
periode lima tahun. Dalam dokumen ini, visi dan misi kelembagaan
dirumuskan secara jelas dan kemudian dielaborasi menjadi tujuan
serta sasaran yang lebih spesifik. Untuk memastikan pencapaian tujuan
tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi alat ukur
dalam menilai kinerja serta mengendalikan pelaksanaan program dan
kegiatan. Sebagai instrumen perencanaan jangka menengah, Rencana
Strategis menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

dan Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
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2.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan
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BAB Il

Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 adalah

Terwujudnya Penanaman Modal
yang Tinggi dan Berkualitas
untuk Menuju Indonesia Emas 2045

Makna Penanaman Modal adalah segala bentuk
kegiatan menanam modal, baik oleh penanam
modal dalam negeri maupun penanam modal asing
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal). Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM adalah lembaga pemerintah yang
menjadi leading sektor di bidang penanaman modal
di Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh
Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang
Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan
Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 184 Tahun 2024, Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM  memiliki tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi
yang merupakan lingkup urusan pemerintahan
di bidang investasi untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
185 Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM juga memiliki tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang
penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

LAPORAN
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Makna Tinggi adalah mendorong pencapaian realisasi
penanaman modal yang lebih akseleratif pada periode
2025-2029. Realisasi penanaman modal yang lebih tinggi
dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan di Indonesia. Penanaman modal
diharapkan dapat menjadi pendukung pembangunan
yang dilakukan pemerintah melalui keterlibatan
swasta terutama pada sektor-sektor yang krusial bagi
masyarakat. Kinerja penanaman modal diharapkan
menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
Makna Berkualitas adalah penanaman modal
yang tidak hanya memfokuskan pada peningkatan
secara kuantitas namun juga memastikan bahwa
investasi tersebut menghasilkan dampak positif yang
berkelanjutan bagi perekonomian. Penanaman modal
yang berkualitas adalah penanaman modal yang
bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan
merata. Penanaman modalyangberkualitas diperlukan
untuk meningkatkan efektivitas penanaman modal
dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat
termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang
ditargetkan oleh Presiden RI. Perwujudan penanaman
modal yang tinggi beserta peningkatan kualitasnya
diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden
dan Wakil Presiden Periode 2025-2029, dengan
Indonesia Emas 2045 sebagai visi yang tercantum
dalam RPJMN 2025-2029.
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Berdasarkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 dan dukungan terhadap misi RPJMN
2025-2029, serta tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka rumusan misi untuk
mewujudkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 yaitu:

Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal
t untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Makna menunjukkan
untuk mempercepat proses peningkatan investasi.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai

mengakselerasi urgensi

lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
investasi dan penanaman modal, akan berupaya
secara akseleratif untuk meningkatkan penanaman
modal yang lebih tinggi. Kinerja penanaman modal
yangoptimaldiharapkan menjadimesin pertumbuhan
ekonomi untuk memperkuat transformasi ekonomi
nasional menuju Indonesia Emas 2045. Akselerasi
perluasan penanaman modal termasuk investasi
hilirisasi strategis dilakukan untuk mendorong upaya
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain
itu, penanaman modal diharapkan dapat mendukung
integrasi ekonomi domestik dan global, menekankan
pentingnya pengembangan pasar dalam negeri yang
memperluas pasar ke tingkat global, meningkatkan
ekspor, asing. Dengan
demikian, Indonesia diharapkan dapat menjadi
bagian dari rantai nilai global yang lebih kompleks,
sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk
yang dihasilkan.

dan menarik investasi

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan
misi, maka tujuan Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM 2025-2029 adalah: Meningkatnya
Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor
Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan
Berbasis Kewilayahan. Keberhasilan tujuan diukur
melalui indikator nilai PMA dan PMDN.

2.1.2 Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029, sasaran strategis
yang ingin dicapai Kementerian Investasi
Hilirisasi/BKPM periode 2025-2029 vyaitu:

dan

1. Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal
yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi
Ekspor, dan Merata
Sasaran strategis pertama yang ingin diwujudkan
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu
penanaman modal yang: (i) Bernilai tambah,
ditandai dengan peningkatan capaian nilai realisasi
penanaman modal di sektor sekunder serta di
bidang hilirisasi; (ii) Inklusif, yaitu penanaman
modal yang berdampak pada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas
melalui Fasilitasi kemitraan antara Usaha Besar
dengan UMKM termasuk UMKM dengan pelaku
usaha disabilitas; (iii) Berorientasi ekspor, yaitu
meningkatnya ekspor melalui kegiatan penanaman
modal; (iv) Merata, yaitu penanaman modal yang
lebih merata melalui peningkatan kontribusi
penanaman modal di Kawasan Pusat Pertumbuhan
dandiLuar Jawa. Keberhasilan pencapaian sasaran
strategis pertama diukur dengan indikator kinerja:
(1) Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder; (2) Nilai
realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi; (3)
Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM; (4)
Nilai PMA berorientasi ekspor; (5) Nilai PMDN
berorientasi ekspor; (6) Nilai PMA dan PMDN
Kawasan Pusat Pertumbuhan; (7) Kontribusi
realisasi investasi Luar Jawa.
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2. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif,
serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima
Sasaran Strategis kedua yang ingin diwujudkan
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu (i)
Birokrasi yang bersih, yaitu ASN yang berintegritas
dan profesional; (ii) Birokrasi yang efektif, yaitu
tata kelola penanaman modal yang akuntabel
dan transparan; (iii) Pelayanan penanaman modal
yang prima, yaitu kualitas pelayanan penanaman
modal yang semakin meningkat. Keberhasilan
pencapaian sasaran strategis kedua diukur dengan
indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

BAB Il — PERENCANAAN KINERJA

BAB Il

2.1.3 Target Kinerja

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bertujuan
meningkatkan nilairealisasipenanamanmodalsecara
signifikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Target penanaman modal ditetapkan meningkat
setiap tahun, yakni Rp1.905,6 triliun pada tahun 2025;
Rp2.175,3 triliun pada tahun 2026; Rp2.567,5 triliun
pada tahun 2027; Rp2.969,6 triliun pada tahun 2028;
hingga mencapai Rp3.414,8 triliun pada tahun 2029.
Peningkatan bertahap ini mencerminkan komitmen
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk
menarik lebih banyak investasi dan mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan.

VISI: TERWUJUDNYA PENANAMAN MODAL YANG TINGGI DAN BERKUALITAS UNTUK MENUJUINDONESIA EMAS 2045

)

w i

MENGAKSELERASIPENINGKATAN PENANAMAN MODAL
UNTUK INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

v

MENINGKATNYA PENANAMAN MODAL YANG BERFOKUS PADASEKTOR PRIORITAS TERMASUK HILIRISASY,
CRIENTASI EKSPOR, DAN BERBASIS KEWILAYAHAN
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Gambar 2.1

Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Unit Kerja Pengampu

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029

“aneron 2025



. (Lonew )—(_eaev )—(_i

> Investasi Tumbuh

Sasaran strategis pertama (SS-1) diukur melalui 7
(tujuh) indikator kinerja. Pertama, nilai realisasi
penanaman modal di sektor sekunder. Hal ini sebagai
upaya untuk mengoptimalkan penanaman modal
yang bernilai tambah, memperkuat basis industri
nasional, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih
luas. Target penanaman modal sektor sekunder akan
meningkat secara bertahap, yaitu Rp855,9 triliun pada
tahun 2025; Rp1.006,5 triliun pada 2026; Rp1.226,2
triliun pada 2027; Rp1.456,9 triliun pada 2028; dan
Rp1.718,3 triliun pada tahun 2029. Peningkatan ini
diharapkan dapat memperkuat daya saing industri
Indonesia di pasar global, mempercepat transformasi
ekonomi, dan menciptakan ekonomi yang lebih
tangguh.

Kedua, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
menargetkan penanaman modal bidang hilirisasi
yang terus meningkat secara signifikan. Fokus ini
mencerminkan  upaya mengoptimalkan
penanaman modal yang bernilai tambah, vyaitu
penanaman modal yang menciptakan nilai tambah
dari bahan baku menjadi barang jadi atau setengah
jadi melalui peningkatan peran penanaman modal di
sektor hilirisasi. Target realisasi penanaman modal di
bidang hilirisasi tahun 2025 sebesar Rp521,4 triliun.
Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, puncaknya
tahun 2029 mencapai Rp901,6 triliun. Investasi bidang
hilirisasi diarahkan pada industri hilirisasi komoditas
perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, minyak
bumi, gas bumi, mineral, dan batubara. Penanaman
modal di bidang hilirisasi diprioritaskan pada 15 (lima
belas) komoditas yaitu: ikan Tuna Cakalang Tongkol
(TCT), tilapia, udang, garam, nikel, tembaga, bauksit,
timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi,
gas bumi, pasir silika, serta logam dasar besi dan baja.

untuk

Ketiga, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
menargetkan peningkatan kontribusi Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai bagian dari
strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Indonesia Maju

Target kontribusi PMDN termasuk UMKM ditetapkan
terus meningkat, yaitu menjadi 48,3% pada tahun 2025;
48,5% pada tahun 2026; 49,0% pada tahun 2027; 49,3%
pada tahun 2028; hingga mencapai 49,7% pada tahun
2029. Fokus ini mencerminkan komitmen Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mendorong
pertumbuhan investasi domestik yang inklusif.

Keempat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
berkomitmen untuk mendorong daya saing produk
Indonesia di pasar internasional dan mendorong
diversifikasi ekonomi melalui peningkatan realisasi
penanaman modal berorientasi ekspor. Target
Penanaman Modal Asing (PMA) berorientasi ekspor
terus meningkat secara signifikan, yaitu Rpl71,6
triliun pada tahun 2025; Rp205,3 triliun pada tahun
2026; Rp253,6 triliun pada tahun 2027; Rp306,4 triliun
pada tahun 2028; hingga mencapai Rp367,4 triliun
pada tahun 2029.

Kelima, nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
berorientasi ekspor juga ditargetkan terus meningkat
secara signifikan, yaitu Rp60,4 triliun pada tahun
2025; Rp71,9 triliun pada 2026; Rp88,3 triliun pada
2027; Rpl106,0 triliun pada 2028; hingga mencapai
Rp126,4 triliun pada 2029. Peningkatan investasi PMA
dan PMDN berorientasi ekspor ini diharapkan dapat
memperkuat posisi ekonomi nasional.

Keenam, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM berkomitmen untuk mendukung kawasan
pusat pertumbuhan, seperti
Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan
Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui
peningkatan realisasi penanaman modal di wilayah-
wilayah strategis. Target investasi di kawasan ini terus
meningkat secara signifikan, yaitu Rp307,1 triliun pada
tahun 2025; Rp346,8 triliun pada 2026; Rp401,0 triliun
pada 2027; Rp452,9 triliun pada 2028; hingga mencapai
Rp507,2 triliun pada 2029. Peningkatan investasi ini
diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi
regional dan mendorong pemerataan pembangunan.

Kawasan Ekonomi
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Ketujuh, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
menetapkan sasaran strategis untuk memperkuat
kontribusi wilayah di luar Jawa dalam realisasi
penanaman modal nasional, guna mendorong
pemerataan  pembangunan  nasional.  Target
realisasi investasi di luar Jawa dipertahankan di atas
50% selama periode 2025 hingga 2029. Fokus ini
mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong
pembangunan wilayah-wilayah potensial di luar
Jawa, mengoptimalkan sumber daya lokal, dan
meningkatkan keseimbangan pembangunan
antarwilayah.

Tabel 2.1.
Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

BAB Il — PERENCANAAN KINERJA

BAB Il

Sementara itu, SS-2 diukur dengan satu indikator
kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk
mempertahankan dan kualitas
tata kelola melalui pencapaian Indeks Reformasi
Birokrasi yang semakin meningkat dalam rentang
76,20 - 80,88 sepanjang periode 2025 hingga 2029.
Fokus ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk
mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, transparan,
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta
dunia usaha. Reformasi birokrasi juga diharapkan
dapat meningkatkan pelayanan publik dan
kepercayaan investor, serta mendukung peningkatan
realisasi penanaman modal.

meningkatkan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029

Tujuan/ Indikator Tujuan/ Satuan Baseline Target
Sasaran Strategis Sasaran Strategis (2024) 2025 2026 2027 2028 2029
Meningkatnya penanaman Nilai PMA dan PMDN 1.418,9* | 1.905,6 | 2.175,3 | 2.567,5 | 2.969,6 | 3.414,8

modal yang berfokus pada
sektor prioritas termasuk
hilirisasi, orientasi ekspor, dan
berbasis kewilayahan

SS-1: Terwujudnya nilai Nilai PMA dan PMDN

Triliun

realisasi penanaman modal sektor sekunder Triliun
yang bernilai tambah, inklusif, | \;\ i o isasi Rp 3754* | 5214 | 5866 | 6756 | 7793 | 9016
berorientasi ekspor, dan . e
penanaman modal di Triliun
merata . e
bidang hilirisasi
Persentase realisasi Persen 47,6* 48,3 48,5 49,0 493 49,7
PMDN termasuk UMKM
Nilai PMA berorientasi Rp 115,4* 171,6 205,3 253,6 306,4 367,4
ekspor Triliun
Nilai PMDN Rp 41,2* 60,4 71,9 88,3 106,0 | 126,4
berorientasi ekspor Triliun
Nilai PMA dan PMDN Rp 253.4* | 307,1 | 346,8 | 401,0 | 452,9 | 507,2
Kawasan Pusat Triliun
Pertumbuhan
Kontribusi realisasi Persen 51,5* 52,1 52,4 52,7 52,9 53,2

investasi Luar Jawa

Indeks | 76,12 | 76,20 | 77,34 | 78,50 | 79,68 | 80,88

SS-2: Terwujudnya birokrasi Indeks Reformasi

.

Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM yang bersih
dan efektif, serta pelayanan
penanaman modal yang prima

Birokrasi Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/
BKPM

“aneron 2025
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2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian
Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program dan/atau kegiatan yang
disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun
2025 merupakan periode pertama pencapaian target
kinerja Rencana Strategis Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029.

Indonesia Maju

Perjanjian Kinerja bertujuan untuk mewujudkan
komitmen nyata antara penerima dan pemberi
amanah dalam meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi, serta kinerja aparatur;
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur; menjadi dasar penilaian
keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi serta landasan pemberian
penghargaan dan sanksi; menjadi acuan bagi pemberi
amanah dalam melakukan monitoring, evaluasi,
dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan
kinerja penerima amanah; serta menjadi dasar dalam
penetapan sasaran kinerja pegawai.

LAPORAN

KINERJA 2025
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Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

" -

Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Target

Meningkatnya Penanaman Modal yang 1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) 1.905,60

Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk
Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis
Kewilayahan

SS-1: Terwujudnya nilai realisasi penanaman | 2 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun) 855,95

modal yang tinggi, inklusif, berorientasi
ekspor, dan merata

hilirisasi (Rp Triliun)

3 | Persentase realisasi Penanaman Modal 48,30
Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) (%)

4 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat 307,10
pertumbuhan (Rp Triliun)

5 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun) 171,60

6 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp Triliun) 60,40

7 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%) 52,10

8 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang 521,40

SS-2: Terwujudnya birokrasi Kementerian 9 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian 76,20

Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih Investasi dan Hilirisasi/BKPM (indeks)

dan efektif, serta pelayanan penanaman
modal yang prima

Dalam rangka mencapai target kinerja yang
ditetapkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM mengalokasikan anggaran pada tahun 2025
sebesar Rp879.611.122.000. Nilai anggaran tersebut
lebih rendah dibandingkan dengan Tahun Anggaran
2024 sebesar Rpl1.229.295.942.000. Selain itu, pada
Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa revisi
anggaran yang merubah jumlah anggaran pada
level satuan kerja dan merubah pagu anggaran total
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dengan
rincian sebagai berikut:

“aneron 2025

1)

Perubahan anggaran akibat adanya Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Perubahan anggaran akibat adanya realokasi
serta pergeseran anggaran terkait belanja pegawai
berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran
Nomor S-318/AG/AG.3/2025 tanggal 26 Maret 2025
halSurat Pengesahan RevisiAnggaran Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA 2025;
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3) Perubahan anggaran akibat realokasi dan
optimalisasi anggaran Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur
Jenderal Anggaran Nomor S-481/AG/AG.3/2025
tanggal 2 Juni 2025 hal Pengesahan Revisi
Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM TA 2025;

4) Penambahan  anggaran  BA-BUN  sebesar
Rp197.730.837.000,00 berdasarkan Surat Direktur
Jenderal Anggaran Nomor S-553/AG/AG.3/2025
tanggal 25 Juni 2025 hal Pengesahan Revisi
Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM TA 2025;

5) Perubahan anggaran akibat realokasi
optimalisasi anggaran Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur
Jenderal Anggaran Nomor S-632/AG/AG.3/2025
tanggal 28 Juli 2025 hal Pengesahan Revisi
Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM TA 2025;

6) Perubahan anggaran akibat realokasi dan
optimalisasi anggaran Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur

dan

Tabel 2.3

Indonesia Maju

Jenderal Anggaran Nomor S-766/AG/AG.3/2025
tanggal 3 September 2025 hal Pengesahan Revisi
Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM TA 2025; dan

7) Perubahan anggaran akibat realokasi dan
optimalisasi anggaran Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM berdasarkan Surat Direktur
Jenderal Anggaran Nomor S-960/AG/AG.3/2025
tanggal 11 November 2025 hal Pengesahan Revisi
Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM TA 2025.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, masih
terdapat blokir anggaran pada Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM sesuai Surat Direktur Jenderal
Anggaran Nomor S-960/AG/AG.3/2025 tanggal 11
November 2025 sebesar Rp16.752.578.000, sehingga
Pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar
Rp862.858.544.000. Rincian alokasi anggaran
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun
2025 berdasarkan program dan satuan kerja pada
tingkat kedeputian disajikan pada tabel berikut.

Alokasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Program dan Satuan Kerja

. Pagu Anggaran Pagu Blokir Pagu Akhir
No Program/Satuan Kerja
(Rp) (Rp) (Rp)

1 DUKUNGAN MANAJEMEN 481.027.838.000 - | 481.027.838.000
Sekretariat Kementerian / Sekretariat 481.027.838.000 -| 481.027.838.000
Utama

2 PENANAMAN MODAL DAN HILIRISASI 398.583.284.000 | 16.752.578.000 | 381.830.070.000
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman 7.494.125.000 952.627.000 6.541.498.000

Modal

Deputi Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

10.528.946.000

2.361.500.000

8.167.446.000

LAPORAN
KINERJA
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. Pagu Anggaran Pagu Blokir Pagu Akhir
No Program/Satuan Kerja
(Rp) (Rp) (Rp)

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal 88.599.322.000 24.317.000 88.575.005.000

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman 13.256.853.000 7.721.032.000 5.535.821.000

Modal

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman 44.903.153.000 4.024.275.000 40.878.878.000

Modal

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan 22.236.383.000 - 22.236.383.000

Penanaman Modal

Deputi Bidang Teknologi Informasi 157.115.015.000 -| 157.115.015.000

Penanaman Modal

Total Pagu Anggaran Tahun 2025 879.611.122.000 | 16.752.578.000 | 862.858.544.000
Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk penanaman modal, percepatan hilirisasi investasi

mendukung pelaksanaan dua program utama, yaitu
Program Dukungan Manajemen dan Program
Penanaman Modal dan Hilirisasi. Program Dukungan
Manajemen dialokasikan sebesar Rp481.027.838.000
dan diampu oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat

Utama. Alokasi anggaran ini digunakan untuk

mendukung:

1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
akuntabel dan transparan,

2) Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta
birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional

3) Terwujudnya aparatur sipil negara yang berakhlak
dan profesional

Sedangkan Program Penanaman Modal dan Hilirisasi
dialokasikan sebesar Rp381.830.070.000 dan diampu
olehunitteknispadatingkatkedeputiansesuaidengan
pembagian tugas dan kewenangannya masing-
masing. Alokasi anggaran pada program ini diarahkan
untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan
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strategis, pengembangan iklim investasi, fasilitasi
dan promosi investasi, kerja sama dan pelayanan
penanaman modal, pengendalian pelaksanaan
penanaman modal, serta pengembangan sistem
pendukung berbasis teknologi informasi.

Alokasi anggaran pada masing-masing kedeputian
mencerminkan fokus kebijakan dan prioritas strategis
dalam mendorong peningkatan realisasi investasi
nasional, penguatan iklim penanaman modal, serta
percepatan hilirisasi investasi strategis. Pendekatan
penganggaran
jelas antara alokasi anggaran, sasaran program, dan
indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun
2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi
nyata terhadap pencapaian outcome pembangunan
di bidang penanaman modal dan hilirisasi serta
penguatan  akuntabilitas  kinerja
Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

ini memastikan keterkaitan yang

Kementerian
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2.3 Teknik Pengukuran Nilai Kinerja
Organisasi (NKO)

Sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja,
dilakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian
kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja
yang telah ditetapkan. mencakup
pengukuran ketercapaian indikator kinerja, analisis
kesesuaian antara target dan realisasi, serta penilaian
kualitas tata kelola kinerja.

Evaluasi ini

Salah satu output utama dari
tersebut adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO), yang
mencerminkan tingkat pencapaian kinerja terhadap
target indikator kinerja yang disepakati
Kinerja.

proses evaluasi

dalam
Perjanjian

Perhitungan NKO berpedoman pada PermenPANRB
Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja
Organisasi. Berdasarkan  peraturan tersebut,
pengukuran  kinerja organisasi tidak hanya
mempertimbangkan capaian kuantitatif indikator,
tetapi juga memperhitungkan kualitas akuntabilitas
kinerja yang tercermin dari predikat Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dengan demikian,

NKO berfungsi sebagai ukuran agregat yang
mengintegrasikan capaian kinerja substantif dan

kualitas tata kelola kinerja.

Secara matematis, penghitungan NKO dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:

Untuk setiap indikator kinerja ke-i, capaian kinerja
dihitung sebagai rasio antara realisasi dan target:

Ri
Aj =—x100%

Ti

Nilai capaian tersebutkemudiandinormalisasidengan
batas maksimum 110 persen, sesuai ketentuan
PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024:

N; =min (A;, 110%)
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Selanjutnya, capaian kinerja yang telah dinormalisasi dikoreksi berdasarkan predikat AKIP organisasi melalui
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faktor koreksi, dengan besaran koreksi ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2.4

Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB Il

Predikat AKIP Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA
"""""""""""""""" 0%
A
BB 10%
B 15%
cC 20%
C
------------------------------ 30%
D
Nilai akhir capaian kinerja per Fi=Njx(1-K)

indikator dihitung dengan rumus:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) kemudian diperoleh sebagai rata-rata dari
seluruh nilai akhir capaian indikator kinerja:

n
R.
Z [ min (— x 100%, 110%) x (1-K) ]
‘ Ti
=1

1
NKO = —
n

dengan:
R; :realisasiindikator kinerja ke-i
T; :targetindikator kinerja ke-i
k  :faktor koreksi berdasarkan predikat AKIP
n  :jumlah indikator kinerja
o oo



Adapun matrik perhitungan nilai kinerja organisasi menggunakan format berikut.

Tabel 2.5

Matriks Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

(onew J—( ey J—(_i )
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Koreksi
Normalisasi Nilai Akhir
. Normalisasi Capaian PK Capaian PK
Indikator N . .
No Sasaran Kineria Target Realisasi Capaian Capaian PK berdasarkan (3)
) (1) Predikat AKIP | (1) x (100%
(2) -(2))
1
2
3
4
Total Capaian PK (4)
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)
Predikat PKO (6)

Hasil NKO dikelompokkan menjadi lima predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik;
dan 5) Istimewa sebagai berikut.

Tabel 2.6
Predikat PKO
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Predikat PKO
X>100% ISTIMEWA

80% < X =100% BAIK

60% < X <80%

20% <X =60% KURANG

0% =X =20% SANGAT KURANG

Melalui penerapan pengukuran NKO yang terstandardisasi, transparan, dan berbasis hasil sebagaimana
diatur dalam PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupaya
menumbuhkan budaya kerja yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pencapaian outcome, sejalan
dengan arah reformasi birokrasi dan komitmen membangun organisasi pemerintahan yang modern dan
terpercaya.
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3.1 Capaian Kinerja Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Tahun 2025

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki satu tujuan dan dua
sasaran dengan sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan
capaian kinerja tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
berhasil memiliki capaian predikat istimewa sebanyak lima Indikator
Kinerja Utama (IKU), capaian predikat baik sebanyak tiga Indikator Kinerja
Utama (IKU); dan capaian predikat butuh perbaikan sebanyak satu
Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan capaian indikator
kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025.
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Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPMTahun 2025

No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian Predikat

1 Meningkatnya Penanaman Modal 1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp 1.905,6 1.931,2 101,34% Istimewa
yang Berfokus pada Sektor Prioritas Triliun)
termasuk Hilirisasi, Orientasi

Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan

2 | SS1 Terwujudnya nilai realisasi 2 | Nilai PMA/PMDN sektor 855,9 780,0 91,23% Baik
penanaman modal yang tinggi, sekunder (Rp Triliun)
inklusif, berorientasi ekspor, dan e R
merata 3 | Persentase realisasi 48,3 53,4 110,51% Istimewa

Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) termasuk
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) (%)

4 | Nilai PMA/PMDN kawasan 307,1 4458 145,16% Istimewa
pusat pertumbuhan (Rp
Triliun)

5 | Nilai PMA berorientasi 171,6 135,8 79,14% Butuh
ekspor (Rp Triliun) Perbaikan

6 | Nilai PMDN berorientasi 60,4 58,3 96,56% Baik

ekspor (Rp Triliun)

7 | Kontribusi realisasi 52,1 51,3 98,51% Baik
investasi luar Jawa (%)

8 | Nilai realisasi penanaman 521,4 584,1 112,03% Istimewa
modal di bidang hilirisasi
(Rp Triliun)
3 | SS2 Terwujudnya birokrasi 9 | Indeks Reformasi 76,20 78,13 102,53% Istimewa
Kementerian Investasi dan Birokrasi Kementerian
Hilirisasi/BKPM yang bersih dan Investasi dan Hilirisasi/
efektif, serta pelayanan penanaman BKPM (indeks)

modal yang prima

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kementerian 3) IKU 3 Persentase realisasi Penanaman Modal

Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025, berikut ini Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro,
merupakan uraian capaian kinerja dan predikat pada Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki target
masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU): sebesar 48,3 persen dan realisasi 53,4 persen,
1) IKU 1 Nilai PMA dan PMDN memiliki target sebesar capaian kinerja tahun 2025 sebesar 110,51% atau
Rp1.905,6 Triliun dan realisasi sebesar Rp1.931,2 predikat Istimewa;
Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 4) IKU 4 Nilai PMA/PMDN kawasan pusat
101,34% atau predikat Istimewa; pertumbuhan memiliki target sebesar Rp307,1
2) IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder memiliki Triliun dan realisasi sebesar Rp445,8 Triliun,
target sebesar Rp855,9 Triliun dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 sebesar 145,16% atau
sebesar Rp780,9 Triliun, capaian kinerja tahun predikat Istimewa;

2025 sebesar 91,23% atau predikat Baik;
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IKU 5 Nilai PMA berorientasi ekspor memiliki target
sebesar Rpl71,6 Triliun dan realisasi Rp135,8
Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 79,14%
atau predikat Butuh Perbaikan;

IKU 6 Nilai PMDN berorientasi ekspor memiliki
target sebesar Rp60,4 Triliun dan realisasi Rp58,3
Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 96,56%
atau predikat Baik;

BAB Il
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IKU 7 Konstribusi relaisasi investasi luar Jawa
memiliki target sebesar 52,1 persen dan realisasi
sebesar 51,3 persen, capaian kinerja tahun 2025
sebesar 98,51% atau predikat Baik;

IKU 8 Nilai realisasi penanaman modal di bidang
hilirisasi memiliki target sebesar Rp521,4 Triliun
dan realisasi Rp584,1 Triliun, capaian kinerja tahun
2025 sebesar 112,03% atau predikat Istimewa;
IKU 9 Indeks Reformasi Birokrasi memiliki target
76, 20 dan realisasi 78,13, capaian kinerja tahun
2025 sebesar 102,53% atau predikat Istimewa.

3.2 Nilai Kinerja Organisasi
Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 89,93% dan
berpredikat Baik. Hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dari rata-rata nilai akhir capaian PK.
Nilai akhir capaian PK diperoleh dari normalisasi capaian PK dan koreksi normalisasi capaian PK berdasarkan
predikat AKIP. Predikat baik memiliki intepretasi bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian
kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. Berikut ini merupakan uraian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025.
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Tabel 3.2
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025
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Koreksi
Tujuan/Sasaran . R . . Normalisasi Norm.alisasi Nilai A.khir
No . Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian . Capaian PK Capaian
Strategis Capaian PK
berdasarkan PK
Predikat AKIP
1 | T-01 Meningkatnya | 1 | NilaiPMAdan PMDN (Rp | 1.905,6 | 1.931,2 | 101,34% | 101,34% 10,00% 91,21%
Penanaman Modal Triliun)
yang Berfokus
pada Sektor
Prioritas termasuk
Hilirisasi,
Orientasi Ekspor,
dan Berbasis
Kewilayahan
2 | ss-01 2 | Nilai PMA/PMDN sektor 8559 | 780,9 | 91,23% | 91,23% 10,00% 82,11%
Terwujudnya sekunder (Rp Triliun)
nilai realisasi 3 | Persentase realisasi 483 | 534 | 110,51% | 110,00% 10,00% 99,00%
penanaman Penanaman Modal Dalam
n'10da'1|'yang if Negeri (PMDN) termasuk
Engfrli’eI:ral:iSI ’ Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) (%)
ekspor, dan B T e B TR T T S EEGECEEEET RS EETP P
merata 4 | Nilai PMA/PMDN kawasan | 307,1 445,8 145,16% 110,00% 10,00% 99,00%
pusat pertumbuhan (Rp
Triliun)
5 | Nilai PMA berorientasi 171,6 | 1358 | 79,14% 79,14% 10,00% 71,23%
ekspor (Rp Triliun)
6 | Nilai PMDN berorientasi 60,4 58,3 96,52% | 96,52% 10,00% 86,87%
ekspor (Rp Triliun)
7 | Kontribusi realisasi 52,1 51,3 98,51% 98,51% 10,00% 88,66%
investasi luar Jawa (%)
8 | Nilairealisasi penanaman | 521,4 584,1 112,03% | 110,00% 10,00% 99,00%
modal di bidang hilirisasi
(Rp Triliun)
3 | SS-02 9 | Indeks Reformasi 76,20 78,13 102,53% 102,53% 10,00% 92,28%
Terwujudnya Birokrasi Kementerian
birokrasi Investasi dan Hilirisasi/
Kementerian BKPM (indeks)
Investasi dan
Hilirisasi/BKPM
yang bersih
dan efektif,
serta pelayanan
penanaman modal
yang prima
Total Capaian PK | 809,36%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK | 89,93%
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3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian
Kinerja Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

3.3.1 Tujuan “Meningkatnya Penanaman Modal yang
Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi,
Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan”
3.3.1.1
IKU 1: Nilai PMA dan PMDN
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja IKU 1 Nilai PMA dan PMDN
sebesar 101,34% atau terkategori istimewa pada tahun 2025. Jika dibandingkan capaian tahun
2024, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 12,66% atau terkategori istimewa. Hal ini menujukkan
kinerja positif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka peningkatan nilai realisasi
penanaman modal.

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA dan PMDN

Tujuan:
Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi,
Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan

IKU-1
Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun)

2025 Capaian | Normalisasi | Realisasi Capaian Target Akhir | Capaian Kinerja Kategori

Kinerja Capaian PK Tahun Kinerja 2025 Renstra 2025 terhadap Capaian

T R 2025 2024 terhadap 2029 Target Akhir Kinerja
(%) Realisasi 2024 Renstra 2029 Tahun 2025

(%) (%)
1.905,6 | 1.931,2 101,34 101,34 1.714,2 12,66 3.414,8 56,55 Istimewa
LAPORAN
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Realisasi investasi nasional selama periode Januari
hingga Desember tahun 2025 tercatat sebesar
Rp1.931,2 triliun. Nilai tersebut melampaui target
yang ditetapkan sebesar Rp1.903,6 triliun dengan
capaian sebesar 101,34 persen. Dibandingkan dengan
realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp1.714,2 triliun,
realisasi investasi tahun 2025 meningkat 12,7 persen.
Selain itu, realisasi tahun 2025 telah mencapai
56,55 persen dari target akhir Rencana Strategis
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun
2029 yang ditetapkan sebesar Rp3.414,8 triliun. Nilai
investasi pada tahun 2025 terdiri atas Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 53,4 persen atau
senilai Rp1.030,3 triliun, serta Penanaman Modal
Asing (PMA) sebesar 46,6 persen atau senilai Rp900,9
triliun. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 PMA
memiliki proporsi yang lebih tinggi, yaitu 52,5 persen
atau senilai Rp900,2 triliun, sedangkan PMDN sebesar
47,5 persen atau senilai Rp814,0 triliun. Capaian
nilai PMA dan PMDN pada tahun 2025 telah mampu
menyerap tenaga kerja sebanyak 2.710.532 tenaga
kerja atau naik sebesar 10,36 persen dibandingkan
tahun 2024.

Realisasi investasi nasional selama periode 2021-2025
menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada
tahun 2021, realisasi investasi tercatat sebesar Rp
901,0 triliun. Pada tahun 2022, nilai tersebut meningkat
menjadi Rp 1.207,2 triliun atau tumbuh sekitar 34
persen. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan
ekonomi  pascapandemi  serta  meningkatnya
kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi
nasional. Pada tahun 2023, realisasi investasi kembali
meningkat menjadi Rp1.418,9 triliun atau tumbuh
sebesar 17,5 persen dibandingkan tahun 2022.
Selanjutnya, pada tahun 2024, realisasi investasi
mencapaiRp1.714,2 triliun atau meningkat sebesar 20,8
persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan
ini didukung oleh akselerasi investasi di berbagai
sektor strategis, termasuk hilirisasi industri dan
pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2025, realisasi
investasi mencapai Rp 1.931,2 triliun dan mencatat
pertumbuhan sekitar 12,7 persen dibandingkan tahun
2024. Secara keseluruhan, realisasi investasi selama
lima tahun terakhir meningkat lebih dari dua kali
lipat dari Rp 901,0 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp
1.931,2 triliun pada tahun 2025.

-

101,3%

PMA
Rp 900,9 Triliun £3 0,1% (YoY)

-

Realisasi Investasi Januari - Desember: Rp 1.931,2 Triliun 12,7% (YoY)

101,3% dari target Rp1.905,6 Triliun

o0 2 o Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia :

wfff 2.710.532 Orang 10,4 % (YoY)

\

PMDN
Rp 1.030,3 Triliun EY 26,6% (YoY)

Gambar 3.1
Nilai Realisasi Investasi Januari-Desember 2025
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I Gambar 3.2
2038 2025 Realisasi Investasi Nasional Tahun 2021-2025

Berdasarkan data realisasi penanaman modal tahun 2025, terdapat lima provinsi dengan nilai
realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi

secara nasional. Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan nilai realisasi sebesar
Rp296,8 triliun atau 15,4 persen dari total realisasi nasional. Posisi kedua ditempati oleh Daerah
Khusus Jakarta dengan nilai realisasi sebesar Rp270,9 triliun atau setara 14,0 persen. Selanjutnya,
Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat ketiga dengan realisasi investasi sebesar Rp145,1
triliun atau 7,5 persen. Peringkat keempat ditempati oleh Provinsi Banten dengan nilai realisasi
sebesar Rp130,2 triliun atau 6,7 persen. Dari luar Pulau Jawa, Provinsi Sulawesi Tengah menempati
posisi kelima dengan realisasi sebesar Rp127,2 triliun atau 6,6 persen dari total nasional.

Acelij"";
Utara
Riau > Kepulauan Riau
Sumatera’
i ,). ulavan
Barsl 2 Banefasehlung
Bengkulti mg'”,,’ 4

DKI Jakarta
RP270,9 T (14,0%)

28

Gambar 3.3

Sulawesi Tengah

é P RP127,2T(6,6%)
Kalimantan:
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& Maluku PUE
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Selatan  syawesl  Tengoars . % Papua B papyg
Selatan o TE'"Q"“_ Peg:mungﬂﬁ
Maluku 3

Nusa Ten?gara
Bara

Timur

Jawa Timur
RP145,1 T (7,5%)

Jawa Barat
RP296,8 T (15,4%)

Lima Besar Lokasi PMA dan PMDN Tahun 2025

LAPORAN
KINERJA

2025

Nusa Tenggara, 4



<—>_< : Investasi Tumbuh
° BAB IV BABV H : > Indonesia Maju

Berdasarkan data realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2025, terdapat lima provinsi
dengan nilai realisasi tertinggi. Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan realisasi
sebesar USD 9,2 miliar atau 16,3 persen dari total PMA nasional. Posisi kedua ditempati oleh
Sulawesi Tengah dengan nilai realisasi sebesar USD 7,4 miliar atau 13,2 persen. DKI Jakarta berada
pada peringkat ketiga dengan realisasi sebesar USD 6,0 miliar atau 10,6 persen. Selanjutnya,
Maluku Utara mencatat realisasi sebesar USD 5,2 miliar atau 9,2 persen, sementara Banten berada
pada posisi kelima dengan nilai sebesar USD 3,6 miliar atau 6,3 persen.
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Gambar 3.4
Lima Besar Lokasi PMA Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2025, terdapat lima
provinsi dengan nilai realisasi tertinggi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total
PMDN nasional. Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan realisasi sebesar Rp175,3
triliun atau 17,0 persen dari total PMDN nasional. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Barat dengan
nilai realisasi sebesar Rp149,8 triliun atau 14,5 persen. Jawa Timur berada pada peringkat ketiga
dengan realisasi sebesar Rp101,8 triliun atau 9,9 persen. Selanjutnya, Banten mencatat realisasi
sebesar Rp73,2 triliun atau 7,1 persen, sementara Kalimantan Timur berada pada posisi kelima
dengan nilai sebesar Rp70,9 triliun atau 6,9 persen. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa
realisasi PMDN pada tahun 2025 masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
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Gambar 3.5
Lima Besar Lokasi PMDN Tahun 2025

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan
lokasi pada periode 2021-2025 menunjukkan tren
peningkatan nilai investasi di sejumlah provinsi
utama terutama di
kecenderungan pertumbuhan yang konsisten selama
lima tahun terakhir.
konsisten menempati posisi pertama sebagai tujuan
investasi terbesar, dengan nilai realisasi meningkat
dari Rp136,1 triliun pada tahun 2021 menjadi
Rp296,8 triliun pada tahun 2025. Peningkatan
tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat masih
menjadi pusat utama kegiatan industri manufaktur
dan kawasan industri nasional yang menarik minat
investor domestik maupun asing. Daerah Khusus
Jakarta juga menunjukkan tren peningkatan yang
signifikan, dengan nilai investasi naik dari Rp103,3
triliun pada tahun 2021 menjadi Rp270,9 triliun
pada tahun 2025. Kondisi tersebut menggambarkan

bahwa Jakarta tetap berperan sebagai pusat kegiatan

Pulau Jawa dan memiliki

Provinsi Jawa Barat secara

LAPORAN
KINERJA

2025

jasa, keuangan, dan kantor pusat perusahaan yang
mendukung aktivitas investasi nasional. Sementara
itu, Provinsi Jawa Timur mempertahankan posisinya
sebagai salah satu lokasi utama investasi, meskipun
pertumbuhan nilainya cenderung lebih moderat,
yaitu dari Rp79,6 triliun pada tahun 2021 menjadi
Rp145,1 triliun pada tahun 2025. Selain provinsi di
Pulau Jawa, beberapa wilayah di luar Jawa juga
menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan.
Provinsi Sulawesi Tengah mencatat peningkatan
investasi yang cukup kuat sejak 2022 hingga 2024,
terutama didorong oleh investasi sektor hilirisasi
mineral, meskipun pada tahun 2025 nilainya sedikit
menurun menjadi Rp127,2 triliun. Di sisi lain, Provinsi
Banten menunjukkan tren pertumbuhan investasi
yang relatif stabil dalam periode pengamatan, dengan
nilai realisasimeningkat dari Rp58,0 triliun pada tahun
2021 menjadi Rp130,2 triliun pada tahun 2025, yang
mencerminkan berkembangnya kawasan industri dan
logistik di wilayah tersebut.
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Gambar 3.6
Lima Besar Lokasi PMA dan PMDN Tahun 2021-2025

Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia terdapat
di beberapa wilayah provinsi. Pada tahun 2021,
Provinsi Jawa Barat menjadi lokasi utama tujuan
PMA dengan nilai investasi mencapai US$5,2 miliar
atau berkontribusi sebesar 32,1 persen terhadap
total PMA nasional. Posisi berikutnya ditempati oleh
Daerah Khusus Jakarta dengan nilai US$3,3 miliar
(20,5 persen), Provinsi Maluku Utara US$2,8 miliar
(17,3 persen), Povinsi Sulawesi Tengah US$2,7 miliar
(16,7 persen), dan Provinsi Banten US$2,2 miliar (13,5
persen). Pada tahun 2022, Provinsi Sulawesi Tengah
berhasil menduduki peringkat pertama dengan
nilai investasi melonjak menjadi USS$7,5 miliar (16,4
persen), menggeser Jawa Barat yang turun ke posisi
kedua dengan nilai USS$6,5 miliar (14,3 persen).
Maluku Utara tetap bertahan di posisi ketiga dengan
nilai US$4,5 miliar (9,8 persen), diikuti Jakarta US$3,7
miliar (8,2 persen) dan Banten USS$3,4 miliar (7,5
persen). Padatahun 2023, Provinsi Jawa Barat kembali
pada posisi teratas dengan nilai investasi US$8,3 miliar
(16,5 persen), disusul Sulawesi Tengah di posisi kedua

dengan nilai US$7,2 miliar (14,4 persen). Maluku
Utara kembali menempati peringkat ketiga dengan
nilai USS$5,0 miliar (9,9 persen), sementara Jakarta
berada di posisi keempat dengan nilai US$4,8 miliar
(9,6 persen). Periode ini juga mencatat masuknya
Jawa Timur sebagai pendatang baru di lima besar
dengan nilai investasi US$4,7 miliar (9,4 persen).
Tren positif berlanjut pada tahun 2024 di mana Jawa
Barat mempertahankan posisi puncak dengan nilai
investasi menembus US$10,0 miliar (16,6 persen),
diikuti Sulawesi Tengah US$9,0 miliar (15,0 persen),
Jakarta USS$7,6 miliar (12,6 persen), Maluku Utara
US$4,4 miliar (7,3 persen), dan Banten US$3,9 miliar
(6,4 persen). Pada tahun 2025, komposisi lima besar
masih didominasi oleh provinsi yang sama dengan
Jawa Barat kembali menempati urutan pertama
senilai US$9,2 miliar (16,3 persen), disusul Sulawesi
Tengah USS$7,4 miliar (13,2 persen), Jakarta US$6,0
miliar (10,6 persen), Maluku Utara US$5,2 miliar (9,2
persen), dan Banten US$3,6 miliar (6,3 persen).
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Gambar 3.7
Lima Besar Lokasi PMA Tahun 2021-2025

Sepanjang periode tahun 2021 hingga 2025, distribusi
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia
terkonsentrasi pada beberapa provinsi di Pulau
Jawa, dengan beberapa daerah di luar Jawa yang
juga menunjukkan kontribusi. Pada tahun 2021,
Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama
dengan realisasi PMDN sebesar Rp59,9 triliun atau
26,2 persen. Posisi kedua ditempati oleh DKI Jakarta
sebesar Rp54,7 triliun (23,9 persen), diikuti Jawa
Timur sebesar Rp52,6 triliun (23,0 persen). Sementara
itu, Jawa Tengah berada di posisi keempat dengan
Rp31,3 triliun (13,7 persen) dan Kalimantan Timur di
posisi kelima dengan Rp30,3 triliun (13,2 persen).
Memasuki tahun 2022, DKI Jakarta naik ke peringkat
pertama dengan realisasi sebesar Rp89,2 triliun (16,1
persen), diikuti Jawa Barat sebesar Rp80,8 triliun (14,6
persen) dan Jawa Timur sebesar Rp65,4 triliun (11,8
persen). Provinsi Riau mulai masuk lima besar dengan
nilaiRp43,1 triliun (7,8 persen), sedangkan Kalimantan
Timur mencatat Rp39,6 triliun (7,2 persen).

Padatahun 2023, DKI Jakarta masih mempertahankan
posisi teratas dengan realisasi Rp95,2 triliun (14,1
persen). Jawa Barat dan Jawa Timur tetap berada
pada peringkat kedua dan ketiga dengan nilai masing-
masing Rp88,0 triliun (13,0 persen) dan Rp74,9
triliun (11,1 persen). Kalimantan Timur berada di
posisi keempat dengan Rp52,2 triliun (7,7 persen),
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sementara Riau menempati posisi kelima dengan
Rp48,2 triliun (7,1 persen).

Pada tahun 2024, DKI Jakarta kembali mencatatkan
realisasi PMDN tertinggi sebesar Rp128,4 triliun (15,7
persen), diikuti Jawa Barat sebesar Rp101,5 triliun
(12,4 persen) dan Jawa Timur sebesar Rp92,4 triliun
(11,3 persen). Riau berada di posisi keempat dengan
Rp61,1 triliun (7,5 persen), sedangkan Kalimantan
Timur mencatat Rp55,1 triliun (6,7 persen).

Selanjutnya pada tahun 2025, DKI Jakarta masih
menjadi lokasi dengan realisasi PMDN terbesar yaitu
Rp175,3 triliun (17,0 persen). Jawa Barat berada di
posisi kedua dengan Rp149,8 triliun (14,5 persen),
diikuti Jawa TimursebesarRp101,8 triliun (9,9 persen).
Banten masuk dalam lima besar dengan realisasi
Rp73,2 triliun (7,1 persen), sementara Kalimantan
Timur mencatat Rp70,9 triliun (6,9 persen).

Secara umum, selama periode 2021-2025 terlihat
bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur
secara konsisten menjadi tiga provinsi dengan
realisasi PMDN terbesar. Di sisi lain, beberapa provinsi
di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan Timur dan
Riau juga menunjukkan peran penting sebagai tujuan
investasi domestik, sementara Banten mulai masuk
dalam lima besar pada tahun 2025.
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Gambar 3.8

Lima Besar Lokasi PMDN Tahun 2021-2025

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode Januari-
Desember 2025 menunjukkan kontribusi investasi terbesar tersebar pada beberapa subsektor utama. Di antara
lima subsektor terbesar, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya mencatatkan
kontribusi tertinggi dengan nilai realisasi Rp262,0 triliun atau 13,6 persen dari total investasi. Selanjutnya,
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi menempati posisi kedua dengan realisasi Rp211,0 triliun atau 10,9
persen. Subsektor Pertambangan berada pada posisi berikutnya dengan nilai investasi Rp199,6 triliun atau 10,3
persen. Subsektor Jasa Lainnya mencatat realisasi Rp170,5 triliun atau 8,8 persen. Sementera itu, subsektor
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran memberikan kontribusi sebesar Rp140,4 triliun atau 7,3
persen. Secara keseluruhan, struktur investasi tahun 2025 memperlihatkan bahwa sektor industri pengolahan
berbasis logam, infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, serta sektor pertambangan masih menjadi
motor utama realisasi investasi nasional, sementara kontribusi subsektor lainnya tetap mendominasi sebagai
penopang diversifikasi investasi. Pola ini menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi dan penguatan infrastruktur
masih berperan strategis dalam mendorong peningkatan realisasi PMA dan PMDN nasional.

Industri Logam Dasar, Barang
4 Logam, Bukan Mesin dang,

Peralatannya

Rp262,0T

Transportasi, Gudangdan

dan Telekomunikasi

Rp211,0T

Pertambangan 5

Rp199,6 T Lainnya

49,1%

Jasa Lainnya

Rp170,5T \

Perumahan, Kawasan
& Industri dan Perkantoran

Rp 140,4T ®

Gambar 3.9
Lima Besar Subsektor PMA
dan PMDN Tahun 2025

“anern 2025




" -

% AN HALIRFASLBION BABI BABII BAB Il — AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan data realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2025, terdapat lima subsektor dengan nilai
realisasi tertinggi. Subsektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menempati
posisi pertama dengan realisasi sebesar USD 14,6 miliar atau 26,0 persen dari total PMA nasional. Posisi kedua
ditempati oleh subsektor Pertambangan dengan nilai realisasi sebesar USD 4,7 miliar atau 8,4 persen. Subsektor
Jasa Lainnya berada pada peringkat ketiga dengan realisasi sebesar USD 4,5 miliar atau 8,0 persen. Selanjutnya,
subsektor Industri Kimia dan Farmasi mencatat realisasi sebesar USD 3,8 miliar atau 6,8 persen, sementara
subsektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi berada pada posisi kelima dengan nilai sebesar USD 3,3

miliar atau 5,8 persen.
2l

USD 3,8 M (6,8%) USD 3,3 M (5,8%)

USD 14,6 M (26,0%)

= Industri Logam Dasar, Barang Logam, 4 - Industri Kimia dan Farmasi Transportasi, Gudang
Bukan Mesin dan Peralatannya : dan Telekomunikasi

Gambar 3.10
Lima Besar Subsektor PMA Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2025, terdapat lima subsektor
dengan nilai realisasi tertinggi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total PMDN nasional. Subsektor
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi menempati posisi pertama dengan realisasi sebesar Rp158,6 triliun
atau 15,4 persen dari total PMDN nasional. Posisi kedua ditempati oleh subsektor Pertambangan dengan nilai
realisasi sebesar Rp123,8 triliun atau 12,0 persen. Subsektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran
berada pada peringkat ketiga dengan realisasi sebesar Rp99,6 triliun atau 9,7 persen. Selanjutnya, subsektor
Jasa Lainnya mencatat realisasi sebesar Rp98,6 triliun atau 9,6 persen, sementara subsektor Perdagangan dan
Reparasi berada pada posisi kelima dengan nilai sebesar Rp92,9 triliun atau 9,0 persen.

Rp 9297 (9,0%)

Transportasi, Gudang Pertambangan Perumahan, Kawasan Industri /' JasaLainnya Perdagangan dan Reparasi

" dan Telekomunikasi dan Perkantoran

Gambar 3.11
Lima Besar Subsektor PMDN Tahun 2025
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Berdasarkan perkembangan realisasi Penanaman
Modal Asing (PMA) selama periode 2021-2025, sektor
Industri Pengolahan (manufacturing) secara konsisten
menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap
total PMA nasional. Pada tahun 2021, sektor Industri
Pengolahan mencatat realisasi sebesar US$15,8
miliar atau 50,8 persen, diikuti oleh Infrastruktur dan
Jasa sebesar US$10,5 miliar atau 33,7 persen. Sektor
Pertambangan menyumbang US$3,8 miliar atau 12,3
persen, sementara Tanaman Pangan, Perkebunan
dan Peternakan serta subsektor lainnya memberikan
kontribusi yang relatif kecil.

Tahun 2022 menunjukkan peningkatan kontribusi
Industri Pengolahan menjadi USS$24,7 miliar atau
54,1 persen, dengan Infrastruktur dan Jasa sebesar
US$13,9 miliar atau 30,4 persen. Pertambangan tetap
berada pada posisi ketiga dengan kontribusi sebesar
USS$5,1 miliar atau 11,3 persen. Pada tahun 2023,
Industri Pengolahan kembali mendominasi dengan

Industri Pengalahan Industri Pengolahan
(Manufaciuring) (Manufacturing)
LSS 15,8 M (50 USs ]

USS 1,0 M (3,1%) USS 18M(3,9%)

USS$ 0.04 M (0,1%) US55 0,1 M(0,2%)

Perikanan
USS 0,03 M (0.1%) LSS 0,03

Parikanan
US$ 0,02 M [0,1%)

Gambar 3.12
Lima Besar Sektor Sub Sektor PMA Tahun 2021-2025

Industri Pengolahan
{Manufacturing)

USS 0,10 M (D,2%)

Parikanan
PR

realisasi sebesar US$28,7 miliar atau 57,1 persen.
Infrastruktur dan Jasa mencatat US$14,8 miliar atau
29,4 persen, sedangkan sektor lainnya berada pada
porsidibawah 10 persen. Tahun 2024 memperlihatkan
peningkatan lebih lanjut pada Industri Pengolahan
yang mencapai USS$35,1 miliar atau 58,5 persen.
Infrastruktur dan Jasa tercatat sebesar US$17,6 miliar
atau 29,3 persen. Memasuki tahun 2025, Industri
Pengolahan tetap menjadi sektor terbesar dengan
realisasi sebesar US$33,8 miliar atau 60,1 persen.
Infrastruktur dan Jasa mencatat US$16,5 miliar atau
29,3 persen, sementara sektor Pertambangan dan
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan berada
pada kisaran kontribusi di bawah 10 persen. Secara
umum, selama periode 2021-2025, struktur PMA
menunjukkan dominasi sektor Industri Pengolahan
yang relatif stabil dan meningkat proporsinya, dengan
dukungan sektor Infrastruktur dan Jasa sebagai
kontributor kedua terbesar.

Industri Pengolahan
(Manufacturing)
US335,1 M (58,5%)

Industri Pengolahan
(Manufacturing)
uUss M {B0,1%)

USSR

Pertambangan
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LESS 0,1 M [(0,1%) A0,
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Berdasarkan perkembangan realisasi Penanaman
ModalDalamNegeri(PMDN)selamaperiode2021-2025,
sektor Infrastruktur dan Jasa secara konsisten menjadi
sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total
PMDN nasional. Pada tahun 2021, sektor Infrastruktur
dan Jasa mencatat realisasi sebesar Rp289,6 triliun
atau 64,8 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan
sebesar Rp94,7 triliun atau 21,2 persen. Sektor lainnya
seperti Tanaman Pangan, Pertambangan, Kehutanan
dan Perikanan memberikan kontribusi yang lebih
kecil. Pada tahun 2022, Infrastruktur dan Jasa tetap
mendominasi dengan nilai Rp298,0 triliun atau 53,9
persen, sementara Industri Pengolahan meningkat
menjadi Rp143,6 triliun atau 26,0 persen. Tahun 2023
menunjukkan realisasi Infrastruktur dan Jasa sebesar
Rp348,1 triliun atau 51,6 persen, dengan Industri
Pengolahan sebesar Rp171,7 triliun atau 25,4 persen.
Pertambangan berada pada posisi berikutnya dengan
kontribusi sebesar 12,8 persen.

Industri Pengolahan
{Manufacturing)
Rp 94,7 T (21,2%)

ustrl Pengolahan
(Mantfacturing)
Rp 1436 T (26,0%)

Industri Pengol

Pertambangan
Rp 62,5 T(11,3%)

Rp294T (6,6%)

Pertambangan
Rp255T (5,7%)
Rp 388 T (7.0%)

Kehutanan
Rp 8.6 T({1,6%)

Kehutanan
Rp 69T (1,5%)

Perikanan
Rp 1,2 T (0.2%)

Perikanan

Perikanan
Rp 1,0 T (0,2%) R 4

Gambar 3.13
Lima Besar Sektor Sub Sektor PMDN Tahun 2021-2025
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Pada tahun 2024, Infrastruktur dan Jasa kembali
menjadi sektor terbesar dengan realisasi Rp432,1
triliun atau 53,1 persen, diikuti Industri Pengolahan
sebesar Rp194,3 triliun atau 23,9 persen. Memasuki
tahun 2025, kontribusi Infrastruktur dan Jasa
meningkat menjadi Rp596,7 triliun atau 57,9 persen.
Industri Pengolahan mencatat Rp239,7 triliun atau
23,3 persen, sedangkan Pertambangan,
Tanaman Pangan, Kehutanan, dan Perikanan tetap
memberikan kontribusi di bawah 15 persen. Secara
umum, tren PMDN selama periode 2021-2025
menunjukkan dominasi sektor Infrastruktur dan Jasa,
dengan Industri Pengolahan sebagai sektor kedua
terbesar yang konsisten memberikan kontribusi
signifikan terhadap realisasi investasi domestik.

sektor

ahan

Industri Pengolahan
{Manufacturing
Rp 194

Pertambangan
Rp 1068 T (13,1%)

Tanaman Pangan,
Perkebunan Dan
Petornakan
Rp 455 T(5.6%) Rp 46,9 (4.8%)
Kehutanan
Rp 7.7 T{1.7%)

HKahutanan
Rp335T(4,1%)

LERE]

Peri
Rp 26



Investasi Tumbuh
Indonesia Maju

®

R. R. Tiongkok
USD75M

Gambar 3.14
Lima Besar Negara Asal PMA Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi Penanaman Modal Asing
(PMA) tahun 2025, terdapat lima negara asal investasi
dengan nilai realisasi tertinggi yang memberikan
kontribusi signifikan terhadap total PMA nasional.
Singapura menempati posisi pertama sebagai negara
asal PMA terbesar dengan realisasi sebesar USD
17,4 miliar. Posisi kedua ditempati oleh Hongkong,
RRT dengan nilai realisasi sebesar USD 10,6 miliar.
Selanjutnya, Republik Rakyat Tiongkok berada pada
peringkat ketiga dengan realisasi sebesar USD 7,5
miliar. Malaysia mencatat realisasi sebesar USD 4,5
miliar dan berada pada posisi keempat, sementara
Jepang berada pada posisi kelima dengan nilai
realisasi sebesar USD 3,1 miliar. Komposisi tersebut
menunjukkan bahwa realisasi PMA tahun 2025 masih
didominasi oleh negara-negara di kawasan Asia, yang
memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan yang
erat dengan Indonesia.

Sepanjang tahun 2021 hingga 2025, komposisi negara
asal Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia
menunjukkan dominasi yang konsisten dari negara-
negara kawasan Asia, dengan Singapura menempati
posisi teratas setiap tahunnya. Pada tahun 2021,
Singapura menjadi negara asal PMA terbesar
dengan nilai investasi mencapai US$9,4 miliar atau
berkontribusi sebesar 30,2 persen terhadap total PMA
nasional. Posisi berikutnya ditempati oleh Hongkong

T

Singapura
USD 17,34 M 2

Hongkong, RRT '
Usp 106 M
Jepang

uso I M

S
4
Malaysi
USD 45 M

(RRT)dengannilaiUS$4,6 miliar (14,8 persen),Republik
Rakyat Tiongkok (RRT) US$3,2 miliar (10,2 persen),
Amerika Serikat USS$2,5 miliar (8,2 persen), dan Jepang
USS$2,3 miliar (7,3 persen). Memasuki tahun 2022,
Singapura kembali mempertahankan posisi teratas
dengan nilai investasi meningkat menjadi US$13,3
miliar (29,1 persen). Tiongkok naik ke peringkat
kedua dengan nilai US$8,2 miliar (18,0 persen), diikuti
Hongkong US$5,5 miliar (12,1 persen), Jepang US$3,6
miliar (7,8 persen), dan Malaysia yang masuk sebagai
pendatang baru di posisi kelima dengan nilai US$3,3
miliar (7,3 persen). Pada tahun 2023, Singapura tetap
memimpin dengan nilai investasi US$15,4 miliar (30,5
persen), disusul Tiongkok US$7,4 miliar (14,8 persen),
Hongkong US$6,5 miliar (12,9 persen), Jepang US$4,6
miliar (9,2 persen), dan Malaysia US$4,1 miliar (8,1
persen). Tahun 2024 mencatat peningkatan signifikan
investasi Singapura menjadi US$20,1 miliar (33,5
persen), diikuti Hongkong US$8,2 miliar (13,6 persen),
Tiongkok US$8,1 miliar (13,5 persen), Malaysia
USS$4,2 miliar (7,1 persen), dan Amerika Serikat yang
kembali masuk lima besar dengan nilai US$3,7 miliar
(6,2 persen). Memasuki tahun 2025, Singapura tetap
menjadi yang teratas dengan nilai US$17,4 miliar
(30,9 persen), disusul Hongkong US$10,6 miliar
(18,9 persen), Tiongkok US$7,5 miliar (13,3 persen),
Malaysia US$4,5 miliar (7,9 persen), dan Jepang
US$3,1 miliar (5,6 persen).
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Gambar 3.15
Lima Besar Negara Asal PMA Tahun 2021-2025

Berdasarkan data penyerapan tenaga kerja dari
realisasi PMA dan PMDN selama periode 2021-2025,
jumlah tenaga kerja yang terserap menunjukkan tren
peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2021, total
penyerapan tenaga kerja mencapai 1.207.893 orang,
yang terdiri dari 626.663 tenaga kerja dari PMDN dan
581.230 tenaga kerja dari PMA. Pada tahun 2022,
total penyerapan tenaga kerja meningkat menjadi
1.305.001 orang, dengan kontribusi PMDN sebesar
759.738 orang dan PMA sebesar 545.263 orang. Tahun
2023 menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan
dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai
1.823.543 orang, terdiri atas 1.176.374 orang dari
PMDN dan 647.169 orang dari PMA. Pada tahun 2024,

B 581,230

B 545263
B 626,663

B 759,738

MALAYSIA
USS4.1M(8,1%)

B 647,169
» 1,176,374

AMERIKA SERIKAT
USS 3,7 M [6.2%)

JEPANG
USE3 1M (56%)

jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat menjadi
2.456.130 orang, dengan kontribusi PMDN sebesar
1.473.909 orang dan PMA sebesar 982.221 orang.
Memasuki tahun 2025, total penyerapan tenaga kerja
mencapai 2.710.532 orang, yang terdiri atas 1.618.276
orangdari PMDN dan 1.092.256 orang dari PMA. Secara
umum, selama periode 2021-2025, penyerapan
tenaga kerja menunjukkan tren peningkatan yang
konsisten, dengan kontribusi terbesar berasal dari
realisasi PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa investasi
domestik dan asing memberikan kontribusi terhadap
penciptaan lapangan kerja dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional.

B 1,092,256

B 982,221
» 1,618,276

B 1,473,909

2021

2022

Gambar 3.16

2023

2024 2025

Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2021-2025 (Orang)
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Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor
sekunder sebesar 91,23% atau terkategori baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024,
capaian kinerja tahun 2025 sebesar 8,26 persen. Hal ini menujukkan komitmen dan kinerja positif
dalam Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka peningkatan nilai PMA/PMDN

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder

[

3.3.2 Sasaran “Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal
yang Tinggi, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata”
3.3.2.1
IKU 2: Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder
sektor sekunder.

Tabel 3.4

SS-1:
Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata

IKU-2:
Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder (Rp Triliun)

2025 Capaian | Normalisasi | Realisasi Capaian Target Akhir | Capaian Kinerja Kategori
Kinerja Capaian PK Tahun Kinerja 2025 Renstra 2025 terhadap Capaian

T R 2025 2024 terhadap 2029 Target Akhir Kinerja

(%) Realisasi 2024 Renstra 2029 Tahun 2025
(%) (%)
855,9 780,9 91,23 91,23 721,3 8,26 1.718,3 45,44 Baik

Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder
merupakan nilai yang berasal dari seluruh aktivitas
investasi pada sektor sekunder, baik yang dilakukan
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam
modal asing. Nilai tersebut tidak mencakup sektor
migas, perbankan, lembaga keuangan nonbank,
asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga,
serta usaha mikro dan usaha kecil. Cakupan
penanaman modal pada sektor sekunder meliputi: 1)
Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan
peralatannya; 2) Industri kimia dan farmasi; 3) Industri
makanan;4) Industri kertas dan percetakan; 5) Industri
kendaraan bermotor dan alat transportasi lain; 6)
Industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran,
peralatan listrik, presisi, optik dan jam; 7) Industri
tekstil; 8) Industri karet dan plastik; 9) Industri mineral

nonlogam; 10) Industri barang dari kulit dan alas kaki;
11) Industri lainnya; dan 12) Industri kayu.

Realisasi nilai PMA/PMDN sektor sekunder pada tahun
2025 tercatat sebesar Rp780,8 triliun dari target yang
ditetapkan sebesar Rp855,9 triliun, atau memiliki
capaian 91,23 persen, sehingga target tahun 2025
belum sepenuhnya tercapai. Meskipun demikian,
dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar
Rp721,3 triliun, nilai PMA/PMDN sektor sekunder pada
tahun 2025 tumbuh 8,26 persen. Secara kumulatif,
realisasi tahun 2025 telah mencapai 45,44 persen dari
target akhir Rencana Strategis Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM tahun 2029 yang ditetapkan
sebesar Rpl.718,3 triliun.
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Realisasi Investasi Tahun 2025 Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier

-

PMDN PMA Total PMDN & PMA
Sektor
2025 % 2025 % 2025 %
Primer 193,9 18,8 95,5 10,6 289,4 15
Sekunder 239,7 23,3 541,2 60,1 780,9 40,4
Tersier 596,7 57,9 264,2 29,3 860,9 44,6
Total 1.030,3 100 900,9 100 1.931,2 100

Padatahun 2025, nilai PMA dan PMDN sektor sekunder
berkontribusi sebesar 40,4 persen terhadap total
realisasi investasi. Sektor dengan kontribusi tertinggi
adalah sektor tersier, yaitu sebesar 44,6 persen dari
total investasi, sedangkan sektor primer berkontribusi
sebesar 15 persen. Komposisi tersebut menunjukkan
bahwa struktur investasi nasional pada tahun 2025
masih didominasi oleh sektor tersier, dengan sektor
sekunder sebagai kontributor utama kedua.

Berdasarkan realisasi investasi PMA dan PMDN sektor
sekunder tahun 2025, subsektor Industri Logam Dasar,
BarangLogam,Bukan Mesindan Peralatannyamenjadi
kontributor terbesar dengan nilai investasi sebesar
Rp262,04 triliun atau 33,56 persen dari total investasi
sektor sekunder. Kontributor terbesar berikutnya
berasal dari Industri Kimia dan Farmasi sebesar
Rp114,87 triliun (14,71 persen) serta Industri Makanan
sebesar Rp110,04 triliun (14,09 persen). Subsektor
lain yang turut memberikan kontribusi cukup besar
adalah Kertas dan Percetakan sebesar
Rp71,97 triliun (9,22 persen) dan Industri Kendaraan
Bermotor dan Alat Transportasi Lain sebesar Rp51,73
triliun (6,62 persen). Selain itu, Industri Mesin,
Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik,
Presisi, Optik dan Jam juga memberikan kontribusi
sebesar Rp43,59 triliun (5,58 persen).

Industri

LAPORAN
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B Primer
B Sekunder

B Tersier

Gambar 3.17
Kontribusi Nilai PMA/PMDN Sektor Primer, Sekunder,
dan Tersier Tahun 2025

Subsektor lainnya seperti Industri Karet dan Plastik,
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri
Mineral Nonlogam, Industri Tekstil, Industri Lainnya,
dan Industri Kayu masing-masing memberikan
kontribusi di bawah 5 persen terhadap total investasi
sektor sekunder. Komposisi tersebut menunjukkan
bahwa investasi sektor sekunder pada tahun 2025
masih terkonsentrasi pada subsektor industri berbasis
logam, kimia, dan pangan, yang berperan penting
dalam memperkuat struktur industri nasional serta
mendukung agenda hilirisasi.
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Tabel 3.6

Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder Per Subsektor (Rp Triliun) Tahun 2025

Investasi Tumbuh
Indonesia Maju

No Subsektor PMA PMDN Jumlah | Kontribusi (%)
1 Industri Logam Dasar, Barang Logam, 234,40 27,64 262,04 33,56
Bukan Mesin dan Peralatannya
2 Industri Kimia Dan Farmasi 61,58 53,29 114,87 14,71
3 Industri Makanan 36,38 73,66 110,04 14,09
4 Industri Kertas dan Percetakan 49,79 22,18 71,97 9,22
5 Industri Kendaraan Bermotor dan Alat 36,13 15,60 51,73 6,62
Transportasi Lain
6 Industri Mesin, Elektronik, Instrumen 36,46 7,13 43,59 5,58
Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi,
Optik dan Jam
7 Industri Karet dan Plastik 20,63 11,80 32,43 4,15
8 Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 24,19 1,65 25,83 3,31
9 Industri Mineral Nonlogam 15,97 9,05 25,02 3,20
10 Industri Tekstil 11,02 9,21 20,23 2,59
11 Industri Lainnya 11,85 4,86 16,71 2,14
12 Industri Kayu 2,79 3,61 6,40 0,82
Total 541,20 239,67 780,87 100,00

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah
melakukan berbagai upaya melalui pelaksanaan
program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung
pencapaian IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder.
Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah
melakukan penyusunan dokumen perencanaan
kebijakan penanaman modal dan

berkelanjutan terdiri dari:

Kementerian

investasi

a) Kajian “Supply Chain Integration of Battery Value
Chain for Energy Transition in Indonesia” yang
disusun oleh Direktorat Perencanaan Sumber
Daya Alam dan Industri Manufaktur. Kajian ini
dihasilkan melalui kerja sama dengan UNOPS
Energy Transition Partnership;

b) Kajian dengan judul

“Kajian Pengembangan

Investasi Sektor Kesehatan Pada KEK Edukasi,
Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten &
KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam
TA2025” yang disusun oleh Direktorat Perencanaan
Jasa dan Kawasan;

Kajian dengan judul “Peningkatan Kualitas
Investasi Sektor Agrobisnis Sapi Potong Terintegrasi
di Provinsi Nusa Tenggara Timur” yang disusun
oleh Direktorat Perencanaan Makro Investasi.
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KEMENTERIAN INVESTASI|
DAN HILIRISASI/BKPM

Dalam rangka peningkatan nilai realisasi penanaman
modal sektor sekunder, Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM juga melakukan kegiatan
yang berkelanjutan dalam rangka promosi potensi
investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
juga terus melakukan kegiatan promosi penanaman
modal melalui beberapa kegiatan di antaranya:

a. Pemanfaatan market intelligence dalam kegiatan
promosi penanaman modal yang mencakup
pemetaan sektor prioritas, analisis negara target
dan negara pesaing, serta profil calon investor
potensial. Hal ini meningkatkan relevansi peluang
investasiyang ditawarkan dan mendorongrencana
penanaman modal.

b. Penyediaan materi berbasis proyek
investasi siap ditawarkan menjadi faktor penting
dalam mendorong investor melakukan penjajakan
bisnis secara lebih konkret. Ketersediaan informasi
proyek yang komprehensif mempermudah
investor dalam menyusun rencana penanaman
modal sebagai tindak lanjut kegiatan promosi.

promosi

c. Kegiatan promosi investasi yang dilakukan secara
fokus dan terarah (targeted) berdasarkan wilayah
dan sektor prioritas yaitu berupa penjajakan
aktif secara door-to-door. Kegiatan ini mencakup
penyelenggaraan forum investasi tingkat nasional
dan internasional serta fasilitasi investor baru
maupun investor yang akan melakukan perluasan.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai
rencana penanaman modal yang tercatat dalam
sistem OSS dalam rangka mendukung tercapainya
target nilai realisasi penanaman modal yang sudah
ditetapkan.

d. Pengawalanminatinvestasibarumaupunperluasan,
termasuk investasi skala besar dan prioritas,
dilakukan secara fokus dan berkesinambungan

pertemuan-pertemuan, focus group

discussion, dan workshop dengan Kementerian/

Lembaga terkait, pemerintah daerah, mitra lokal

potensial, dan lembaga perbankan. Pengawalan ini

meningkatkan keyakinan investor potensial dalam

melalui
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mendalami peluang investasi di Indonesia dan
mempercepat pencatatan nilai rencana penanaman
modal di sistem OSS.

e. Kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait,
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,
pemerintah daerah, asosiasi bisnis dalam dan
luar negeri, dan lembaga perbankan memperkuat
kualitas pelaksanaan promosi beserta tindak
lanjutnya, sehingga meningkatkan peluang
investor potensial untuk menyampaikan nilai
rencana penanaman modal di sistem OSS.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga
telah  menyelenggarakan  kegiatan  Indonesia
International Sustainability Forum (ISF) 2025. |SF
merupakan forum tahunan berskala internasional
yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin
regional dalam pembangunan berkelanjutan dan
transisi menuju ekonomi hijau. Pada edisi ketiga ini
(ISF 2025) dilaksanakan di JICC Jakarta, bertemakan
“Investing for a Resilient, Sustainable, and Prosperous
World” mempertegas komitmen Indonesia terhadap
Sustainable Development Goals (SDGs) serta peran
aktif dalam forum global terkait iklim, energi, dan
lingkungan.ISF menjadiwadah kolaborasilintassektor
antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan
mitra internasional untuk mendorong pembangunan
berkelanjutan dan
diselenggarakan selama dua hari, melibatkan lebih
dari 60 pembicara internasional dan nasional, dihadiri
oleh sekitar 10.000 peserta terdiri atas kementerian/
lembaga, BUMN, perusahaan nasional & global,
akademisi, serta organisasi internasional seperti IFC,
WBCSD, dan UNESCAP, dan disiarkan secara daring
melalui berbagai platform media.

investasi  hijau. Forum ini

Rangkaian main event ISF 2025 meliputi sesi plenary
dengan 10 topik utama berupa keynote dan diskusi
panel bersama pemimpin sektor publik dan swasta,
serta 15 sesi tematik yang membahas isu keberlanjutan
secara mendalam dan difasilitasi oleh knowledge
partners. Selain itu, terdapat sesi high level dialogue
yang bersifat tertutup untuk para tamu tingkat
tinggi guna mendiskusikan tantangan dan peluang



@ BAB IV

A

BABV

Investasi Tumbuh
Indonesia Maju

INDONESIA INTERNATIONAL
SUSTAINABILITY FORUM

JAKARTA | 5-6 SEPTEMBER 2024 1

Towards Sustainable and Inclusive Growth

Gambar 3.18

Pelaksanaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025

strategis di bidang keberlanjutan. Sebagai bagian dari
penyelenggaraan, ISF 2025 menghadirkan pameran dan
science corneryang diikuti oleh 30 peserta, menampilkan
inovasi edukatif dari perguruan tinggi dan sektor swasta.
ISF 2025 juga diselenggarakan dengan komitmen green
event melalui penggunaan material ramah lingkungan
dandaurulangsertapengelolaan sampah berkelanjutan,
sebagai wujud nyata penerapan prinsip keberlanjutan
dalam acara internasional.

Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah
melakukan kegiatan perbaikan iklim penanaman
modal. Keberhasilan Indonesia dalam memperbaiki
ikliminvestasidinilaiberdasarkanjumlahprosedurdan
kecepatan memulai usaha (starting a business) dalam
kerangka penilaian Ease of Doing Business (EoDB)
yang menjadi indikator nasional dalam Renstra BKPM
dan RPJMN 2020-2024. Melalui implementasi sistem
Online Single Submission (0SS), Indonesia berhasil
menurunkan waktu penyelesaian perizinan memulai
usaha menjadi 2,5 hari dan menyederhanakan
menjadi hanya 2 prosedur. Capaian tersebut
dikategorikan sangat baik dan menjadi fondasi awal
bagi transformasi sistemik menuju pengukuran iklim

Kementerian

investasi yang lebih komprehensif. Bank Dunia secara
resmi memperkenalkan metodologi baru bernama
Business Ready (B-Ready) yang menggantikan EoDB.
Berbeda dengan EoDB yang lebih berfokus pada
prosedur formal untuk memulai usaha, metode
B-Ready menilai seluruh aspek regulasi dan layanan
pemerintah yang memengaruhi
sektor usaha secara keseluruhan. Penilaian B-Ready
didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu Pilar I:
Regulatory Framework, Pilar Il: Public Services, dan
Pilar Ill: Operational Efficiency, yang selanjutnya
dijabarkan ke dalam sepuluh topik penilaian, meliputi
business entry, business location, utility services,
labor, financial services, international trade, taxation,
dispute resolution, market competition, dan business
insolvency. Pengumpulan data dilaksanakan melalui
dua mekanisme: konsultasi ahli (Expert Consultation)
yang diperbarui setiap tahun, serta survei tingkat
perusahaan (Enterprise Survey) yang diperbarui per
siklus tiga tahunan. Siklus penilaian ini menempatkan
B-Ready sebagai ekosistem
investasi yang lebih dinamis, lebih luas cakupan
topiknya, serta lebih realistis dalam menggambarkan
pengalaman dunia usaha.

perkembangan

instrumen evaluasi
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Hasil Survei B-Ready Tahap Kedua dirilis pada akhir
tahun 2025 dan menempatkan Indonesia pada
skor 62 dari 100. Pada tahun tersebut, capaian
peningkatan kualitas iklim penanaman modal oleh
Direktorat direfleksikan melalui indikator persentase
rekomendasi perbaikan kebijakan/regulasi, yaitu
delapan rekomendasi kebijakan yang berhasil
diselesaikan (kategori sangat baik), meningkat dari
empat rekomendasi pada tahun 2023, yang juga
tercermin dalam peningkatan skor pilar regulatory
framework dari 64 menjadi 66. Peningkatan ini
menunjukkan efektivitas fungsi advokasi kebijakan
Direktorat dalam memperkuat ekosistem investasi
berbasis regulasi dan pelayanan publik. Memasuki
tahun 2025, arah kebijakan pemerintah lebih
difokuskan pada harmonisasi kebijakan, penyatuan
visi target investasi nasional, keberlanjutan hilirisasi
SDA berorientasi ekspor, penataan perizinan berusaha
yang ideal, serta reformasi birokrasi yang semakin
adaptif. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
telah menghasilan enam rekomendasi strategis yaitu:

1. Penyusunan Rencana Aksi B-Ready 2025;

2. Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)

3. Masukan terhadap perubahan Perpres 10/2021 jo.
49/2021;

4. Penerbitan Peraturan Menteri Investasi
Hilirisasi/BKPM No 5 Tahun 2025

5. Masukan revisi PMK 69/2024 (Tax Holiday), serta

6. rekomendasi terkait Satuan Tugas Percepatan
Program Strategis Pemerintah dan lklim Usaha.

dan

Rekomendasi lainnya masih terus dikembangkan,
termasuk masukan dalam perundingan perdagangan
internasional (ACAFTA, IA-CEPA), bahan analisis KPPI
mengenai BMTP, kebijakan tarif AS, isu non-tarif USTR,
serta dokumen lintas sektor lainnya.
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KINERJA

2025

BAB Il

BAB Ill — AKUNTABILITAS KINERJA

Faktor Pendorong

Faktor pendorong pencapaian kinerja nilai realisasi
PMA/PMDN sektor sekunder Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 di antaranya:

1. Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung

penyederhanaan perizinan berusaha,
pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, serta
kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor
sekunder;

2. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung
yang memadai, termasuk kawasan industri, energi,

melalui

transportasi, serta sarana logistik yang menunjang

kegiatan hilirisasi dan manufaktur;

Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia

(SDM) yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan

industri pengolahan dan sektor hilirisasi berbasis

teknologi dan nilai tambabh;

4. Akses pasar yang luas dan orientasi ekspor yang
kuat, didukung oleh perjanjian perdagangan
internasional, promosi investasi, dan integrasi
dengan pasar global;

5. Konektivitas dan integrasi rantai pasok yang
efektif, baik antarwilayah maupun antara hulu-
hilir, sehingga meningkatkan efisiensi produksi
dan distribusi;

6. Dukungan yang
kondusif, melalui kemudahan akses pembiayaan,
kemitraan investasi, serta stabilitas iklim usaha;

7. Komitmen terhadap inklusivitas dan pemerataan
investasi, dengan mendorong penyebaran
investasi sektor sekunder ke berbagai daerah,
termasuk kawasan di luar pusat pertumbuhan
ekonomi.

w

pembiayaan dan investasi
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Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
menghadapi berbagai faktor penghambat dalam
pencapaian kinerja nilai PMA/PMDN sektor sekunder,
meskipun realisasi tahun 2025 terkategori baik.
Beberapa faktor penghambat tersebut di antaranya:

1. Kondisi geopolitik global yang tidak stabil serta
fluktuasi ekonomi makro, termasuk ancaman
resesi global dan perlambatan ekonomi nasional
berdampak pada menurunnya minat investor
(PMA dan PMDN) untuk merealisasikan investasi di
sektor sekunder. Hal ini berdampak langsung pada
pencapaian target nilai realisasi.

2. Daya saing investasi yang rendah dibandingkan
negara kompetitor. Indonesia menghadapi
tantangan dalam menarik investasi PMDN dan PMA
di sektor sekunder karena persaingan investasi
dari negara kompetitor. Negara-negara kompetitor
menawarkan insentif investasi yang lebih menarik
atau kondisi pasar yang lebih menguntungkan,
sehingga mengurangi preferensi investor untuk
menanamkan modal ke sektor sekunder di
Indonesia dan menghambat pencapaian target
realisasi.

3. Keterbatasan ketersediaan lahan investasi yang

siap dan jelas. Kurangnya ketersediaan lahan
investasi yang berstatus "clean and clear" menjadi
hambatan bagi pengembangan proyek-proyek di
sektor sekunder. Keterbatasan ini memperlambat
proses realisasi investasi dan membatasi potensi
pertumbuhan di sektor tersebut.

. Pemanfaatan potensi investasi sektor sekunder

yang belum optimal.

Hal ini mengindikasikan adanya celah antara
peluang yang tersedia dengan kemampuan untuk
menarik dan merealisasikan investasi secara
efektif, sehingga target indikator kinerja nilai
realisasi belum tercapai maksimal.

. Implementasi regulasi baru secara langsung

memengaruhi capaian realisasi investasi sektor
sekunder. Terbitnya beberapa regulasi baru seperti
kebijakan Moratorium Nikel dan peraturan terkait
Lahan Sawah yangDilindungi (LSD),secaralangsung
mempengaruhi capaian realisasi investasi di
sektor sekunder. Dampak regulasi ini menciptakan
ketidakpastian dan berpotensi menghambat
proyek-proyek investasi, sehingga menurunkan
nilai realisasi yang diharapkan di sektor tersebut.
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Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen
untuk melakukan peningkatan capaian kinerja nilai
PMA/PMDN sektor sekunder secara berkelanjutan.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan melakukan
beberaparencanatindaklanjut ke depandiantaranya:

1. Penguatan koordiasi dan sinergi antar instansi
terkait di tingkat pusat dan daerah. Upaya ini
dilaksanakan melalui peningkatan frekuensi dan
kualitas pertemuan koordinasi yang lebih efektif
danintensif denganinstansi teknisterkait. Langkah
tersebut penting mengingat optimalisasi berbagai
program dan kegiatan penanaman modal sektor
sekunder sangat memerlukan keterlibatan terpadu
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
masyarakat, dan dunia usaha. Dengan koordinasi
yang lebih terstruktur dan berkelanjutan,
diharapkan perencanaan, pelaksanaan, serta
pengendalian kegiatan penanaman modal sektor
sekunder dapat berjalan lebih optimal sehingga
target yang ditetapkan dapat tercapai.

2. Penguatan sistem pemantauan realisasi investasi
melalui optimalisasi LKPM berbasis risiko.
Sosialisasi dan edukasi secara masif dan intensif
kepada seluruh penanam modal mengenai
pentingnya dan tata cara pengisian Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berbasis
Risiko melalui sistem Online Single Submission
(0SS). Program ini akan fokus pada pemahaman
periode pelaporan, ketepatan data, dan validasi
informasi. Selain itu, penerapan sanksi yang
tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran
kewajiban pelaporan LKPM menjadi krusial
untuk menumbuhkan disiplin dan akuntabilitas
di kalangan investor, sekaligus memastikan data
yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“aneron 2025

3. Peningkatan kapasitas pembinaan inklusif

bagi penanam modal dan aparatur daerah.
Perancangan dan  pelaksanaan  program
pembinaan yang berkesinambungan  bagi
penanam modal, khususnya di sektor sekunder,
serta aparatur pemerintah daerah yang terlibat
dalam pelayanan investasi. Program ini
akan mencakup bimbingan teknis mengenai
regulasi investasi, standar operasional, dan
penyelesaian masalah di lapangan. Pembinaan
juga akan memfasilitasi identifikasi dini indikasi
penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan melalui analisis mendalam terhadap
LKPM, hasil pemantauan langsung, serta respons
cepat terhadap informasi atau pengaduan dari
investor dan asosiasi pengusaha. Tujuannya
adalah untuk meminimalkan hambatan investasi
dan  mengoptimalkan  kontribusi  investasi
terhadap perekonomian nasional.

. Implementasi sistem pengawasan berbasis

risiko yang terintegrasi dan koordinatif. Hal ini
melibatkan kolaborasi aktif antara kementerian/
lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/
kota, serta administrator Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) dan/atau Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas (KPBPB) melalui subsistem Pengawasan
pada sistem OSS. Pengawasan ini akan berfokus
pada pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan
penanaman modal, identifikasi potensi risiko,
dan pengambilan kesimpulan serta rekomendasi
yang komprehensif dan efektif berdasarkan
hasil pengawasan di lapangan. Upaya ini akan
menghasilkan rekomendasi yang tepat guna untuk
peningkatan iklim investasi dan kepastian hukum.
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3.3.2.2
IKU 3: Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM)

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja persentase realisasi penanaman modal
dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 110,56% atau terkategori
istimewa pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 sebesar
12,42 persen. Hal ini menujukkan adanya upaya dan kinerja positif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
untuk mewujudkan penanaman modal secara inklusif.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

SS-1:
Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata

IKU-3:
Persentase Realisasi PMDN termasuk UMKM (%)
2025 Capaian | Normalisasi | Realisasi Capaian Target Akhir | Capaian Kinerja Kategori
Kinerja Capaian PK Tahun Kinerja 2025 Renstra 2025 terhadap Capaian
T R 2025 2024 terhadap 2029 Target Akhir Kinerja
(%) Realisasi 2024 Renstra 2029 Tahun 2025
(%) (%)
48,3 53,4 110,56 110,56 47,5 12,42 49,70 107,44 Istimewa
PMDN merupakan salah satu fondasi penting mana investasi dalam negeri, baik yang berasal

dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena
berperan dalam memperluas kesempatan kerja,
meningkatkan daya saing produk domestik, serta
mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi
antarwilayah. UMKM memiliki posisi strategis dalam
menjaga stabilitas ekonomi domestik mengingat
perannya yang besar dalam menyerap tenaga kerja
meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Indikator kinerja ini dirancang untuk menilai sejauh

dan

dari pelaku usaha skala besar maupun UMKM,
mampu memberikan kontribusi nyata terhadap
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan,
serta penciptaan peluang usaha yang inklusif. Melalui
penguatan investasi domestik tersebut, Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupaya memastikan
bahwa perekonomian nasional semakin berkembang
secara mandiri, berkelanjutan, serta memiliki daya
saing yang kuat di tingkat global.

LAPORAN
KINERJA
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Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah
melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan
kegiatan dan subkegiatan yang mendukung capaian
kinerja persentase realisasi PMDN termasuk usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menerbitkan
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM
Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang
Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sekaligus
Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM Nomor 220 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal
akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha
baik Usaha Besar maupun UMKM dalam merealisasikan
kemitraan, sehingga diharapkan realisasi kesepakatan
kemitraan akan terus meningkat pada tahun-tahun
berikutnya. Dalam peraturan menteri dan keputusan
menteri ini telah diatur di antaranya mengenai
kepastian pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kemitraan. Usaha Besar yang wajib melaksanakan
kemitraan dengan UMKM berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
harus menyampaikan laporan realisasi kemitraan
melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
secara berkala setiap triwulan. Kewajiban ini diiringi
juga dengan pengenaan sanksi yang tegas bagi
Usaha Besar yang tidak atau belum sepenuhnya
merealisasikan kewajiban kemitraan.
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Gambar 3.19

Kegiatan Business Matching
antara pelaku Usaha Besar dan
UMKM di Cibubur, Jawa Barat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus
mendorong penguatan iklim investasi nasional
melalui berbagai program strategis, salah satunya
adalah akselerasi kemitraan antara usaha besar dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai
penguatan ekosistem hilirisasi. Pada 20 November
2025, BKPM menyelenggarakan kegiatan business
matching yang mempertemukan enam perusahaan
besar dengan lebih dari 90 UMKM di Bekasi, Jawa
Barat, membuka peluang kemitraan senilai sekitar
Rp37 miliar serta mendorong UMKM agar dapat
terintegrasi ke dalam rantai pasok industri besar.
Inisiatif ini menyoroti peran penting integrasi UMKM
dalam mendorong pemerataan manfaat investasi
sekaligus memperkuat daya saing usaha lokal di
tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Upaya
tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antara
pelaku usaha besar dan UMKM, tetapijuga merupakan
bagian dari strategi BKPM untuk meningkatkan
realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
2025 dengan menciptakan ekosistem investasi yang
inklusif dan produktif. Melalui penguatan database
UMKM dan fasilitasi kemitraan yang tepat sasaran,
pemerintah berharap pelaku usaha domestik dapat
memperluas kapasitas produksi dan keterlibatan
dalam proyek investasi besar, sehingga kontribusi
PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
semakin optimal di tahun 2025.
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Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah
melakukan kurasi atas produk UMKM unggulan
disesuaikan dengan minat pasar dan standar
produk negara tujuan ekspor. Kurasi sangat penting
untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat
bersaing dan memenuhi kebutuhan konsumen.
Kurasi tidak hanya berfungsi sebagai proses seleksi,
tetapi juga sebagai langkah strategis untuk:

1. Memastikan UMKM dengan produk berkualitas
dan sesuai standar pasar. Produk yang konsisten
dalam kualitas lebih dipercaya oleh konsumen dan
memiliki potensi loyalitas pasar;

2. Memenuhi standar tertentu terkait kualitas,
keamanan, dan estetika produk;

3. UMKM memiliki kapasitas produksi yang dapat
memenuhi permintaan pasar yang lebih luas dan
memiliki potensi untuk berkembang, baik secara
geografis maupun segmentasi pasar, dan UMKM
memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan
dan tren konsumen.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga
melakukan showcasing produk UMKM unggulan di
pameran internasional negara tujuan ekspor. Hal
ini bertujuan untuk:

1. Membuka akses pasar internasional bagi UMKM
dengan bertemu langsung calon buyer luar negeri;

2. Membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan
melalui kontrak dagang, kerja sama distribusi, dan
skema kemitraan jangka panjang;

3. Meningkatkan kesiapan ekspor UMKM karena
harus menyesuaikan produk dengan standar
global/negara tujuan ekspor;

4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk
UMKM karena UMKM harus meningkatkan mutu,
konsistensi produksi dan branding produk.

Indonesia Maju

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga
melakukan diseminasi kebijakan kemitraan usaha
nasional dalam rangka penanaman modal. Kegiatan
sosialisasi tentang kebijakan terkini kemitraan usaha
nasional dan fitur kemitraan di Sistem OSS bagi UMKM
di daerah yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman UMKM terhadap
kebijakan kemitraan dan pemanfaatan fitur
kemitraan di sistem OSS;

2. Mendorong keterlibatan UMKM dalam perannya
sebagai pemasok, mitra produksi, distributor,
maupun penyedia jasa pendukung bagi Usaha
Besar;

3. Diseminasi mendorong agar kemitraan berbasis
transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan
akses pasar bagi UMKM;

4. Meningkatkan daya saing kualitas dan standar
produk serta usaha UMKM;

5. Memperkuat keberlanjutan
usaha UMKM melalui materi sosialisasi tentang
manajemen, keuangan, digitalisasi, dan akses
pembiayaan.

dan ketahanan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah
melakukan pendataan realisasi komitmen kemitraan
usaha besar dengan UMKM. Dalam rangka monitoring
dan evaluasi realisasi komitmen kemitraan Usaha
Besar dengan UMKM khususnya bagi Usaha Besar yang
memiliki kewajiban bermitra dengan UMKM dalam
rangka permohonan Fasilitas Penanaman Modal, maka
diperlukan adanya tools monitoring di antaranya:
1) Klarifikasi kepada Usaha Besar terkait realisasi
kemitraan terhadap komitmen yang sudah diberikan;
2) Pengisian laporan realisasi kemitraan oleh Usaha
Besar melaluifitur Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) pada Sistem OSS; 3) Penyampaian dokumen
pendukung kemitraan, berupa Kontrak
Kemitraan, Invoice, Bukti Pembinaan kepada UMKM,

realisasi

“anern 2025
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dll. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga
telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
realisasi komitmen kemitraan terhadap usaha besar
yang bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa komitmen kemitraan yang
telah disepakati oleh Usaha Besar benar-benar
dapat dilaksanakan;

2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan
kepatuhan Usaha Besar terhadap kewajiban
kemitraan;

3. Menyediakan basis data kemitraan usaha yang
dapat digunakan sebagai perumusan kebijakan,
evaluasi program dan penentuan kebijakan
lanjutan.

Kementerian
melakukan

Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga
koordinasi dengan stakeholder/
instansi terkait dan pendampingan penguatan dan
peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam rangka
mendukung pemenuhan rantai pasok industri
nasional. Tujuannya adalah agar UMKM tidak hanya
menjadi pelaku usaha lokal tetapi juga menjadi
bagian dari rantai nilai industri yang lebih besar, baik
sebagai pemasok bahan baku, komponen, atau jasa
pendukung bagi perusahaan besar (industri hulu) dan
perusahaan manufaktur nasional. Namun demikian,
atas kegiatan yang telah terlaksana dirasakan belum
optimal karena baru sebatas melakukan rapat dan
forum diskusi terarah dengan para pelaku usaha
baik Usaha Besar dan UMKM, Pemerintah Pusat dan
Daerah maupun asosiasi usaha, untuk memahami
kebutuhan Usaha Besar pada industri terpilih yang
dapatdipenuhioleh UMKM. Oleh karena itu, diusulkan
perlu dilakukan optimalisasi dalam hal:

1. Meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM
melalui pendampingan dan pelatihan teknis
manajerial;

2. Mendorong terjalinnya kemitraan antara UMKM
dan perusahaan besar, sehingga UMKM dapat
masuk ke dalam ekosistem industri;

“aneron 2025
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3. Memperkuat keberlanjutan ekonomi daerah
melalui optimalisasi peran UMKM lokal;
4. Mengidentifikasi dan memetakan UMKM potensial.

Kegiatan promosi penanaman modal juga dilakukan
melalui pelaksanaan Regional Investment Forum
(RIF) Tahun 2025. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM telah menyelenggarakan kegiatan Regional
Investment Forum Series: Forum Investasi Nasional
2025 bertempat di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan promosi ini sebagai wadah bagi pemerintah
daerah untuk mempromosikan potensi dan peluang
penanaman modal dari daerah masing-masing,
dan bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan
kebijakan terkini yang mendukung peningkatan
iklim dan realisasi investasi. Bagi para pelaku usaha/
calon investor kegiatan ini dimanfaatkan untuk
memperoleh informasi tentang peluang investasi
yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya dan jalur
konsultasitentang kebijakan penanaman modal, serta
berinteraksi dengan pemangku kepentingan terkait.
Forum Investasi Nasional 2025 mengusung tema
“Kerja Sama Pemerintah, Dunia Usaha dan Akademisi
Dalam Meningkatkan Investasi Bernilai Tambah dan
Ekonomi Hijau”. Dengan tema tersebut kegiatan
forum investasi menjadi wadah strategis bagi para
pemangku kepentingan untuk berbagi informasi dan
pengalaman yang berguna bagi tumbuhnya investasi
sehingga dapat memotivasi para pelaku usaha untuk
menanamkan kembali modalnya di
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar,
paparan peluang proyek investasi, networking, mini
exhibition, dan one-on-one meeting antara pelaku
usaha dengan tim Kementerian
Hilirisasi/BKPM maupun dengan Pemerintah Daerah.

Indonesia.

Investasi dan

Forum Investasi Nasional 2025 turut menghadir-
kan sekitar 600 orang, yang terdiri dari perwakilan
Kedutaan Besar Malaysia dan Jepang, DPMPTSP dan
Dinas Teknis Daerah, Bank Indonesia, Para Akademisi,
serta para Pelaku Usaha dan Calon Investor. Forum ini
diselenggarakan melalui serangkaian kegiatan strate-
gis meliputi:
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Gambar 3.20
Pelaksanaan RIF 2025 di Bandung, Jawa Barat

. Paparan Peluang Investasi Daerah dan Tayangan
Katalog Peluang Proyek Investasi yang
menampilkan proyek potensi unggulan dari 5
Pemerintah Daerah dan Direktorat Perencanaan
Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur;
. Seminar dan Diskusi Panel yang menghadirkan
berbagai narasumber lintas sektor yang mewakili
Pemerintah, Dunia Usaha, serta Akademisi untuk
membahas arah kebijakan hilirisasi dan investasi
hijau di Indonesia;

. Katalog Peluang Proyek dan Mini
Exhibition (Promotion Desk) yang menawarkan 22
peluang proyek investasi Pemerintah Daerah di
sektor industri hilirisasi dan ekonomi hijau;

. Konsultasi (One-on-One)
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan
Direktorat Regional Bank Indonesia, sebagai
wadah bagi calon investor untuk berdiskusi

Investasi

bersama Tim

langsung mengenai peluang dan rencanainvestasi,
perizinan berusaha, promosi, dan mekanisme

investasi di daerah.

Faktor pendorong pencapaian kinerja persentase
realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN)
termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun
2025 di antaranya:

1.

Akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau,
sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan
kapasitas usaha dan realisasi investasi domestik;
Kebijakan dan regulasi yang mendukung UMKM,
termasuk  kemudahan berusaha,
perlindungan usaha, serta insentif bagi pelaku
usaha kecil dan menengah;

Program  pendampingan peningkatan
kapasitas UMKM yang berkelanjutan, guna
memperkuat manajemen usaha, kualitas produk,
dan kesiapan
Ketersediaan infrastruktur dan akses pasar yang
mendukung, termasuk sarana produksi, distribusi,
pemasaran, dan platform digital bagi UMKM,;

perizinan

dan

investasi;
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5. Konektivitas dan integrasi UMKM dalam rantai nilai
(value chain), melalui kemitraan dengan usaha
besar dan keterhubungan dengan sektor hulu-hilir;

6. Meningkatnya kesadaran dan motivasi pelaku
UMKM untuk berinvestasi dan mengembangkan
usaha, seiring dengan sosialisasi kebijakan dan
peluang pasar;

7. Dukungan pemerintah daerah dan lembaga
pendukung UMKM, melalui fasilitasi perizinan,
pembinaan, serta kemitraan usaha di daerah;

8. Peningkatan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB)
pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) yang disertai dengan kepatuhan pelaku
usaha dalam penyampaian Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM), sehingga memperkuat
basis data dan pelaporan realisasi PMDN UMKM.

Faktor Penghambat

Kementerian dan Hilirisasi/BKPM
menghadapi berbagai faktor penghambat dalam
pencapaian kinerja persentase realisasi penanaman
modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM), meskipun realisasi
tahun 2025 terkategori istimewa. Beberapa faktor

penghambat tersebut di antaranya:

Investasi

1. Keterbatasan akses pembiayaan yang terjangkau,
baik dari perbankan maupun lembaga keuangan
lainnya, menjadi kendala utama bagi pelaku
PMDN termasuk UMKM untuk memulai
mengembangkan usaha. Hal ini menyebabkan
kesulitan dalam perolehan modal
ekspansi bisnis,
yang pada akhirnya membatasi
nilai realisasi penanaman modal dalam negeri,
termasuk kontribusi dari UMKM.

atau

investasi,
peralatan,
peningkatan

dan modernisasi
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2. Proses perizinan yang kompleks, memerlukan waktu
yang cukup lama, dan birokrasi yang rigid menjadi
hambatan bagi calon Ketidakjelasan
prosedur, persyaratan yang berubah-ubah, serta
potensi pungutan liar dapat mengurangi minat
investor, menunda inisiasi proyek, dan menghambat
pertumbuhan usaha, sehingga berdampak negatif
pada capaian target realisasi PMDN termasuk UMKM.

investor.

3. Keterbatasan kapasitas dan daya saing sumber
daya manusia. Keterbatasan kapasitas manajerial,
teknis, serta kurangnya ketersediaan sumber daya
manusiayangberkualitasdanterlatihmenghambat
kemampuan untuk bersaing dan mengembangkan
inovasi. Kekurangan ini mempengaruhi efisiensi
operasional, kualitas produk, dan kemampuan
adaptasi terhadap dinamika pasar, yang secara
langsung berdampak pada potensi peningkatan
nilai investasi dan keberlanjutan usaha.

4. Ketersediaan infrastruktur dasar yang tidak
memadai, seperti listrik, bersih,
sanitasi, jalan, dan telekomunikasi, terutama di
daerah-daerah terpencil atau sentra produksi,
menjadi kendala bagi calon investor. Kondisi
ini meningkatkan biaya logistik, menghambat
distribusi produk, mengurangi daya saing, dan
secara tidak langsung menekan minat investasi
serta ekspansi usaha kecil menengah.

akses air

5. Terbatasnya akses pasar dan jaringan distribusi.
Calon menghadapi
dalam mengakses pasar yang lebih luas, baik di
tingkat domestik maupun internasional, serta
terbatasnya jaringan distribusi yang efektif. Hal
ini menghambat kemampuan mereka untuk
meningkatkan penjualan, skala produksi, dan
jangkauan pasar, yang pada akhirnya membatasi
potensi pertumbuhan investasi dan nilai realisasi
penanaman modal mereka.

investor keterbatasan
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6. Kurangnya integrasi dalam rantai nilai industri
yang lebih besar, baik sebagai pemasok bahan
baku, komponen, penyedia jasa,
membuat mereka sulit untuk meningkatkan
skala ekonomi dan daya saing. Keterbatasan ini
membatasi peluang kolaborasi, transfer teknologi,
dan peningkatan efisiensi, sehingga menghambat
pertumbuhan investasi dan kontribusi mereka
terhadap total realisasi PMDN.

maupun

7. Ketidakpastian ekonomidan regulasi menciptakan
risiko tinggi. Fluktuasi kondisi ekonomi makro,
perubahan kebijakan pemerintah,  serta
ketidakpastianregulasiyangberpotensiberdampak
langsung pada iklim usaha menciptakan risiko
tinggi bagi PMDN dan UMKM. Lingkungan yang
tidak stabil ini dapat menyebabkan investor
menunda atau membatalkan rencana investasi,
mengurangi kepercayaan pasar, dan menghambat
pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya
berdampak negatif pada pencapaian target
realisasi PMDN termasuk di sektor UMKM.

Kemen
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Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen
untuk melakukan peningkatan capaian kinerja
persentase realisasi penanaman modal dalam negeri
(PMDN) termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) secara berkelanjutan. Kementerian Investasi
dan Hilirisasi akan melakukan beberapa rencana
tindaklanjutkedepanadalah melakukan peningkatan
dan optimalisasi faktor pendorong melalui sinergi
antar kementerian. Melakukan identifikasi mendalam
terhadap faktor-faktor pendorong PMDN termasuk
UMKM yang telah berhasil seperti insentif pajak,
kemudahan investasi di sektor tertentu, program
pemberdayaan UMKM dan merumuskan langkah-
langkah strategis untuk meningkatkan
mengoptimalkan implementasinya. Hal ini melalui
kolaborasi dan peningkatan kerja sama kementerian
seperi  Kementerian  Keuangan, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM untuk
menyelaraskan kebijakan, program, dan anggaran
agar tercipta ekosistem investasi yang lebih kondusif
dan terintegrasi.

serta
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Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja nilai PMA/PMDN kawasan pusat
pertumbuhan pada tahun 2025 sebesar 145,16 persen atau terkategori istimewa. Jika dibandingkan dengan
realisasi tahun 2024, kinerja tahun 2025 memiliki capaian sebesar 28,32 persen. Hal ini menunjukkan komitmen
dan kinerja positif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka pencapaian realiasi investasi di

kawasan pusat pertumbuhan.

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan

SS-1:
Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata

IKU-4:
Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan (Rp Triliun)
2025 Capaian | Normalisasi | Realisasi Capaian Target Akhir | Capaian Kinerja Kategori
Kinerja Capaian PK Tahun Kinerja 2025 Renstra 2025 terhadap Capaian
T R 2025 2024 terhadap 2029 Target Akhir Kinerja
(%) Realisasi 2024 Renstra 2029 Tahun 2025
(%) (%)
307,1 445,8 145,16 110,00 347,4 28,32 507,20 87,89 Istimewa
Kerja sama penanaman modal dapat menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga

instrumen strategis dalam rangka mendukung
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai
PMA dan PMDN pada kawasan pusat pertumbuhan.
Sebagai contoh pada tahun 2025, telah dilakukan
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam serta Nota Kesepahaman
dengan Himpunan Kawasan Industri, yang difokuskan
pada penguatan koordinasi, pertukaran informasi
peluang investasi, fasilitasi investor, dan dukungan
promosi investasi di kawasan. Kerja sama tersebut
diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kawasan
pusat pertumbuhan, memperkuat
investor, serta mendorong peningkatan realisasi
PMA dan PMDN, sehingga berkontribusi terhadap
pencapaian target investasi nasional.

kepercayaan
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telah melakukan kajian Pengembangan Investasi
Sektor Kesehatan pada KEK Edukasi, Teknologi, dan
Kesehatan Internasional Banten dan KEK Pariwisata
dan Kesehatan Internasional Batam. Kajian
bertujuan untuk: 1) Menghasilkan rekomendasi
kebijakan dan strategi pengembangan
sektor kesehatan yang relevan dengan kebutuhan
pengembangan investasi di Indonesia; 2) Tersedianya
data dan informasi terkait peluang investasi sektor
Kesehatan di Indonesia.

ini

investasi

Pelaksanaan program Quick Wins yang dilakukan
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM atas 2 dari
20 kawasan industri yang telah terfasilitasi melalui
program KLIK (Kemudahan Langsung Konstruksi).
Kegiatan fasilitasi jasa dan kawasan yang dilakukan
pada dua badan usaha sesuai target rencana kinerja
mencakup sebagai berikut:
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1. Fasilitasi Proyek Kawasan Industri PT. 2. Fasilitasi Rencana Investasi Klinik
Horizon Agro Industry di Kabupaten Kecantikan asal Korea Selatan, ATOP
Way Kanan, Lampung. Plastic Surgery di Banten.

Kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan Kawasan Industri melalui KLIK dilakukan melalui penetapan Kawasan
Industri yang mendapat fasilitas KLIK melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 286 Tahun 2025 tentang Penetapan Kawasan Industri Untuk
Kemudahan Langsung Konstruksi. Terdapat sebanyak 32 Kawasan Industri yang ditetapakan di atas target yang
telah ditentukan sebagai berikut:

1. Kawasan Industri Tembesi 12. Taman Niaga Karawang 21. Kawasan Industri Safe N Lock*

2. Batamindo Industrial Park Prima/GT Tech Park 22. Kawasan Industri SiRIE

3. Bintang Industrial Park 13. Karawang International 23. Kawasan Industri Tuban

4. Kawasan Industri Terpadu Industrial City 24. Kalimantan Industrial Park
Kabil (KITK) 14. Kertajati Industrial Estate Indonesia (KIPI)

5. Kawasan Industri Tunas Prima Majalengka 25. Kl Jorong

6. Kawasan Industri Terpadu 15. Kawasan Industri Indotaisei 26. Kawasan Industri Stardust
Wilmar (Kota Bukit Indah) 27. Indonesia Huabao Industrial
Millenium Industrial Estate 16. Kota Bukit Indah Industrial Park (IHIP)
Krakatau Industrial Estate City 28. Kawasan Industri Konawe
Cilegon 17. Kawasan Industri Jatiluhur 29. Indonesia Konawe Industrial

9. Kawasan Industri Jababeka Industrial Smart City Park (IKIP)

10. Karawang New Industrial City 18. Suryacipta Subang 30. Kawasan Industri Weda Bay

11. Kawasan Industri Artha Smartpolitan 31. Purwakarta Integrated
Industrial Hill 19. Batang Industrial Park Industrial Park (PIIP)

20. i-Sentra@Lamongan 32. Kawasan Industri Losarang
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Kegiatan fasilitasi badan usaha di Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) dilakukan terhadap dua badan usaha
sebagai berikut:

1. Fasilitasi Perubahan Izin Usaha dan KKPR PT. Surya
Inter Wisesa.

2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perencanaan
Penanaman Modal PT. Bangun Sulawesi Tengah di
KEK Palu

Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga telah
melakukan fasilitasi terhadap KEK Edukasi Teknologi
dan Kesehatan Internasional Banten dan KEK Palu.
Untuk kawasan KEK Edukasi Teknologi dan Kesehatan
Internasional Banten, fasilitasi yang dilakukan meliputi:

1. Percepatan proses pelepasan Kawasan Hutan (SLA
138 hr) oleh Kementerian LHK;

2. Penetapan titik/lokus dan gambar areal kawasan
hutan yang akan dimanfaatkan dan diajukan
menjadi KEK

3. Penyusunan dokumen masterplan dan KLHS.

4. Penyiapan BU pemrakarsa/pengusul KEK, perlu
disiapkan Pepres penugasan oleh Kemenko
Perekonomian dan Kementerian BUMN

5. Dukungan perizinan berusaha untuk fokus area 1
piloting dan promosi

78 e 2025
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Untuk kawasan KEK Palu telah dilakukan beberapa
tindak lanjut sebagai berikut:

1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM agar
melakukan koordinasi dan pembahasan lebih
lanjut mengenai pelaksanaan fiktif positif atas
perizinan berusaha dan pemenuhan persyaratan
pada pelaku usaha di dalam Kawasan.

2. DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi
Tengah agar berkoordinasi dalam rangka tindak
lanjut penyelesaian permasalahan perusahaan
dengan perizinan yang terkendala.

Pihak pengelola dan tenant dari KEK Palu agar
menyampaikan surat permohonan fasilitasi kepada
dan Hilirisasi/BKPM serta
instansi terkait, untuk dikawal dan ditindaklanjuti
lebih lanjut proses penyelesaian permasalahannya.

Faktor pendorong pencapaian kinerja nilai PMA/PMDN
kawasan pusat pertumbuhan Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 di antaranya:

Kementerian Investasi

industri,
pemerintah

1. Efektivitas kebijakan hilirisasi
tercermin
mendorong pengembangan industri pengolahan
berbasis sumber daya alam di kawasan pusat
pertumbuhan, khususnya di luar Pulau Jawa,
sehingga meningkatkan daya tarik dan realisasi
investasi PMA/PMDN di wilayah tersebut.

2. Integrasi sistem perizinan berusaha berbasis
risiko (OSS-RBA) yang semakin optimal, sehingga
mempercepat proses perizinan dan eksekusi
investasi di kawasan pusat pertumbuhan serta
meningkatkan kemudahan berusaha bagi investor.

yang

dari  fokus dalam
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Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
menghadapi berbagai faktor penghambat dalam
pencapaian kinerja nilai PMA/PMDN kawasan pusat
pertumbuhan, meskipun capaian kinerja pada tahun

2025 telah berpredikat istimewa di antaranya:

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang
belum memadai menghambat daya tarik investasi
di kawasan pusat pertumbuhan. Kawasan pusat
pertumbuhan diidentifikasi sebagai lokasi strategis
untuk investasi. Namun, ketersediaan dan kualitas
infrastruktur dasar seperti transportasi, pasokan
air bersih, energi yang stabil, telekomunikasi
yang andal, dan fasilitas pendukung bisnis yang
kurang memadai menjadi kendala. Kondisi ini
secara langsung meningkatkan biaya operasional
bagi investor, mengurangi efisiensi logistik, dan
pada akhirnya menurunkan daya saing kawasan
tersebut dalam menarik serta mempertahankan
investasi PMA/PMDN. Akibatnya, realisasi investasi
dapat terhambat atau bahkan beralih ke lokasi lain
yang menawarkan infrastruktur lebih siap.

2. Ketidakpastian kebijakan
pemerintah memudarkan kepercayaan investor
di kawasan pusat pertumbuhan.
kebijakan yang sering terjadi atau tidak konsisten,
baik di tingkat pusat maupun daerah, menciptakan
lingkungan investasi yang tidak stabil. Hal ini
mencakup perubahan prioritas
pemerintah terhadap pengembangan kawasan
pusat pertumbuhan, yang dapat memengaruhi
kesinambungan dukungan terhadap investasi.
Ketidakpastian regulasi, prosedur perizinan yang
berubah-ubah, atau insentif yang tidak pasti,
menimbulkan keragu-raguan dan risiko tambahan
bagiinvestor. Akibatnya, investor menjadi'wait and
see', menunda keputusan investasi, atau bahkan
menarik diri dari kawasan pusat pertumbuhan,
yang berdampak negatif pada pencapaian target
nilai realisasi investasi.

dan inkonsistensi

Perubahan

fokus atau
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Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen
untuk melakukan peningkatan capaian kinerja nilai
PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan secara
berkelanjutan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi
akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut ke
depan di antaranya:

1. Penguatan koordinasi lintas kementerian/
lembaga dalam penyelesaian kendala kawasan
secara intensif lintas kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi
serta menyelesaikan kendala lahan dan
infrastruktur pendukung di sekitar kawasan
pusat pertumbuhan yang realisasi penanaman
modalnya belum optimal. Langkah ini diarahkan
untuk mempercepat kesiapan kawasan dan
meningkatkan kepastian bagi PMA
maupun  PMDN.

2. Penajaman perencanaan pengembangan
kawasan dan pusat pertumbuhan baru berbasis
data pengembangan pusat
pertumbuhan baru dengan memanfaatkan data
realisasi penanaman modal terkini, potensi
sektor unggulan, serta kesiapan infrastruktur
dan lahan. Perencanaan yang lebih berbasis data
diharapkan mampu meningkatkan daya tarik
kawasan terhadap investasi berkualitas tinggi
serta mendorong peningkatan realisasi PMA/
PMDN pada pusat-pusat pertumbuhan.

investasi

kawasan dan

w2025 10
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Kementerian Investasidan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja nilai PMA berorientasi ekspor sebesar79,14%
atau terkategori butuh perbaikan pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar
Rp164,6 triliun, maka capaian kinerja realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 17,50 persen. Hal ini
menujukkan adanya komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus melakukan evaluasi,
penguatan strategi, dan perbaikan berkelanjutan guna memastikan pencapaian target PMA berorientasi ekspor

secara lebih optimal di periode mendatang.

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA Berorientasi Ekspor

SS-1:
Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata

IKU-5:
Nilai PMA Berorientasi Ekspor (Rp Triliun)

2025 Capaian | Normalisasi | Realisasi Capaian Target Akhir | Capaian Kinerja Kategori

Kinerja Capaian PK Tahun Kinerja 2025 Renstra 2025 terhadap Capaian

T R 2025 2024 terhadap 2029 Target Akhir Kinerja
(%) Realisasi 2024 Renstra 2029 Tahun 2025

(%) (%)
Butuh
1716 | 1358 79,14 79,1 1646 -17,50 367,40 36,96 utu

Perbaikan

Nilai PMA berorientasi ekspor berdasarkan subsektor
menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari:
(1) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin
dan Peralatannya sebesar 30,13 persen atau senilai
Rp40,91 triliun; (2) Industri Kimia dan Farmasi sebesar
12,12 persen atau senilai Rp16,47 triliun; (3) Industri
Barang dari Kulit dan Alas Kaki sebesar 10,04 persen
atau senilai Rp13,64 triliun; (4) Industri Kertas dan
Percetakan sebesar 9,66 persen atau senilai Rp13,12
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triliun; (5) Industri Kendaraan Bermotor dan Alat
Transportasi Lain sebesar 9,21 persen atau senilai
Rp12,50 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan
bahwa PMA berorientasi ekspor pada tahun 2025
masih didominasi oleh subsektor industri manufaktur
berbasis logam, kimia, dan produk bernilai tambah,
yang berperan penting dalam mendukung penguatan
daya saing ekspor industri pengolahan nasional serta
pengembangan rantai pasok global.
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Tabel 3.10
Realisasi Nilai PMA Berorientasi Ekspor

Investasi Tumbuh
Indonesia Maju

No Subsektor Realisasi Investasi | Kontribusi
(Juta Rp) (%)
1 | Hotel dan Restoran 729.356,407 0,54
2 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan 11.171.715,449 8,23
Listrik, Presisi, Optik dan Jam
3 | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 13.640.442,461 10,04
4 | Industri Karet dan Plastik 4.431.779,509 3,26
5 | Industri Kayu 655.349,136 0,48
6 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 12.503.438,201 9,21
7 | Industri Kertas dan Percetakan 13.122.940,085 9,66
8 | Industri Kimia Dan Farmasi 16.465.032,818 12,12
9 | Industri Lainnya 3.777.493,613 2,78
10 | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan 40.913.510,360 30,13
Peralatannya
11 | Industri Makanan 6.878.591,604 5,07
12 | Industri Mineral Nonlogam 2.451.422,870 1,81
13 | Industri Tekstil 3.958.136,108 2,91
14 | Jasa Lainnya 462.128,030 0,34
15 | Kehutanan 510,251 0,00
16 | Konstruksi 38.557,474 0,03
17 | Listrik, Gas dan Air 85.423,057 0,06
18 | Perdagangan dan Reparasi 914.443,233 0,67
19 | Perikanan 42.217,763 0,03
20 | Pertambangan 2.714.081,196 2,00
21 | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 32.672,678 0,02
22 | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan 375.855,541 0,28
23 | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 439.709,125 0,32
Total 135.804.806,966
LAPORAN
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Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah
melakukan berbagai upaya melalui pelaksanaan
program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka
pencapaian target nilai PMA berorientasi ekspor.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama
dengan Indonesia Investment Promotion Centre
(IPC) New York dan Konsulat Jenderal Republik
Indonesia di New York, serta mendapat dukungan
dari Atase Perdagangan Washington DC dan Kantor
Perwakilan Bank Indonesia di New York, dalam
penyelenggaraan kegiatan “Indonesia Economic and
Investment Outlook 2025” di Kantor KJRI New York.
Pada acara ini, Sekretaris Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Rudy Salahuddin,
memberikan  sambutan dan = menyampaikan
perkembangan terbaru mengenai kebijakan investasi
dan sektor-sektor prioritas,
kemudahan berusaha dan perizinan, kepada pelaku
usaha, asosiasi bisnis, perwakilan negara mitra, dan

kalangan akademisi.

termasuk berbagai

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah
melaksanakan kegiatan promosi strategis dalam
rangkaian kegiatan World Economic Forum (WEF)
Annual Meeting yang merupakan forum tahunan
berskala globalyang mempertemukan para pemimpin
negara, pelaku usaha, organisasi internasional,
akademisi,dan pemangku kepentingan strategisuntuk
membahas tantangan serta arah kebijakan ekonomi
dunia. WEF Annual Meeting 2025 diselenggarakan
di Davos, Swiss, pada 20-23 Januari 2025, dan
menjadi momentum penting untuk memperkuat
dialog global mengenai pertumbuhan ekonomi yang
inklusif, berkelanjutan, serta responsif terhadap
dinamika geopolitik dan transformasi teknologi.
Partisipasi Indonesia dalam forum ini menegaskan
peran aktif Indonesia dalam percaturan ekonomi
global serta komitmen pemerintah dalam mendorong
pembangunan berkelanjutan dan pencapaian visi
Indonesia Emas 2045. WEF Annual Meeting 2025
dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai negara,
termasuk kepala negara dan pemerintahan, menteri,
pimpinan korporasi global, investor, serta perwakilan
organisasi internasional. Dalam forum ini, Indonesia
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Gambar 3.21
Indonesia Economic and Investment Outlook 2025

berpartisipasiaktif melalui kehadiran Menteri Investasi
dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebagai pembicara dalam
sejumlah sesi strategis, serta melalui penyelenggaraan
Indonesia Pavilion yang berfungsi sebagai platform
country branding dan promosi peluang investasi
Indonesia. Kehadiran Indonesia juga dimanfaatkan
untuk menyampaikan pembaruan arah kebijakan
pemerintahan baru, prioritas investasi, serta strategi
pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang
inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan utama
WEF Annual Meeting 2025 mencakup sesi plenary dan
panel diskusi tingkat tinggi yang membahas isu-isu
strategis seperti klaster industri sebagai pionir transisi
energi, pertumbuhan ekonomi di tengah ketegangan
geopolitik global, hilirisasi sumber daya alam, transisi
energi, digitalisasi, serta pembiayaan pembangunan
berkelanjutan. Dalam sesi Country Strategy Dialogue
onIndonesia, Indonesia menegaskan komitmen untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen
per tahun melalui peningkatan kualitas investasi,
penguatan industri bernilai tambah, dan kolaborasi
global yang saling menguntungkan.
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Sebagai bagian integral dari partisipasi Indonesia,
Indonesia Pavilion 2025 mengusung tema “Bridging
Sustainability and  Prosperity: Indonesia’s  New
Leadership in Global Inclusive Growth” dan menjadi
wadah diskusi lintas sektor antara pemerintah,
dunia usaha, dan mitra internasional. Pavilion ini
menyelenggarakan berbagai panel tematik dan
diskusi strategis yang menyoroti peluang investasi
di sektor energi bersih, mineral kritis, ekonomi
digital, pembiayaan
inovatif. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan
forum ini untuk memperkuat jejaring global melalui
pertemuan bilateral, pertemuan tertutup dengan
perusahaan global, serta kegiatan Indonesia Night
yang menampilkan budaya dan kuliner Indonesia
sebagai sarana diplomasi ekonomi dan promosi
nasional. Secara keseluruhan, partisipasi Indonesia
dalam World Economic Forum Annual Meeting 2025
memberikan nilai strategis dalam memperkuat
posisi Indonesia sebagai tujuan investasi global,
meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka
peluang kerja sama konkret di berbagai sektor
prioritas. Forum ini juga menjadi sarana penting
untuk menyerap pandangan global, memperluas
kolaborasi internasional, dan mendukung agenda
pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif,
dan berdaya saing tinggi.

ketahanan pangan, serta

Pada tahun 2025, Indonesia menjadi proponent pada
Perjanjian Investment Facilitation for Development
(IFD) yang dibentuk di World Trade Organization
(WTO). Perjanjian IFD adalah inisiatif plurilateral di
bawah kerangka WTO yang bertujuan mempermudah,
mempercepat, dan meningkatkan transparansi proses
investasi, terutama untuk mendukung pembangunan
di negara berkembang dan LDCs. Perjanjian ini
berfokus untuk mempermudah arus investasi asing
langsung melalui transparansi, penyederhanaan
prosedur perizinan, dan kerja sama internasional. Akan
tetapi, Perjanjian IFD ini tidak mencakup akses pasar,

Indonesia Maju
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Gambar 3.22
World Economic Forum (WEF) Annual Meeting

perlindungan investasi, dan mekanisme penyelesaian
sengketa investor-negara (ISDS), sehingga tidak
mengurangi kedaulatan regulasi nasional. Jumlah
negara yang bergabung ke dalam Perjanjian IFD
berjumlah 128 anggota WTO, terdiri dari 91 negara
berkembang dan 27 di antaranya adalah negara kurang
berkembang (LDC). Bergabungnya Indonesia ke dalam
Perjanjian IFD ini diharapkan dapat meningkatkan
kredibilitas dan daya tarik investasi Indonesia di
mata investor global dengan kepastian hukum,
predictability prosedural, dan transparansi kebijakan.
Selain itu, Perjanjian IFD ini juga memacu pemerintah
untuk melakukan Reformasi birokrasi investasi yang
lebih transparan dan predictable. Pada akhirnya
bergabungnya Indonesia ke Perjanjian IFD ini akan
memberikan dampak besar bagi masuknya investasi
asing ke Indonesia, khususnya pada konteks hilirisasi
mineral, transisi energi, dan green industry yang
membutuhkan kepastian administratif dan perizinan.

“anern 2025
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Faktor pendorong pencapaian kinerja nilai PMA
berorientasi ekspor Kementerian
Hilirisasi/BKPM tahun 2025 di

Investasi dan

antaranya:

1. Kebijakan hilirisasi dan industrialisasi berorientasi
ekspor yang konsisten, sehingga meningkatkan
investasi asing pada sektor pengolahan bernilai

tambah dan berbasis komoditas unggulan
nasional;

2. Perbaikan iklim investasi dan kemudahan
berusaha, melalui penyederhanaan perizinan

berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), pemberian
insentif fiskal/nonfiskal, serta kepastian hukum
bagi investor asing berorientasi ekspor;

3. Pengembangan kawasan industri dan kawasan
ekonomi berorientasi ekspor, khususnya di pusat-
pusat pertumbuhan dan wilayah berbasis sumber
daya, yang menyediakan infrastruktur, utilitas, dan
layanan logistik terintegrasi;

4. Aksespasarglobalyangsemakinterbuka,didukung
oleh perjanjian perdagangan internasional,
fasilitas ekspor, serta promosi investasi sektor
manufaktur dan hilirisasi di pasar potensial;

5. Konektivitas logistik dan rantai pasok ekspor yang
semakin efisien, termasuk penguatan pelabuhan,
transportasi multimoda, dan integrasi hulu-hilir
industri berorientasi ekspor;

6. Ketersediaan sumber daya manusia industri yang
kompeten dan adaptif, sesuai kebutuhan investor
asing pada sektor manufaktur dan
pengolahan berorientasi ekspor

7. Sinergi
dukungan kelembagaan investasi, dalam fasilitasi
proyek PMA berorientasi ekspor, penyelesaian
hambatan investasi, serta percepatan realisasi
proyek strategis;

8. Promosi investasi luar negeri yang lebih terarah
pada sektor dan negara target ekspor, sehingga
meningkatkan minat dan realisasi PMA pada
industri yang menghasilkan produk ekspor.

industri

pemerintah pusat dan daerah serta
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Faktor Penghambat

Kementerian Investasidan Hilirisasi/BKPM menghadapi
berbagai faktor penghambat dalam pencapaian kinerja
nilai PMA berorientasi ekspor di antaranya:

1. Ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi nilai
tukar yang membuat beberapa investor bersikap
wait and see untuk ekspansi;

2. Belum optimalnya penyediaan informasi yang
terfokus dan sesuai kebutuhan masing-masing
investor, sehingga minatawalyangtelah terbangun

belum dapat dikonversi menjadi komitmen
investasi yang lebih pasti;

3. Tagging rencana  ekspor yang  belum
terimplementasi di Sistem OSS dalam proses
pengajuan  Nomor Induk  Berusaha;

4. Adanya pergantian/transisi pemerintahan
sehingga diperlukan penyesuaian prioritas

program dan kegiatan; dan
5. Adanya efisiensi anggaran di awal tahun dan
refocusing anggaran di akhir tahun sehingga

diperlukan konsolidasi dan koordinasi program/

kegiatan guna percepatan target-target program.
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Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen
untuk melakukan peningkatan capaian kinerja nilai
PMA beroreintasi secara berkelanjutan. Kementerian
Investasi dan Hilirisasi akan melakukan beberapa
rencana tindak lanjut ke depan di antaranya:

1. Pelaksanaan market sounding yang bertujuan
untuk meminta masukan dari para investor atas
dokumen pra studi kelayakan yang telah disusun.
Proses ini untuk memastikan informasi mengenai
proyek, mulai dari aspek teknis, aspek ekonomi,
hingga kebutuhan infrastruktur pendukung, sesuai
dengan ekspektasi dan standar yang dibutuhkan
oleh investor. Masukan yang diperoleh pada tahap
ini memungkinkan penyempurnaan dokumen dan
penyesuaian strategi penawaran proyek sehingga
lebih realistis, menarik, dan siap dipromosikan
kepada calon penanam modal;

2. Melakukan clustering calon investor berdasarkan
bidang usaha. Hal ini merupakan langkah penting
untuk mengelompokkan investor sesuai sektor
minat, pengalaman, dan kapasitas investasinya.
Pengelompokkan ini untuk mendapatkan

informasi yang lebih relevan dan spesifik terhadap
kebutuhan masing-masing kelompok. Pendekatan
segmentasi ini juga memperbesar peluang
konversi minat menjadi komitmen karena materi
yang disampaikan telah disesuaikan dengan
karakteristik dan preferensi tiap kelompok
investor;

. Penyelenggaraan forum diskusi rutin dengan calon

investor dan investor. Forum ini memberi ruang
bagi investor untuk menyampaikan kendala,
peluang, dan kebutuhan informasi tambahan
yang mungkin belum tercakup dalam dokumen
formal. Interaksi yang konsisten tersebut tidak
hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi
juga membantu pemerintah mengidentifikasi isu
strategis secara dini sehingga dapat dilakukan
intervensi atau perbaikan sebelum menjadi
hambatan yang lebih besar;

. Pengembangan user interface (Ul) di website

PIR peta peluang investasi untuk memudahkan
akses Peta Peluang Investasi dalam rangka
meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan
informasi bagi para investor.

wowi 2025 gs l
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IKU 6: Nilai PMDN Berorientasi Ekspor
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Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja nilai PMDN beroreintasi eskpor sebesar
96,52% atau terkategori baik pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 56,22
Triliun, maka capaian kinerja realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,74 persen. Hal ini menjadi
komitmen dan kinerja positif Kementerian Investasi dan Hilirisasi dalam rangka pencapaian kinerja nilai PMDN

berorientasi ekspor.

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMA Berorientasi Ekspor

SS-1:
Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata

IKU-6:
Nilai PMDN Berorientasi Ekspor (Rp Triliun)

2025 Capaian | Normalisasi | Realisasi Capaian Target Akhir | Capaian Kinerja Kategori

Kinerja Capaian PK Tahun Kinerja 2025 Renstra 2025 terhadap Capaian

T R 2025 2024 terhadap 2029 Target Akhir Kinerja

(%) Realisasi 2024 Renstra 2029 Tahun 2025
(%) (%)
60,4 58,3 96,52 96,52 56,2 3,74 126,40 46,14 Baik
Nilai realisasi PMDN berorientasi ekspor pada persen atau senilai Rp11,27 triliun; (2) Industri Kimia

tahun 2025 tercatat sebesar Rp58,32 triliun, belum
sepenuhnya target yang ditetapkan
sebesar Rp60,40 triliun, dengan capaian 96,56 persen.
Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar
56,22 Triliun, maka capaian kinerja realisasi tahun
2025 mengalami peningkatan sebesar 3,74%. Nilai
realisasi PMDN berorientasi ekspor pada tahun 2025
menunjukkan capaian sebesar 46,14 persen dari target
akhir Rencana Strategis Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM tahun 2029 yang ditetapkan sebesar
Rp126,4 triliun. Nilai PMDN berorientasi ekspor
berdasarkan subsektor menunjukkan bahwa kontribusi
terbesar berasal dari: (1) Pertambangan sebesar 19,32

mencapai

LAPORAN
KINERJA

2025

dan Farmasi sebesar 16,18 persen atau senilai Rp9,44
triliun; (3) Industri Kertas dan Percetakan sebesar 15,44
persen atau senilai Rp9,00 triliun; (4) Industri makanan
sebesar 7,31 persen atau senilai Rp4,26 triliun; (5)
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi
Lain sebesar 4,99 persen atau senilai Rp2,91 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa PMDN
berorientasi ekspor masih didominasi oleh subsektor
berbasis sumber daya alam dan industri pengolahan
utama, yang mencerminkan peran investasi domestik
dalam mendukung peningkatan tambah
komoditas serta penguatan kapasitas produksi untuk
pasar ekspor.

nilai
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Tabel 3.12
Realisasi PMDN Berorientasi Ekspor

No Sektor Realisasi Investasi | Kontribusi
(Juta Rp) (%)
1 | Hotel dan Restoran 174.793,140 0,30
2 | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan 777.242,721 1,33
Listrik, Presisi, Optik dan Jam
3 | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 917.395,207 1,57
4 | Industri Karet dan Plastik 2.268.869,243 3,89
5 | Industri Kayu 1.721.615,345 2,95
6 | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 2.911.384,859 4,99
7 | Industri Kertas dan Percetakan 9.004.275,257 15,44
8 | Industri Kimia Dan Farmasi 9.438.503,411 16,18
9 | Industri Lainnya 775.070,412 1,33
10 | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan 3.468.932,242 5,95
Peralatannya
11 | Industri Makanan 4.264.577,172 7,31
12 | Industri Mineral Nonlogam 712.562,426 1,22
13 | Industri Tekstil 2.827.447,996 4,85
14 | Jasa Lainnya 963.823,393 1,65
15 | Kehutanan 6.160,880 0,01
16 | Konstruksi 59.758,864 0,10
17 | Listrik, Gas dan Air 887.626,408 1,52
18 | Perdagangan dan Reparasi 1.228.126,862 2,11
19 | Perikanan 32.801,068 0,06
20 | Pertambangan 11.268.005,062 19,32
21 | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 573.174,718 0,98
22 | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan 292.646,080 0,50
23 | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 3.744.349,987 6,42
Total 58.319.142,755

wowi 2025 g7 l
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Gambar 3.23
Penyelenggaraan Forum Diskusi: Optimalisasi Hilirisasi
Perikanan untuk Percepatan Transformasi Ekonomi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan
berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian nilai
PMDN berorientasi ekspor salah satunya melalui
Penyelenggaraan Forum Diskusi: Optimalisasi
Hilirisasi Perikanan untuk Percepatan Transformasi
Ekonomi. Forum ini bertujuan untuk mengakselerasi
program hilirisasi di sektor kelautan dan perikanan,
sebagai salah satu pilar utama dalam transformasi
ekonomi nasional. Pembahasan difokuskan pada
upaya peningkatan nilai tambah komoditas perikanan,
penguatan daya saing produk olahan melalui ekspor ke
pasarglobal, sertaidentifikasi peluangdan penanganan
tantangan struktural yang dihadapi sektor tersebut.

Forum tersebut dihadiri oleh kurang lebih 100
peserta yang terdiri atas asosiasi pelaku usaha sektor
perikanan, pelaku usaha PMDN, serta pelaku usaha
PMA. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan
Kementerian/Lembaga terkait sebagai narasumber,
antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan serta
Kementerian Perindustrian.
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Forum ini tidak hanya berfokus pada penyampaian
informasi mengenai peluang investasi sektor perikanan
di Indonesia, tetapi juga menjadi wadah penguatan
jejaring (networking) antara pelaku usaha PMDN dan
PMA. Melalui rangkaian sesi diskusi dan pertemuan
yang melibatkan pelaku usaha maupun asosiasi, terjalin
komunikasi yang konstruktif serta pertukaran informasi
terkait minat investasi, potensi kebutuhan rantai pasok,
serta peluang kemitraan dan pengembangan bisnis
yang dapat dilakukan secara bersama.

Kegiatan lain dalam rangka mendukung pencapaian
nilai PMDN berorientasi ekspor adalah Kegiatan
Business Talk & Networking between Thailand-
Indonesia. Kegiatan Business Talk and Networking
between Thailand-Indonesia merupakan kolaborasi
antara Board of Investment Thailand dan Royal Thai
Embassy di Jakarta. Kegiatan ini mempertemukan
delegasi investor dan kamar dagang Thailand dengan
pelaku bisnis serta KADIN di Indonesia. Kegiatan
dilaksanakan sebagairangkaian sesiuntukmemberikan
praktis dan strategis mengenai iklim
investasi di Indonesia serta pertemuan perusahaan,
investor, atau pengusaha Indonesia dan Thailan yang
tertarik menjalin potensi kolaborasi bisnis. Beberapa
perusahaan asal Thailand yang hadir di antaranya IMCO
Food Pack, Srimek Corporation Company Limited,
Super Solar Energy, R.J London Chemical Industries
dan TFP Industrial. Adapun pihak Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga turut mengundang
beberapa PMDN di antaranya PT. Mubarok Martadikara
Putra, PT. PGN Tbk dan PT. ABM Investama. Kegiatan
ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi
mengenai peluang dan prosedur investasi di Indonesia,
tetapi juga menjadi wadah penguatan jejaring
(networking) antara perusahaan dan investor asal
Thailand dan Indonesia. Melalui rangkaian sesi diskusi
dan pertemuan, para pelaku usaha dari kedua negara
membangun komunikasi dan saling bertukar informasi
mengenai minat, kebutuhan, serta peluang bisnis
yang dapat dikembangkan bersama. Jejaring yang
telah terjalin ini diharapkan dapat menjadi fondasi
bagi potensi kerja sama konkret di masa depan, baik
dalam bentuk investasi, kemitraan strategis, maupun
kolaborasi usaha lintas sektor.

informasi
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Gambar 3.24
Business Talk & Networking between Thailand-Indonesia

Faktor pendorong pencapaian kinerja nilai PMDN
berorientasi ekspor Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM tahun 2025 di antaranya:

1. Kebijakan hilirisasi dan industrialisasi nasional
yang mendorong pelaku usaha domestik
berorientasi ekspor, sehingga meningkatkan
investasi dalam negeri pada sektor pengolahan
bernilai tambah dan produk ekspor;

2. Kemudahan perizinan berusaha dan kepastian
regulasi bagi investor dalam negeri, melalui
optimalisasi perizinan berusaha berbasis risiko
(OSS-RBA) dan  penyederhanaan  prosedur
investasi berorientasi ekspor;

3. Pengembangan kawasan industri dan sentra
produksi berorientasi ekspor, termasuk kawasan
industri, kawasan ekonomi khusus, dan klaster
industri berbasis komoditas unggulan daerah;

4. Peningkatan akses pembiayaan dan insentif
bagi pelaku usaha domestik berorientasi ekspor,
melalui fasilitas pembiayaan investasi, insentif
fiskal/nonfiskal, serta dukungan lembaga
pembiayaan nasional;

. Penguatan daya saing produk dalam negeri di

pasar global, melalui standardisasi, sertifikasi,
peningkatan kualitas produk, dan fasilitasi ekspor
bagi industri nasional;

. Konektivitas logistik dan integrasi rantai pasok

ekspor yang semakin efisien, termasuk dukungan
infrastruktur transportasi, pelabuhan, dan sistem
distribusi yang terhubung dengan pasar ekspor;

. Peningkatan kapasitas dan kesiapan pelaku usaha

domestik untuk ekspor, melalui pendampingan,
promosi, kemitraan usaha, dan integrasi dalam
rantai nilai global;

. Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam

pengembangan investasi domestik berorientasi
ekspor, termasuk fasilitasi proyek PMDN ekspor,
penyelesaian hambatan usaha, dan promosi
investasi daerah.
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Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi berbagai faktor penghambat dalam pencapaian kinerja
nilai PMDN berorientasi ekspor di antaranya:

1. Dinamika permintaan pasar global dan kebijakan 4. Tuntutan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola

. Keterbatasan

proteksionisme. Perubahan permintaan di pasar
ekspor, meningkatnya proteksionisme, perang
dagang, serta penurunan daya beli negara tujuan
ekspor ketidakpastian  prospek
pasar bagi produk berorientasi ekspor. Kondisi
ini menyebabkan pelaku usaha dalam negeri
cenderung menahan ekspansi dan realisasi
investasi, sehingga berdampak pada belum
optimalnya capaian nilai PMDN berorientasi ekspor.

menimbulkan

. Perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan

internasional seperti tarif, kuota, dan standar
teknis yang diberlakukan negara tujuan ekspor,
menjadi hambatan bagi kepastian akses pasar.
Ketidakpastian ~ regulasi ini  meningkatkan
risiko usaha dan biaya kepatuhan, sehingga
mempengaruhi minat serta realisasi penanaman
modal dalam negeri yang berorientasi ekspor.
pelabuhan, logistik,
dan transportasi seperti fasilitas pelabuhan, sistem
logistik, dan jaringan transportasi yang belum
memadai menghambat kelancaran distribusi produk
ekspor. Inefisiensi rantai pasok meningkatkan biaya
dan waktu pengiriman, menurunkan daya saing
produk, serta mengurangi daya tarik investasi PMDN
pada sektor berorientasi ekspor.

infrastruktur

“aneron 2025

(ESG). Isu lingkungan, sosial, dan tata kelola
dalam proses produksi dan ekspor menimbulkan
tekanan dari konsumen dan regulator di pasar
global. Persyaratan keberlanjutan yang semakin
ketat memerlukan penyesuaian proses produksi
dan investasi tambahan, yang bagi sebagian
pelaku usaha domestik menjadi kendala dalam
merealisasikan investasi berorientasi ekspor.

. Sistem 0SS belum efektif dalam mendorong

investasi berorientasi ekspor. Proses pengajuan
Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem
0SS belum secara sistematis menangkap atau
mengkategorikan calon
investor PMDN. Tidak adanya fitur 'tagging' atau
penandaan khusus untuk proyek-proyek yang
memiliki orientasi ekspor menyebabkan hilangnya
kesempatan untuk memberikan insentif atau
fasilitasi khusus bagi investor yang berkomitmen
untukmengeksporproduknya.Halinimenghambat
upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi
PMDN berorientasi ekspor terhadap neraca
perdagangan dan pertumbuhan ekonominasional,
serta tidak selaras dengan peluang yang ada,
seperti meningkatnya Global Production Network
dan Global Value Chain.

rencana ekspor dari
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Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian
kinerja nilai PMDN berorientasi secara berkelanjutan.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan melakukan
beberaparencanatindaklanjutke depandiantaranya:

1. Penguatan koordinasi lintas unit kerja akan
dilakukan untuk mengintegrasikan pendataan
rencana ekspor ke dalam proses pengajuan
Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Sistem OSS.
Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan
data pelaku usaha berorientasi ekspor sejak tahap
perizinan berusaha, sehingga potensi penanaman
modal dalam negeri (PMDN) berorientasi ekspor
dapat teridentifikasi dan dimonitor secara lebih
akurat. Integrasi pendataan rencana ekspor
dalam 0SS diharapkan meningkatkan kualitas
basis data investasi, mempermudah pemetaan
sektor dan pelaku usaha berorientasi ekspor, serta
mendukung perumusan kebijakan dan fasilitasi
yang lebih tepat sasaran. Dengan koordinasi yang
lebih terstruktur dan sistem pendataan yang
terintegrasi, realisasi PMDN berorientasi ekspor
dapat dipantau dan didorong secara lebih efektif
sehingga target indikator kinerja yang ditetapkan
dapat tercapai.

2. Peningkatan sinkronisasi dan integrasi dengan
stakeholder terkait. Memperkuat koordinasi,
sinkronisasi, dan integrasi dengan kementerian/

lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku
usaha sebagai bahan penyusunan rencana
pengembangan penanaman modal berorientasi
ekspor pada periode berikutnya. Upaya ini
bertujuan menghasilkan perencanaan yang lebih
komprehensif, berbasis kebutuhan pasar ekspor,
dan selaras lintas sektor.

. Penguatan monitoring dan evaluasi program

perencanaan penanaman modal berorientasi
ekspor. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
secara berkala terhadap pelaksanaan program
dan kegiatan perencanaan penanaman modal,
khususnya pada sektor SDA dan industri
manufaktur berorientasi ekspor, guna memastikan
kesesuaian dengan target indikator kinerja dalam
Renstra dan Perjanjian Kinerja. Hasil evaluasi
digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan
percepatan realisasi PMDN berorientasi ekspor.

. Penguatan pemantauan tindak lanjut stakeholder

atas hasil perencanaan. Memperkuat mekanisme
pemantauanterhadaptindaklanjutyangdilakukan
stakeholder atas kegiatan perencanaan yang telah
disusun, melalui forum koordinasi dan pelaporan
berkala. Langkah ini penting untuk memastikan
rekomendasi dan rencana pengembangan
penanaman modal berorientasi ekspor dapat
diimplementasikan secara efektif oleh pihak
terkait, sehingga kontribusinya terhadap capaian
PMDN berorientasi ekspor dapat optimal.
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Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja kontribusi realisasi investasi luar Jawa sebesar
98,46% atau terkategori baik pada tahun 2025. Jika dibandingkan realisasi tahun 2024, capaian kinerja tahun
2025 memiliki penurunan sebesar 1,72 persen. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus menunjukkan
komitmen dalam rangka peningkatan kontribusi realisasi investasi luar jawa sepanjang tahun 2025.

Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja Utama Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa

SS-1:
Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata

IKU-7:
Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa (%)

2025 Capaian | Normalisasi | Realisasi Capaian Target Akhir | Capaian Kinerja Kategori
Kinerja Capaian PK Tahun Kinerja 2025 Renstra 2025 terhadap Capaian

T R 2025 2024 terhadap 2029 Target Akhir Kinerja

(%) Realisasi 2024 Renstra 2029 Tahun 2025
(%) (%)
52,1 51,3 98,46 98,5 52,2 1,72 53,20 96,43 Baik

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus
berkomitmen untuk mewujudkan investasi yang
merata, termasukrealisasiinvestasidiluarpulauJawa.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan
ekonomi antara wilayah, serta memastikan bahwa
pembangunan tidak hanya terpusat di daerah Jawa,
melainkan juga menjangkau daerah-daerah lain
yang memiliki potensi besar untuk berkembang.
Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun
2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

menargetkan kontribusi realisasi investasi luar jawa

LAPORAN
KINERJA

2025

mencapai 52,10 persen. Pada tahun 2025 realisasasi
investasi luar Jawa sebesar Rp991,2 triliun atau 51,3
persen. Lima provinsi dengan realisasi investasi
tertinggi di luar Pulau Jawa di antaranya: 1) Sulawesi
Tengah denganrealisasiinvestasi sebesar 127,2 triliun;
2) Maluku Utara dengan realisasi investasi sebesar
90,7 triliun; 3) Kalimantan Timur dengan realisasi
investasi sebesar 87,8 trilium; 4) Riau dengan realisasi
investasi sebesar 69, 5 triliun; dan 5) Kepulauan Riau
dengan realisasi investasi sebesar 64,7 triliun.
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Tabel 3.14
Nilai Realisasi Penanaman Modal di Luar Jawa

Investasi Tumbuh
Indonesia Maju

No Provinsi Realisasi Investasi | Kontribusi
(Juta Rp) (%)
1 | Sulawesi Tengah 127,18 12,83
2 | Maluku Utara 90,70 9,15
3 | Kalimantan Timur 87,79 8,86
4 | Riau 69,47 7,01
5 | Kepulauan Riau 64,68 6,52
6 | Sumatera Selatan 62,67 6,32
7 Nusa Tenggara Barat 59,19 5,97
8 | Sumatera Utara 58,53 5,91
9 | Kalimantan Barat 51,04 5,15
10 | Bali 42,82 4,32
11 | Kalimantan Selatan 32,86 3,31
12 | Sulawesi Tenggara 28,97 2,92
13 | Papua Tengah 28,46 2,87
14 | Kalimantan Utara 27,43 2,77
15 | Kalimantan Tengah 23,97 2,42
16 | Sulawesi Selatan 19,54 1,97
17 | Jambi 17,27 1,74
18 | Sumatera Barat 16,81 1,70
19 | Lampung 15,20 1,53
20 | Kepulauan Bangka Belitung 10,33 1,04
21 | Sulawesi Utara 10,13 1,02
22 | Papua Selatan 9,38 0,95
23 | Aceh 9,00 0,91
24 | Papua Barat 7,08 0,71
25 | Gorontalo 5,21 0,53
452 2025
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No Provinsi Realisasi Investasi | Kontribusi
(Juta Rp) (%)
26 | Nusa Tenggara Timur 4,86 0,49
27 | Papua Barat Daya 3,54 0,36
28 | Bengkulu 3,03 0,31
29 | Sulawesi Barat 1,67 0,17
30 |Papua 1,26 0,13
31 | Maluku 1,13 0,11
32 | Papua Pegunungan 0,01 0,00
Jumlah 991,20 | 100,00
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah  Kegiatan  Monitoring dan  Evaluasi (Monev)
melakukan kegiatan Penerapan layanan fasilitasi Rekomendasi Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan

promosi penanaman modal secara end to end,
artinya unit Deputi Bidang Promosi Penanaman
Modal memberikan layanan promosi tentang peluang
investasi di Indonesia kepada calon-calon investor,
memberikan layanan konsultasi, pendampingan
atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan
sebelum memutuskan untuk berinvestasi sampai
dengan layanan bimbingan kepada calon investor
untuk mendapatkan perizinan NIB dan/atau NKU.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah
melakukan koordinasi dengan Unit lain di lingkup
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, baik
unit Deputi Bidang Perencanaan dalam mengupdate
potensi dan peluang investasi di Indonesia, Unit
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman
Modal agar iklim investasi ramah bagi investor, dan
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal terkait
fasilitasi perizinan berusaha maupun terkait insentif
penanaman modal.
Hilirisasi/BKPM juga telah melakukan koordinasi
yang terjaga antara Unit Deputi Bidang Promosi
Penanaman Modal dengan kantor IIPC dan KDEI
dalam mengawal masuknya rencana investasi baru.

Kementerian Investasi dan

LAPORAN
KINERJA

2025

Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan
Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah
dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai tindak lanjut
atas hasil rekomendasi Penilaian Kinerja PTSP dan
Kinerja PPB Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kegiatan
ini dilaksanakan terhadap 38 provinsi di seluruh
Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha
dan percepatan pelaksanaan berusaha di daerah
melalui inventarisasi tindak lanjut rekomendasi hasil
penilaian kinerja, memetakan capaian perbaikan
kinerja pemerintah daerah, serta mengidentifikasi
kendala implementasi kebijakan perizinan berusaha
di daerah. Kegiatan dilakukan secara bertahap mulai
dari sosialisasi, inventarisasi hasil rekomendasi,
pendampingan teknis coaching clinic,
hingga penyampaian hasil Monev. Hasil kegiatan
menunjukkan  bahwa secara kinerja
pemerintah daerah mengalami peningkatan, namun
masih terdapat beberapa daerah yang memerlukan
pembinaan lanjutan terutama pada aspek kapasitas
sumber daya manusia, implementasi sistem perizinan
berusaha berbasis risiko, koordinasi lintas perangkat

melalui

umum
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daerah, serta dukungan sarana dan prasarana
pelayanan. Melalui kegiatan ini, Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM memberikan rekomendasi
perbaikan serta apresiasi kepada pemerintah daerah
yang menunjukkan komitmen dalam peningkatan
kinerja pelayanan investasi, sehingga diharapkan
dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam
mendorong peningkatan
penciptaan lapangan kerja.

realisasi investasi dan

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah
melakukan kegiatan Fasilitasi Western Australian
Chinese Chamber of Commerce (WACCC). Western
Australian Chinese Chamber of Commerce (WACCC)
merupakanorganisasinon-profityangmenghubungkan
pengusaha-pengusaha dengan
Tiongkok melalui networking, seminar bisnis, dan

Australia  Barat

Indonesia Maju

business matching. Kunjungan dari delegasi WACCC
dalam rangka ASEAN Business Mission ini dilaksanakan
dengan tujuan untuk menjajaki peluang investasi di
Indonesia dan memahami lingkungan bisnis serta
kebijakan pemerintah yang mendukung investasi di
Indonesia. Pada pertemuan ini, Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan program-program
pemerintah yang memudahkan investor asing untuk
berinvestasi di Indonesia kepada delegasi. Selain itu
pada pertemuan ini juga diadakan sesi diskusi antara
perwakilan delegasi dengan Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM. Dalam sesi ini, delegasi menanyakan
berbagai hal terkait ketentuan investasi di Indonesia,
mulai dari perpanjangan visa investor, persyaratan
kemitraan dengan perusahaan lokal, kebijakan
kontrol mata uang, hingga peluang investasi dan batas
minimum investasi.

Gambar 3.25
Fasilitasi Western Australian Chinese Chamber of Commerce (WACCC)

wom 2025 o5 .
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Faktor Pendorong

Faktor pendorong pencapaian kinerja kontribusi
realisasi investasi luar Jawa Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 diantaranya:

1. Kebijakan pemerintah yang mendukung investasi
di luar Jawa seperti misalnya Insentif fiskal dan
non-fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan
pembebasan biaya lahan di kawasan industri luar
Jawa meningkatkan daya tarik investasi. Selain itu
juga adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah memberikan kewenangan yang lebih luas
kepada pemerintah daerah dalam menciptakan
iklim investasi yang kondusif.

2. Ketersediaan Kawasan industri dan infrastruktur
pendukung melalui pengembangan kawasan
industri, zona ekonomi khusus, dan pelabuhan/
logistik memudahkan investor menanamkan
modal di luar jawa. infrastruktur transportasi,
energi,dan telekomunikasiyang memadai menjadi
faktor utama percepatan realisasi investasi.

3. Potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia lokal dimana daerah luar Jawa memiliki
potensi SDA yang melimpah untuk sektor industri,
pertambangan, dan manufaktur berbasis lokal.
Ketersediaan tenaga kerja lokal yang cukup dan
program pelatihan meningkatkan kemampuan
SDM untuk mendukung investasi.

4. Dukungan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi
Layanan Satu Pintu, seperti misalnya koordinasi
dengan instansi pusat mempercepat penyelesaian
hambatan administratif dan teknis bagi investor.

5. Upaya pemerataan investasi dan relokasi industri
melalui program relokasi industri dari Jawa ke
luar Jawa untuk mengurangi kepadatan dan
pemerataan pembangunan mendorong kontribusi
investasi di luar Jawa.

6. Dukungan Jaringan Pasar dan Akses Ekspor.

7. Stabilitas Sosial dan Keamanan Daerah

“aneron 2025

Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
menghadapi berbagai faktor penghambat dalam
pencapaian kinerja kontribusi realisasi investasi luar
Jawa, meskipun capaian kinerja pada tahun 2025
telah berpredikat baik diantaranya:

1. Keterbatasan infrastruktur dan sistem logistik.
Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta
jaringan logistik di luar Pulau Jawa masih belum
merata, sehingga meningkatkan biaya distribusi
dan waktu tempuh. Kondisi ini menurunkan
efisiensi usaha dan daya tarik investasi, yang
berdampak pada belum optimalnya realisasi
penanaman modal di daerah.

2. Tingginya biaya operasional dan produksi. Biaya
energi, transportasi, bahan baku, serta pengadaan
sarana produksi di luar Pulau Jawa relatif lebih
tinggi dibanding wilayah Jawa. Struktur biaya yang
kurang kompetitif ini mempengaruhi kelayakan
finansial proyek investasi dan menahan keputusan
realisasi penanaman modal.

3. Keterbatasan sumber daya manusia terampil.
Ketersediaan tenaga kerja terampil dan kompeten
sesuai kebutuhan sektor usaha masih terbatas
di banyak daerah luar Jawa. Kesenjangan
kompetensi ini mengurangi produktivitas dan
meningkatkan biaya pelatihan bagi investor,
sehingga mempengaruhi minat dan realisasi
investasi.

4. Proses perizinan dan regulasi yang masih
kompleks. Proses perizinan berusaha dan
implementasi  regulasi di  daerah  masih
menghadapi  kendala koordinasi, kepastian
waktu layanan, dan harmonisasi kebijakan pusat-
daerah. Kompleksitas ini menambah risiko usaha
dan memperlambat realisasi penanaman modal di
luar Pulau Jawa.
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5. Keterbatasan akses pasar dan jaringan bisnis.
Akses terhadap pasar, rantai pasok, serta jejaring
kemitraan usaha di luar Pulau Jawa belum
berkembang optimal. Keterbatasan konektivitas
pasar ini mengurangi skala ekonomi dan prospek
pengembangan usaha, sehingga berdampak pada
rendahnya realisasi investasi.

6. Ketidakpastian kondisi ekonomidan sosial daerah.
Variasi kondisi ekonomi, stabilitas sosial, serta
kesiapan ekosistem usaha di sejumlah wilayah
luar Jawa masih menjadi pertimbangan risiko
bagi investor. Persepsi risiko yang lebih tinggi
menyebabkan investor cenderung menunda atau
mengalihkan investasi ke wilayah yang lebih siap.

7. Kurangnya promosi dan fasilitasi investasi daerah.
Upaya promosi peluang investasi serta fasilitasi
proyek di luar Pulau Jawa masih terbatas dan
belum terintegrasi. Informasi potensi daerah yang
belum tersampaikan secara luas serta minimnya
pendampingan proyek menyebabkan peluang
investasi belum sepenuhnya terealisasi, sehingga
target nilai realisasi penanaman modal di luar
Pulau Jawa belum tercapai optimal.

Indonesia Maju

Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian
kinerja kontribusi realisasi investasi luar Jawa.
Kementerian dan Hilirisasi/BKPM akan
melakukan beberapa rencana tindak lanjut ke depan

Investasi
diantaranya:
infrastruktur pendukung investasi.

pembangunan dan
infrastruktur ~ dasar

1. Penguatan
Mendorong percepatan
peningkatan  kualitas
seperti jalan, pelabuhan, energi, dan logistik
melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah guna meningkatkan
konektivitas dan menurunkan biaya usaha.

2. Peningkatan kualitas dan ketersediaan SDM.
Mengembangkan program peningkatan
kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor
unggulan daerah melalui sinergi dengan instansi
terkait, dunia usaha, dan lembaga pendidikan/
pelatihan.

3. Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi.
Melakukan evaluasi serta harmonisasi regulasi
pusat dan daerah untuk menciptakan kepastian
hukum, mempercepat proses perizinan, dan
mengurangi hambatan administratif bagi investor.

4. Peningkatan kemudahan berusaha dan layanan
investasi. Memperkuat kualitas layanan perizinan
dan fasilitasi investasi, termasuk pendampingan
proyek strategis di guna

kepercayaan dan
mempercepat realisasi penanaman modal.

5. Koordinasi dan pengawalan implementasi
kebijakan. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan
dan tindak lanjut di daerah untuk memastikan
efektivitas upaya yang dilakukan dalam mendorong
peningkatan realisasi penanaman modal.

luar Pulau Jawa,

meningkatkan investor

“anern 2025
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Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja nilai realisasi penanaman modal di bidang
hilirisasi sebesar 112,02% atau terkategori istimewa pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi
tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 43,23 persen. Hal ini menujukkan komitmen dan kinerja postif
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam penigkatan nilai realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang

tahun 2025.

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi

SS-1:
Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata

IKU-8:
Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi (Rp Triliun)
2025 Capaian | Normalisasi | Realisasi Capaian Target Akhir | Capaian Kinerja Kategori
Kinerja Capaian PK Tahun Kinerja 2025 Renstra 2025 terhadap Capaian
T R 2025 2024 terhadap 2029 Target Akhir Kinerja
(%) Realisasi 2024 Renstra 2029 Tahun 2025
(%) (%)

521,4 584,1 112,02 110,00 407,8 43,23 901,6 64,78 Istimewa
Total Realisasi Investasi Hilirisasi Januari - Desember 2025 iy 3 Top 5 Lokasi Hilirisasi
Rp 584,1 Triliun  Avovasax : N —
30,2% dari Total Realisasi Investasi Januari - Desember 2025 Rp110,07 oSl

Mineral dan Batubara (TotalRp 373,1T)

Nikel Rp185,2T | BesiBaja Rp39,2T *) Lainnya: Pasir Silika, } ' '
Emas, Perak, Kobalt, [ = ra
Tembaga Rp65,9T Timah Rp11,3T Mangan, Batubara, ! & v’
- Aspal Buton Luar Jawa I PP \\ s
Bauksit Rp53,1T | Lainnya* Rp 18,47 (71,1%) Rp415,4 T : Ro71,4T " Rp38IT
Perkebunan dan Kehutanan (TotalRp 144,5T) Top 5 Negara asal PMA (USD Miliar)
Kelapa Sawit Rp62,8T Karet Rp12,9T *) Lainnya: Pala, PMDN (26,5%)
Pinus, Kelapa, Rp154.5T 1+ AR
Kayu Log Rp62,2T | Lainnya*  Rp6,6T* Kakao, dan Biofuel sngoprs. | 7 ©
|
Minyak dan Gas Bumi (Total Rp 60,0T) @) revesr I 2
PMDN I
Minyak Bumi Rp41,77 l Gas Bumi Rp18,3T p— ra Tongeox [ 42
Y A
Perikanan dan Kelautan (TotalRp 6,4T) ‘ &
: . £
Komoditas pada sektor ini termasuk Garam, Ikan TCT (Tuna, Cakalang, Tongkol), Udang, PMA (73,5%) y e
Rumput Laut, Rajungan, dan Tilapla de?Q_SVT '

. -

: E Amerika Serikat -1.5

Gambar 3.26
Nilai Realisasi Bidang Hilirisasi Tahun 2025
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Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi
pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp584,1 triliun,
melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp521,4
triliun, atau mencapai 112,02 persen. Dibandingkan
dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp407,8 triliun,
nilai investasi hilirisasi pada tahun 2025 tumbuh
signifikan sebesar 143,23 persen. Secara kumulatif,
realisasi investasi hilirisasi tahun 2025 telah mencapai
64,78 persen dari target akhir Rencana Strategis
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun
2029 yang ditetapkan sebesar Rp901,6 triliun.

Berdasarkan sektor komoditas, investasi hilirisasi
pada tahun 2025 masih didominasi oleh sektor
mineral dan batubara dengan nilai Rp373,1 triliun,
terutama berasal dari komoditas nikel (Rp185,2
triliun), tembaga (Rp65,9 triliun), dan bauksit (Rp53,1
triliun). Sektor perkebunan dan kehutanan sebesar
berkontribusi senilai Rp144,5 triliun, yang didominasi
oleh komoditas kelapa sawit (Rp62,8 triliun) dan kayu

Indonesia Maju

log (Rp62,2 triliun). Sementara itu, sektor minyak
dan gas bumi mencatatkan investasi sebesar Rp60,0
triliun, serta sektor perikanan dan kelautan sebesar
Rp6,4 triliun. Dari sisi wilayah, investasi hilirisasi
masih terkonsentrasi di luar Pulau Jawa dengan porsi
71,1 persen (Rp415,4 triliun), sedangkan Pulau Jawa
menyumbang 28,9 persen (Rpl168,7 triliun). Lima
lokasi utama investasi hilirisasi berada di Sulawesi
Tengah (Rp110,0 triliun), Maluku Utara (Rp74,8 triliun),
Jawa Barat (Rp71,4triliun), Banten (Rp41,3 triliun),
dan Jawa Timur (Rp36,7 triliun), mencerminkan
keterkaitan investasi hilirisasi dengan lokasi sumber
daya alam dan kawasan industri pengolahan.
Berdasarkan asal negara, investasi PMA pada sektor
hilirisasi didominasi oleh Singapura, Hong Kong (RRT),
Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, dan Amerika
Serikat, yang menunjukkan kuatnya peran investor
kawasan Asia dalam mendorong pengembangan
industri hilirisasi di Indonesia.

Hilirisasi Per Tri Wulan (Rp Triliun)

TW IV 2024 TW 12025

Gambar 3.27

Nilai Investasi Bidang Hilirisasi TW IV 2024-TW IV 2025

144.5

TW 112025

150.6 152.7
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KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah
melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian
target nilai investasi di bidang hilirisasi pada tahun
2025. Kementerian

Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan
sejumlah kegiatan penyusunan Rencana Aksi
Nasional Hilirisasi Investasi Strategis: Kolaborasi Aksi
untuk Akselerasi Hilirisasi (KOALISI); Fasilitasi Hilirisasi
Investasi Strategis; Rencana Aksi Nasional Hilirisasi
Investasi Strategis: Aksi Sinergi Rekonsiliasi Akselerasi
Hilirisasi (AGREGASI); Penyusunan Proposal Bisnis
Hilirisasi Investasi Strategis; dan Rencana Aksi Strategi
dan Tata Kelola di Bidang Hilirisasi.

Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis:
KolaborasiAksiuntuk AkselerasiHilirisasi (KOALISI)
dilaksanakan sebagai mekanisme koordinasi terpadu
dalam rangka percepatan realisasi proyek hilirisasi
prioritas nasional. KOALISI mengintegrasikan sinergi
lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan,
meliputi hilirisasi mineral, batubara, minyak bumi,

l

>

- -

.
L

Gambar 3.28
Kunjungan Lapangan dan Rapat Koordinasi Renaksi KOALISI
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gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan
kelautan. Pada tahun 2025, pengawalan dilakukan
terhadap 43 perusahaan yang tersebar di tujuh
provinsi strategis dengan total rencana investasi
sebesar Rp134,57 triliun.

Melalui koordinasi teknis, lapangan,
identifikasi dan fasilitasi penyelesaian isu, serta
penyelarasan kebijakan lintas Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah, realisasi investasi kumulatif
sampai dengan Triwulan Il Tahun 2025 pada proyek
yang dikawal mencapai Rp83,64 triliun. Selain
itu, berdasarkan hasil pengawalan dan validasi
lapangan, teridentifikasi tambahan potensi realisasi
investasi sebesar Rp22,66 triliun. Capaian tersebut
mencerminkan efektivitas peran Kedeputian Hilirisasi
Investasi Strategis dalam mempercepat progres
proyek dari tahap konstruksi menuju produksi/
komersial, serta mendukung peningkatan investasi
hilirisasi yang bernilai tambah dan berorientasi pada
penguatan struktur industri nasional.

kunjungan




(Lenew —(_eaev )j—(_i

Investasi Tumbuh
Indonesia Maju

Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi dan pendampingan
kepada investor terkait kebijakan, perizinan investasi serta isu lain terkait investasi yang dihadapi investor
sebelum merealisasiskan investasinya di sektor hilirisasi. Beberapa pelaku usaha yang telah dilakukan fasilitasi
dalam hal pengawalan kendala dalam pelaksanaan realisasi investasinya di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Daftar Perusahaan yang Mendapatkan Fasilitasi Penyelesaian Kendala Investasi Sektor Hilirisasi Tahun 2025

No Perusahaan Jenis Industri

1 | PT Kalimantan Alumina Nusantara Smelter

2 | PT Bintan Elektrolitik Aluminium Smelter

3 | PT Batam Timah Sinergi Industri Kimia

4 | PT. Pupuk Sriwidjaja Industri Pupuk

5 | PT Butonas Petrochemical Indonesia Industri Petrokimia
6 | PT Taikun Petro Chemical Industri Petrokimia
7 | PT. Sasi and Sons Indonesia Industri Kelapa

8 | PT. Freenov Food Industri (PT FFI) Industri Kelapa

9 | PT. Green Power Palembang Industri Kelapa
10 | PT Tamron Akuatik Produk Industri Pengolahan udang
11 | PT Keloa Biotech Internasional Pengolahan ikan
12 | PT Aquafarm Nusantara Pengolahan ikan
13 | LONGI Industri panel surya
14 | PT CATL Industri Baterai EV
15 | PT Infineon Technologies Batam Industri semikonduktor (ATP)

Total rencana investasi 15 perusahaan yang telah di
fasilitasi mencapai Rp133,68 triliun. Beberapa kendala
yang telah berhasil di identifikasi dan diselesaikan
melalui kegiatan fasilitasi tahun 2025 diantaranya
terkait (i) perizinan: Proses penerbitan izin yang

yang cukup lama; dan Kerumitan prosedur (contoh:

Pelepasan Kawasan hutan; AMDAL); (ii) Sumber
Daya Manusia: Keterbatasan jumlah SDM terampil;
(iii) Bahan baku: Kelangkaan bahan baku; (iv) Sistem
0SS: Sistem bermasalah; dan (v) Regulasi: Belum ada
regulasi yang mengatur.
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Gambar 3.29

BAB Ill — AKUNTABILITAS KINERJA

. l

Fasilitasi Pelepasan Ekspor Ikan Tilapia PT Regal Spring Indonesia ke Amerika

Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi
Strategis: Aksi Sinergi Rekonsiliasi dan Pengawalan
Akselerasi Hilirisasi (AGREGASI) Tahun 2025 adalah
melakukan aksiterpadu antara unit-unitdilingkungan
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Aksi
sinergi ini bertujuan untuk mengakselerasi realisasi
proyek-proyek hilirisasi yang tercantum dalam Peta
Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, khususnya yang
memasuki fase implementasi (2025-2029) di sektor
mineral dan batu bara, perkebunan, kehutanan,
minyak dan gas bumi, serta perikanan dan kelautan.
Adapun tujuan utama dari kegiatan ini dirumuskan ke
dalam 2 (dua) pilar aksi sebagai berikut:

1. Pengawalan proyek hilirisasi investasi strategis
a. Analisis mendalam
hambatan dan peluang dalam ekosistem

hilirisasi di komoditas pasir silika, kelapa dan

terhadap tantangan,

kelapa sawit yang meliputi aspek rantai pasok,
infrastruktur, teknologi, sumber daya manusia
(SDM), dan kerangka regulasi.

b. Fasilitasi dialog dan
pemerintah, pelaku industri, dan pemangku
kepentingan lainnya melalui serangkaian one-

koordinasi antara

on-one meeting dan/atau kunjungan lapangan
di berbagai lokasi strategis.

LAPORAN
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c. Perumusan dokumen Rencana Aksi yang
konkret, spesifik, dan dapat ditindaklanjuti
(actionable) untuk setiap komoditas. Dokumen
ini akan menjadi panduan untuk mempercepat
realisasi

2. Rekonsiliasi data hilirisasi investasi strategis

a. Penyempurnaan dan pemutakhiran data proyek
hilirisasi berdasarkan pelaporan LKPM triwulan
IV dan triwulan | & Il 2025 yang mencakup jenis
produk dan kapasitas produksi yang seragam
dengan menggunakan satuan (ton).
b. Penyempurnaan database roadmap hilirisasi
yang akurat dan mutakhir.
c. Penyediaan data yang siap diimplementasikan
ke dalam dashboard hilirisasi, sehingga data
industri dapat disajikan
secara terintegrasi dan mudah diakses untuk
mendukung proses evaluasi dan pengambilan
keputusan strategis.

investasi.

terkait ekosistem

Total jumlah data perusahaan (NKU) yang direkonsiliasi
yaitu 16.572 NKU dengan rincian masing-masing sektor
adalah sebagai berikut: (i). Sektor Mineral dan Batu
Bara sebanyak 3.349 NKU, (ii) Sektor Minyak dan Gas
Bumi sebanyak 4.997 NKU, (iii) Sektor Perkebunan dan
Kehutanan sebanyak 4.077, dan (iv) Sektor Perikanan
dan Kelautan sebanyak 4.149 NKU.
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Gambar 3.30
Rapat Koordinasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis AGREGASI Tahun 2025
Komoditas Pasir Silika di Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Strategi dan Tata
Kelola di Bidang Hilirisasi melalui dua kegiatan utama,
yaitu analisis isu permasalahan tata kelola hilirisasi
serta pengawalan isu pengembangan proyek
ekosistem hilirisasi. Pendekatan ini
bahwa setiap rekomendasi tidak berhenti pada tataran
konseptual, tetapi ditransformasikan menjadi langkah
operasional yang terukur dan berdampak.

memastikan

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 10 (sepuluh)
isu strategis yang mencakup penguatan landasan
regulasi melalui penyusunan Perpres Peta Jalan
Hilirisasi Investasi Strategis, penanganan moratorium
smelter nikel, percepatan ekosistem bauksit dan
Smelter Grade Alumina (SGA), serta penguatan daya
saing komoditas kelapa sawit di tengah tantangan
kebijakan global seperti European Union Deforestation
Regulation (EUDR). Selain itu, isu hilirisasi rumput
laut dan udang menyoroti pentingnya transformasi
dari ekspor bahan mentah menjadi produk bernilai
tambah tinggi, sementara sektor minyak bumi
memerlukan kebijakan yang lebih progresif untuk
mendorong investasi kilang berorientasi petrokimia.
Seluruh isu tersebut dianalisis secara komprehensif
untuk
kebutuhan kebijakan, serta skema koordinasi lintas
kementerian/lembaga.

mengidentifikasi  akar  permasalahan,

Dari keseluruhan isu di atas, telah tersusun position
paper atas 3 (tiga) prioritas isu, yakni pengembangan
Battery Energy Storage System (BESS), pengembangan
industri semikonduktor berbasis pasir silika, serta
penguatan ekosistem baterai EV berbasis nikel (NMC)
di tengah dominasi baterai LFP. Ketiga isu ini dipilih
karena relevan dengan tren global transisi energi
dan transformasi industri, sekaligus sejalan dengan
keunggulan komparatif Indonesia pada sumber daya
mineral kritis. Dokumen position paper memuat
analisis strategis dan rekomendasi kebijakan untuk
mempercepat realisasi investasi.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Proposal
Bisnis di 15 (lima belas) Komoditas Strategis
tahun anggaran 2025 merupakan upaya strategis
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk
mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi
yang memberikan nilai tambah, memperkuat struktur
industri nasional, dan mendorong investasi baru.
Penyusunan proposal
pendekatan berbasis data melalui pemetaan aspek
pasar yang mencakup analisis supply-demand, tren
harga global, struktur kompetisi, serta daya saing
Indonesia pada

bisnis dilakukan dengan

setiap komoditas. Contohnya,
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komoditas nikel dan tembaga dianalisis dengan
mempertimbangkan  posisi sebagai
produsen bijih nikel terbesar dunia dan salah satu
produsen tembaga signifikan, yang relevan dalam
pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan
kabel tembaga terintegrasi.

Indonesia

Dalam penyusunannya, proposal bisnis dikaji melalui
tujuh aspek yaitu aspek pasar, aspek lokasi, aspek teknis
dan ekonomi, aspek pembiayaan, aspek hukum, aspek
ESG dan aspek risiko. Aspek pasar menitikberatkan pada
analisis kebutuhan pasar atas produk hilirisasi. Pada
aspek lokasi, mengkaji wilayah potensial untuk dijadikan
basis proyek. Untuk aspek teknis dan ekonomi, proposal
bisnis memasukkan indikator kapasitas produksi
optimal, CAPEX-OPEX, teknologi yang digunakan, plot
plan pabrik, serta estimasi indikator kelayakan ekonomi
seperti IRR, NPV, dan payback period. Aspek pembiayaan
yaitu pemetaan opsi model bisnis, potensi skema
investasi, serta daftar investor potensial baik domestik
maupun global. Aspek hukum, tim menyusun pemetaan
perizinan dari pusat hingga daerah, termasuk SLA,
insentif fiskal dan nonfiskal, serta dukungan kebijakan
hilirisasi di masing-masing sektor. Regulasi lingkungan
dan tata kelola ESG juga dipetakan untuk memastikan
proyek hilirisasi yang dirumuskan memenuhi kaidah
keberlanjutan. Terakhir, aspek risiko mengidentifikasi
risiko yang mungkin dihadapi serta mitigasi yang harus
diambil.

Sebagai bagian dari validasi lapangan, dilakukan
Kunjungan Lapangan ke 15 lokasi komoditas, seperti
Sulawesi Utara untuk kelapa dan ikan TCT, Jawa Timur
untuk udang, garam, dan tembaga, Kalimantan Barat
untuk bauksit, dan lokasi-lokasi lain yang ditetapkan
berdasarkan potensi investasi. Kunjungan lapangan
bertujuan memperkuat data teknis, memastikan
kesiapan lahan, infrastruktur, feedstock,
ekosistem industri di daerah. Kegiatan berikutnya

serta
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adalah Market Outreach, yaitu forum dialog dengan
pelaku usaha, asosiasi industri, investor potensial,
dan para ahli sektor. Market outreach penting untuk
memvalidasi asumsi-asumsi memahami
minat pelaku industri, serta mendapatkan insight
strategis atas tantangan dan peluang hilirisasi di tiap
komoditas. Kegiatan ini dilakukan untuk seluruh 15

komoditas secara terpisah sesuai ketentuan KAK.

pasar,

Dokumen akhir probis ini berupa Executive Summary
dan Info Memo untuk masing-masing komoditas
yang dirancang untuk kebutuhan promosi investasi,
presentasi kepada investor, serta bahan koordinasi
antar-Kementerian / Lembaga
implementasi lengkap dengan
dan daftar investor utama. Rangkaian kegiatan
terakhir penyusunan yaitu Ekspose Proposal Bisnis
Hilirisasi Investasi Strategis, di mana konsultan
mempresentasikan 15 proposal bisnis di hadapan
para pemangku kepentingan. Pada tahapan ini,
konsultan menyajikan analisis final, rekomendasi
kebijakan, serta strategi percepatan realisasi investasi
yang disusun berdasarkan data empiris, masukan
pelaku industri, dan arah kebijakan hilirisasi nasional.
Dokumen Proposal Bisnis yang telah disusun secara
kumulatif menyajikan total potensi investasi sebesar
USD13,75 Miliar dan penyerapan 22.000 tenaga kerja
langsung melalui empat sektor strategis. Sektor
Mineral menjadi sektor dengan potensi investasi
terbesar (USD6.537 juta) dengan potensi penyerapan
tenaga kerja sebesar 6.775 orang. Nilai ini merupakan
potensi investasi dari dari 6 (enam) komoditas utama
yaitu nikel, tembaga, bauksit, timah, besi baja dan
pasir silika. Sektor ini mengandalkan proyek flagship
Industri Aluminium Terintegrasi senilai USD 4.500
Juta. Sektor Minyak dan Gas Bumi mencatatkan
potensi nilai investasi sebesar USD 6.598 Juta (1.657
tenaga kerja) dengan fokus utama pada Industri Soda
Ash. Sementara itu, Sektor Perkebunan mencatatkan
potensi investasi USD 121 Juta (578 tenaga kerja)

dan
key milestones

rencana
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dengan keunggulan pada proyek hilirisasi Kelapa
senilai USD82,4 Juta. Sektor Perikanan dan Kelautan
merupakan sektor dengan potensi penyerapan
tenaga kerja terbanyak sebesar 12.956 tenaga kerja
dari investasi USD 493 Juta, di mana proyek hilirisasi
ikan Tilapia dan Garam Industri menjadi pilar utama.
Secara keseluruhan, kegiatan penyusunan Proposal
Bisnis Hilirisasi Investasi Strategis 15 komoditas
prioritas ini memberikan fondasi komprehensif bagi
percepatan Dengan
landasan analisis yang kuat, validasi lapangan,
konsultasi pasar, dan rekomendasi kebijakan yang
terukur, dokumen ini menjadi instrumen penting
bagi dan Hilirisasi/BKPM
dalam mengawal investasi bernilai tambah tinggi
demi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif,
berkelanjutan, dan berdaya saing global.

investasi hilirisasi nasional.

Kementerian Investasi

Gambar 3.31
Pelaksanaan Indonesia Green Mineral Investment Forum
(IGMIF) 2025

Indonesia Maju

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama
dengan WRI Indonesia menyelenggarakan Indonesia
Green  Mineral Investment  Forum (IGMIF) pada
tanggal 2 Oktober2025 di Ruang Nusantara,
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta.
Sebagai bagian dari rangkaian menuju Indonesia
Sustainability Forum (ISF) 2025, forum ini menjadi
momentum penting untuk memperkuat
menegaskan komitmen Indonesia dalam agenda

dan

hilirisasi  mineral, transisi energi bersih, serta
penciptaan iklim investasi yang lebih inklusif dan
ramah lingkungan. Forum ini mempertemukan

pembuat kebijakan, investor global, pelaku industri,
penyedia teknologi bersih, akademisi dan mitra
pembangunan untuk memperkuat ekosistem
investasi hijau di sektor mineral serta menegaskan
posisi Indonesia sebagai bagian penting dari rantai
pasok global yang berkelanjutan.

]
© IGMIF 2025
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. Dukungan

Faktor pendorong pencapaian kinerja nilai realisasi
penanaman modal di bidang hilirisasi Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025 diantaranya:

. Konsistensi kebijakan nasional hilirisasi sumber

daya alam,yang mendorong peningkatan investasi
pada industri pengolahan dan pemurnian berbasis
komoditas unggulan nasional;

Penyempurnaan regulasi dan kemudahan
perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA),
sehingga mempercepat proses perizinan dan
proyek hilirisasi;

realisasi investasi

. Pengembangan kawasan industri hilirisasi dan

smelter terintegrasi, khususnya di wilayah berbasis
sumber daya, yang menyediakan infrastruktur,
utilitas, dan layanan pendukung industri
pengolahan;

Ketersediaan bahan baku domestik dan jaminan
pasokan hulu-hilir, sehingga meningkatkan
kepastian usaha bagi investor di sektor hilirisasi;
logistik
bagi industri pengolahan, termasuk listrik, gas,
pelabuhan, dan transportasi bahan baku serta

produk hilir;

infrastruktur energi dan

“aneron 2025
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Pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi
investasi seperti
serta fasilitas kepabeanan untuk
industri tambah;
Sinergi kebijakan dan fasilitasi proyek hilirisasi
oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk
percepatan penyelesaian hambatan investasi dan
dukungan implementasi proyek strategis;
Meningkatnya minat investor PMA dan PMDN pada
sektor hilirisasi prioritas, seiring dengan prospek
pasar global produk olahan dan komitmen
pemerintah terhadap industrialisasi berbasis nilai
tambah.

hilirisasi, tax holiday, tax

allowance,

pengolahan bernilai

. Komitmen kuat Pemerintah dalam percepatan

transformasi ekonomi berbasis nilai tambah dan
industrialisasi, keunggulan komparatif Indonesia
pada sumber daya mineral
strategis serta kebutuhan penguatan koordinasi
lintas K/L/D dan pelaku usaha untuk mengatasi
fragmentasi kebijakan dan dukungan analisis
kebijakan berbasis data dan penyusunan Position
Paper sebagai dasar pengambilan keputusan.

dan komoditas
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Faktor Penghambat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
menghadapi berbagai faktor penghambat dalam
pencapaian nialirealisasi penanaman modaldibidang
hilirisasi, meskipun capaian kinerja pada tahun 2025
telah berpredikat istimewa diantaranya:

1. Kondisi geopolitik global yang mendorong sikap
wait and see investor. Kondisi geopolitik global
yang belum stabil menyebabkan meningkatnya
ketidakpastian iklim investasi, khususnya pada
sektor hilirisasi yang umumnya memerlukan nilai
investasi besar, teknologi tinggi, dan kepastian
rantai pasok jangka panjang. Situasi tersebut
mendorong sebagian investor untuk bersikap wait
and see dengan menunda keputusan investasi
maupun pelaksanaan ground breaking proyek
yang telah direncanakan. Penundaan realisasi
investasi ini berdampak langsung pada belum
optimalnya capaian target kinerja nilai realisasi
penanaman modal di bidang hilirisasi. Meskipun
minat investasi dan komitmen awal telah
terbentuk, faktor eksternal seperti dinamika politik
dan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas,
serta risiko rantai pasok menyebabkan investor
menahan ekspansi dan menunggu kondisi yang
lebih kondusif. Akibatnya, konversi dari komitmen
menjadi realisasi investasi berjalan lebih lambat
dari yang ditargetkan.

2. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan industri
hilirisasi menghambat keputusan investasi yang
sering berubah atau tumpang tindih dalam
industri hilirisasi menimbulkan keragu-raguan
signifikan bagi investor. Hal ini menyebabkan
mereka menunda pengambilan keputusan
investasi dan pelaksanaan proyek, secara
langsung menghambat peningkatan nilai realisasi
penanaman modal di sektor hilirisasi.

3. Tekanan  masyarakat/organisasi  masyarakat

serta tekanan internasional terhadap kelestarian
lingkungan hidup yang berpotensi menekan
program hilirisasi. Tekanan yang meningkat
dari masyarakat, organisasi non-pemerintah,
serta komunitas internasional terkait kelestarian
lingkungan hidup, berpotensi memberikan beban
tambahan pada program hilirisasi. Regulasi
lingkungan yang semakin ketat dan tuntutan
akuntabilitas sosial dapat menekan margin
keuntungan, meningkatkan biaya investasi,
dan memperlambat proses perizinan, sehingga
mengurangi minat dan realisasi penanaman
modal di bidang hilirisasi.

. Ketersediaan infrastruktur dasar yang belum

memadai menghambat inisiatif investasi hilirisasi
seperti pasokan listrik yang stabil, akses jalan
yang memadai, dan jaringan telekomunikasi
yang handal, masih belum memenuhi standar
yang dibutuhkan untuk mendukung skala besar
penanaman modal di bidang hilirisasi. Kondisi ini
secara signifikan menekan minat investor karena
tingginya biaya logistik dan operasional, serta
terbatasnya efisiensi produksi, yang pada akhirnya
menghambat realisasi dan pertumbuhan investasi
sektor hilirisasi

. Fragmentasi kebijakan pada isu permasalahan

tata kelola, terdapat keterbatasan dari beberapa
aspek antara lain belum optimalnya sinkronisasi
regulasi lintas K/L/D dan ketidakpastian regulasi
global (EUDR, standar lingkungan, hambatan
non-tarif) yang memengaruhi akses pasar ekspor,
keterbatasan akses pembiayaan dan skema
pendanaan inovatif untuk proyek hilirisasi berisiko
tinggi, terbatasnya insentif fiskal dan nonfiskal
yang kompetitif dibandingkan negara pesaing,
proses perizinan dan pemenuhan persyaratan
lingkungan (AMDAL, IUPM, dll.) yang masih
memerlukan penyederhanaan dan percepatan,
serta kesiapan SDM industri berteknologi tinggi
yang masih perlu ditingkatkan.

LAPORAN 2025 107 I



o

% AN HALIRFASLBION BABI BABII BAB Il — AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen
untuk melakukan peningkatan capaian kinerja
peningkatan nilai realisasi penanaman modal di
bidang hilirisasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi
akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut ke
depan diantaranya:

1. Akselerasi groundbreaking proyek investasi
eksisting tahun 2025. Melaksanakan program
terpadu untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi
percepatan groundbreaking  proyek-proyek
investasi yang telah direncanakan namun belum
terlaksanapadatahun2025. Programinimencakup
penyelesaian isu perizinan yang terhambat,
penyediaan insentif yang lebih menarik (misalnya,
kemudahan akses lahan, keringanan pajak awal),
serta pembentukan satuan tugas khusus untuk
mendampingiinvestordalam mengatasihambatan
awal proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan
proyek yang berada di tahap pra-konstruksi dapat
segera memulai kegiatan pembangunan fisik.

2. Strategi  komprehensif ~mendorong  proyek
investasi baru bidang hilirisasi. Mengembangkan
dan mengimplementasikan strategi pemasaran
investasi yang agresif dan terarah, dengan fokus
pada menarik investasi baru di bidang hilirisasi.
Mengingat sebagian besar proyek eksisting telah
memasuki fase produksi, diperlukan upaya
proaktif untuk mengidentifikasi potensi investasi
baru, terutama pada sektor-sektor hilirisasi yang
memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi
ekspor. Ini termasuk melakukan promosi
investasi global, partisipasi dalam forum investasi
internasional, serta menawarkan paket kebijakan
yang kompetitif untuk calon investor baru yang
tertarik pada sektor hilirisasi Indonesia.

“aneron 2025

3. Peningkatan alokasi anggaran untuk pencapaian

target realisasi investasi hilirisasi. Melakukan
evaluasi ulang dan realokasi anggaran pemerintah
secara strategis untuk mendukung pencapaian
target realisasi investasi bidang hilirisasi. Anggaran
ini dapat dialokasikan untuk pengembangan
infrastruktur penunjang seperti kawasan industri
khusus hilirisasi, akses energi terjangkau, program
insentif investasi yang lebih menarik, dukungan
riset dan pengembangan (R&D) untuk teknologi
hilirisasi, serta peningkatan kapasitas sumber
daya manusia yang relevan. Alokasi anggaran
yang tepat sasaran akan menjadi kunci untuk
menciptakan ekosistem investasi yang kondusif
bagi pertumbuhan hilirisasi.

. Penyusunan dan pemutakhiran tata kelola

terukur untuk isu prioritas termasuk milestone,
indikator, PIC lintas sektor, intensifikasi koordinasi
lintas K/L/BUMN dan asosiasi industri guna
memastikan rekomendasi menjadi kebijakan yang
implementatif. Lebih lanjut, penguatan fungsi
pengawalan proyek strategis dilakukan melalui
monitoring berkala dan fasilitasi penyelesaian
hambatan  perizinan/investasi,  penyusunan
kerangka regulasi dan insentif (fiskal dan
nonfiskal) untuk mendukung pengembangan
ekosistem hilirisasi terintegrasi, pengembangan
sistem monitoring dan evaluasi berbasis data
untuk mengukur dampak terhadap nilai tambah,
substitusi impor, ekspor, dan penciptaan lapangan
kerja, dan penguatan kemitraan internasional
dan transfer teknologi guna mendukung
pengembangan industri berteknologi tinggi.
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Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan
Penanaman Modal yang Prima”

3.3.3.1

IKU 9: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja indeks reformasi birokrasi
sebesar 102,53 atau terkategori istimewa pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi
tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 2,64 persen. Hal ini menunjukkan adanya
komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi
serta pemberian pelayanan penanaman modal yang prima.

Tabel 3.17

Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

SS-2:
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif
serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima

IKU-9:
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)
2025 Capaian | Normalisasi | Realisasi Capaian Target Akhir | Capaian Kinerja Kategori
Kinerja Capaian PK Tahun Kinerja 2025 Renstra 2025 terhadap Capaian
T R 2025 2024 terhadap 2029 Target Akhir Kinerja
(%) Realisasi 2024 Renstra 2029 Tahun 2025
(%) (%)
76,20 78,13 102,53 102,53 76,12 2,64 80,88 96,60 Istimewa

Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Tahun 2025
mengalami peningkatan yang signifikan, di mana
capaian sebesar 83,13 berhasil melampaui target yang
ditetapkan sebesar 75,71, dengan tingkat pencapaian
mencapai 109,8 persen, sehingga menunjukkan
peningkatan nilai IP ASN yang melampaui target yang
telah ditetapkan. Peningkatan Indeks Profesionalitas
(IP) ASN tahun 2025 menjadi 83,13 atau 109,8%

dari target (75,71) merupakan indikator pendukung
capaian Sasaran Strategis 2: "Terwujudnya birokrasi
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang
bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal
yang prima." Capaian ini merefleksikan keberhasilan
penguatan kapasitas, kompetensi, dan integritas
aparatur sebagai fondasi utama birokrasi yang efektif.
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Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Tahun 2025 pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Kegiatan

Target Realisasi Capaian (%)

Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN (nilai)

75,71 83,13 109,8

Penguatan profesionalitas ASN yang terdiri atas aspek
kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin telah
dilaksanakan salah satunya melalui pembangunan
manajemen talenta. Sampai dengan Desember tahun
2025, pelaksanaan kegiatan terkait manajemen
talenta diantaranya:

1. Koordinasi dengan Direktorat Pengembangan
Talenta dan Karier ASN BKN tentang mekanisme
pembangunan manajemen talenta.

2. KegiatanpemetaanPro-ASNdiBadanKepegawaian
Negara untuk pemetaan talenta pegawai struktural
eselon I, I, dan IV sebanyak total 56 orang sebagai
berikut:

a. Tahap| (11 Desember 2025)
b. Tahap Il (12 Desember 2025)
c. Tahap Il (24 Desember 2025)

3. Kegiatan pemetaan Computer Assisted Competency
Test (CACT) untuk pemetaan talenta pegawai telah
dilaksanakan kepada 271 pegawai di tanggal 22-23
Desember 2025.

Selain pembangunan manajemen talenta, penguatan
profesionalitas ASN juga telah dilaksanakan melalui
SeleksiJPTMadyadiLingkunganKementerianInvestasi
dan Hilirisasi/BKPM, dalam rangka pemenuhan
kebutuhan organisasi dan penataan organisasi.
Seleksi JPT Madya di Lingkungan Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama dengan
Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) Badan
Kepegawaian Negara untuk tahap Assessment Center
pada bulan Desember 2025.

« C % SN netansBAN QO i My amant IVIMASN

B8 MG & e WA | AT W Gpepeeennfal @ Chedt
=  SI-ASN INSTANSI

Loyonan ndets Profesionaitas + il
Nilai ASN

rors AN e Nomo

Penilaian 1P ASN PNS Tahun: 2024

Cotegor

Rata « Mot Nk

Gambar 3.32
Assessment Center
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Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dirilis pada November 2025, capaian Indeks Kepuasan
Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Nilai yang diperoleh
sebesar 3,7 atau setara dengan 92,01 dalam konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berhasil melampaui
target yang ditetapkan sebesar 3,5. Hal ini merepresentasikan tingkat realisasi sebesar 105,7 persen, yang
mencerminkan peningkatan kualitas layanan serta kepuasan pemangku kepentingan. Capaian ini secara
langsung mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian, khususnya Sasaran Strategis 2, yaitu
"Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan
penanaman modal yang prima." Tingginya tingkat kepuasan terhadap layanan internal SDM dan organisasi
menjadi indikator penting yang merefleksikan efektivitas tata kelola internal serta kualitas dukungan sumber
daya aparatur. Kepuasan pemangku kepentingan internal ini merupakan fondasi yang essential dalam
membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi layanan, yang pada akhirnya bermuara
pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang lebih terpercaya. Dengan
demikian, hasil survei ini tidak hanya menegaskan perbaikan sistem layanan internal, tetapi juga memperkuat
fondasi kelembagaan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan pelayanan yang unggul.

Tabel 3.19
Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Tahun 2025 pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Kegiatan Target Realisasi Capaian (%)
Indeks kepuasan layanan sumber daya manusia 3,5 3,7 105,7
dan organisasi (indeks)
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tahun 2025 Pemenuhan kepuasan layanan sumber daya

disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik yang memuat 9 (sembilan) unsur layanan. Dari
9 (sembilan) unsur layanan, terdapat 3 (tiga) unsur
layanan yang mendapatkan penilaian dengan indeks
tertinggi dari responden yaitu:

1. Unsur Biaya/Tarif dengan indeks sebesar 3,97 atau
konversi IKM sebesar 99,22.

2. Unsur Penanganan,
Masukan dengan indeks sebesar 3,94 atau konversi
IKM sebesar 98,52.

3. Unsur Perilaku Pelaksana memiliki indeks yang
sama dengan Unsur Sarana dan Prasarana yaitu
sebesar 3,64 atau konversi IKM sebesar 91,07.

Pengaduan, Saran dan

manusia dan organisasi dengan mempertimbangkan
kebutuhan pengguna layanan (pegawai Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM) diantaranya melalui
kegiatan Employee Assistance Program (EAP) yang
terdiri dari 3 (tiga) jenis layanan kesehatan mental
yaitu:

1. Penyelenggaraan layanan Mental Health Check Up
(MHCU) untuk 60 pegawai;

2. Pelaksanaan sesi konseling secara individu
bersama Psikolog untuk 60 pegawai; serta
3. Penyelenggaraan seminar atau sesi edukatif

terkait kesehatan mental dan pengembangan diri
sebanyak 2 sesi.
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Grafik Nilai Per Unsur Layanan

| 8 Persyaratan 2. Prosedur M 3 waktu M 4. Biaya B 5. Produk
M e Kompetensi B 7. Perilaku s Sarpas M 9. Aduan
Gambar 3.33
Grafik Nilai Per Unsur Pelayanan
KementerianInvestasidanHilirisasi/BKPMKegiatanUji ~ Hasil penilaian resmi dari KIP, yang tertuang

Publik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Kegiatan
ini dilakukan sebagai pendukung yang strategis
dalam mencapai sasaran "Terwujudnya birokrasi
Kementerian
bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal
yang prima." Dalam rangka memastikan akuntabilitas
dan transparansi kelembagaan, Kementerian telah
mengikuti seluruh tahapan Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang
diselenggarakan oleh KIP, termasuk penyelenggaraan
Uji Publik pada 19 November 2025. Pada forum
tersebut, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
selaku Penanggung Jawab Pengelola
dan Dokumentasi (PPID) menyampaikan paparan
komprehensif mengenai implementasi keterbukaan
informasi publik di lingkungan Kementerian. Proses
uji publik ini berfungsi sebagai mekanisme verifikasi
independen dan konfirmasi publik terhadap kualitas
layanan informasi, kelengkapan dokumen, serta
kesesuaian pelaksanaan dengan mandat Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang

Informasi

LAPORAN
KINERJA

2025

dalam Keputusan Ketua KIP Nomor 11/KEP/KIP/
X11/2025, menetapkan bahwa Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM memperoleh skor 84,41 dan
dikategorikan sebagai "Menuju Informatif". Capaian
ini merefleksikan komitmen dan upaya sistematis
tata
informasi yang transparan, akuntabel, dan memenuhi

Kementerian dalam membangun kelola
standar layanan publik. Dengan demikian, partisipasi
aktif dan capaian dalam evaluasi KIP ini tidak hanya
menjadi indikator pemenuhan kewajiban hukum,
tetapi lebih jauh berkontribusi langsung terhadap
penguatan aspek tata kelola, akuntabilitas, dan citra
birokrasi yang bersih merupakan elemen kunci dalam
mewujudkan lingkungan investasi yang terpercaya
dan pelayanan penanaman modal yang prima
sebagaimana dituangkan dalam Sasaran Strategis
Renstra 2025-2029.
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Gambar 3.34
Uji Publik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)

Kegiatan Workshop Penguatan Budaya Kerja bagi CPNS T.A. 2024 melalui Internalisasi
Core Values ASN BerAKHLAK merupakan salah satu kegiatan pendukung yang strategis
dalam mencapai sasaran "Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima." Workshop
yangdiselenggarakanoleh Biro Sumber Daya Manusiadan Organisasi berkolaborasidengan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada tanggal 1 Juli 2025 di Ruang Nusantara ini dirancang
untuk membentuk fondasi karakter dan integritas aparatur sejak dini, dengan fokus pada
penanaman nilai-nilai inti ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk
membekali Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 dengan pemahaman,
sikap, dan perilaku kerja yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada hasil dan
pelayanan publik. Melalui pendalaman nilai-nilai tersebut, diharapkan tercipta kultur
organisasi yang mendukung tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan responsif.
Narasumber ahli, Prof. Dr. Rose Mini Agoes Salim, M.Psi., Psikolog, hadir untuk memberikan
perspektif psikologis dan praktis dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam
budaya kerja sehari-hari. Dengan demikian, workshop ini tidak hanya berperan sebagai
bagian dari proses pembinaan awal CPNS, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada
penguatan kapasitas dan karakter sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan
birokrasi yang akuntabel, profesional, dan mampu memberikan pelayanan penanaman
modal yang prima sesuai dengan visi dan sasaran strategis Kementerian.
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Gambar 3.35
Workshop Penguatan Budaya Kerja bagi CPNS
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WORKSHOP

Penguatan Budaya Kerja bagi CPNS T.A. 2024
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
melalul Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK

Sakacta, 3 Ml 2028

~
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Kegiatan Workshop Induction Program bagi PPPK T.A. 2024 tentang Budaya Kerja
BerAKHLAK merupakan salah satu kegiatan pendukung yang strategis dalam mencapai
sasaran "Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang
bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima." Workshop ini
diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen Kementerian untuk membangun fondasi
budaya kerja yang kuat dan berintegritas sejak awal bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini selaras dengan
kerangka kebijakan nasional terkini, khususnya Peraturan Menteri PANRB Nomor
19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, yang
mengintegrasikan nilai-nilai BerAKHLAK ke dalam aspek Penguatan Budaya Kerja dan
Citra Institusi. Meskipun Indeks BerAKHLAK diproyeksikan tidak lagi menjadi penilaian
terpisah mulai tahun 2026, internalisasi nilai-nilai inti ASN (Berorientasi Pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) tetaplah menjadi
elemen krusial dalam Sistem Merit untuk membentuk aparatur yang profesional dan
berkarakter. Oleh karena itu, workshop ini tidak hanya berfungsi sebagai orientasi, tetapi
juga sebagai langkah proaktif untuk memastikan kesiapan dan keselarasan sumber daya
manusia dengan evolusi kebijakan manajemen ASN, sekaligus menanamkan dasar-
dasar perilaku aparatur yang mendukung terciptanya tata kelola yang bersih, efektif, dan
pelayanan yang unggul bagi para pemangku kepentingan penanaman modal.
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Gambar 3.36
Workshop Induction Program bagi PPPK T.A. 2024 tentang Budaya Kerja BerAKHLAK

Kegiatan Pelatihan Fungsional Penata Kelola
PenanamanModal (PKPM)AhliPertama,AhliMudadan
Ahli Madya yang diikuti oleh 332 Aparatur Sipil Negara
(ASN) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
merupakan salah satu kegiatan penunjang utama
dalam pencapaian sasaran strategis kelembagaan.
Pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Juni
s.d. Agustus 2025 dengan metode blended learning
ini secara langsung dirancang untuk membangun
kapasitas teknis dan kompetensi profesional aparatur
di bidang penanaman modal dan hilirisasi. Kegiatan
ini secara strategis mendukung pencapaian kedua
sasaran strategis Kementerian. Pertama, pelatihan
yang fokus pada penguasaan materi kebijakan,
promosi, hilirisasi, pelayanan, pengendalian, dan
teknologi informasi penanaman modal ini langsung
berkontribusi pada terwujudnya Sasaran Strategis 1,
yaitu "Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai
Tambabh, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata".
Aparatur yang kompeten dan adaptif merupakan
ujung tombak dalam mengakselerasi investasi
berkualitas, mengawal proyek hilirisasi strategis,

serta memberikan pelayanan dan pengendalian
yang efektif kepada investor. Kedua, komitmen untuk
meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN
melalui pelatihan sistematis ini merupakan pilar
penting dalam mewujudkan Sasaran Strategis 2, yaitu
"Birokrasi yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan
yang Prima". Investasi pada pengembangan sumber
daya manusia menjamin tersedianya aparatur yang
bukan hanya berintegritas, tetapi juga memiliki
keahlian teknis yang mumpuni untuk memberikan
pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat, dan
akuntabel. Pelatihan ini berfungsi sebagai instrumen
katalitik yang menghubungkan penguatan kapasitas
individu dengan peningkatan kinerja kelembagaan
secara keseluruhan. Output yang dihasilkan, yaitu
tersertifikasinya Aparatur Penata Kelola Penanaman
Modal sesuai jenjang. Hal tersebut diharapkan
dapat memperkuat fondasi sumber daya manusia
di Kementerian Hilirisasi/BKPM
dalam menjalankan mandatnya, khususnya dalam
mengakselerasi
menciptakan iklim berusaha yang kondusif.

Investasi dan

investasi yang berkualitas serta
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Faktor Pendorong

o

reformasi
Hilirisasi/BKPM tahun 2025 diantaranya:

. Komitmen

Faktor pendorong pencapaian kinerja nilai indeks

birokrasi Kementerian Investasi dan

pimpinan dan penguatan tata
kelola reformasi birokrasi yang berkelanjutan,
melalui penetapan kebijakan, rencana aksi, dan
pengendalian pelaksanaan reformasi birokrasi
secara konsisten;

Penyederhanaan proses bisnis dan transformasi
layanan berbasis digital, termasuk optimalisasi
sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-
RBA) dan integrasi layanan investasi;
Penguatan manajemen kinerja dan akuntabilitas
organisasi, melalui penyelarasan perencanaan,
pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi
capaian kinerja yang terintegrasi;

Penataan organisasi dan tata laksana yang adaptif
dan efektif, sesuai mandat Kementerian Investasi
dan Hilirisasi, sehingga meningkatkan efisiensi
dan kualitas layanan publik;

Gambar 3.37
Pelatihan & Diklat ASN
(Pusdiklat BKPM)
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. Penguatan sistem manajemen sumber daya

manusia aparatur (SDM), meliputi perencanaan
kebutuhan, pengembangan kompetensi,
manajemen talenta, dan penilaian kinerja berbasis
merit;

kualitas pengawasan internal
dan pengendalian gratifikasi/korupsi,
penguatan peran APIP, implementasi zona
integritas, serta manajemen risiko organisasi;

melalui

. Peningkatan kualitas pelayanan publik sektor

investasi, melalui standar pelayanan, inovasi
layanan, serta mekanisme pengaduan dan
kepuasan pemangku kepentingan;

. Pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi

data kelembagaan, guna mendukung pengambilan

keputusan berbasis data, transparansi, dan

efisiensi administrasi birokrasi.
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Faktor Penghambat

Kementerian dan Hilirisasi/BKPM
menghadapi berbagai faktor penghambat dalam
pencapaian nilai indeks reformasi birokrasi, meskipun
capaian kinerja pada tahun 2025 telah berpredikat
diantaranya:

Investasi

istimewa

1. Keterbatasan kompetensi asn dalam adopsi tata
kelola modern dan teknologi. Sebagian pegawai
belum memiliki kompetensi yang memadai dalam
pemanfaatan teknologi, penerapan tata kelola
modern, serta manajemen perubahan. Kondisi
ini memperlambat transformasi proses kerja dan
inovasi layanan, yang berdampak pada belum
optimalnya capaian indikator reformasi birokrasi

2. Belum mekanisme  monitoring,
evaluasi,danakuntabilitas. Mekanismemonitoring,
evaluasi, dan akuntabilitas program reformasi
birokrasibelum jelasdan terstruktur menyebabkan
pelaksanaan program tidak terpantau secara
efektif. Hal ini berisiko menimbulkan deviasi dari
rencana dan tujuan reformasi, sehingga capaian
indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi
belum optimal.

3. Belum optimalnya implementasi
talenta dan rencana suksesi yang belum
sepenuhnya berbasis pemetaan kompetensi
dan kinerja secara komprehensif. Pemanfaatan
hasil penilaian
keputusan promosi dan pengembangan karier
belum konsisten, sehingga prinsip “the right
man on the right place” belum sepenuhnya
berjalan secara sistemik. Di sisi lain, integrasi
hasil assessment kompetensi ke dalam sistem
informasi kepegawaian juga masih terbatas, serta
analisis kesenjangan kinerja belum dimanfaatkan
secara optimal sebagai dasar perencanaan
pengembangan ASN, sehingga membatasi
pendalaman kualitas penerapan sistem merit
secara

optimalnya

manajemen

kinerja dalam pengambilan

menyeluruh.

Indonesia Maju

Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian
kinerja peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi.
dan Hilirisasi/BKPM akan
melakukan beberapa rencana tindak lanjut ke depan
diantaranya:

Kementerian Investasi

1. Penguatan manajemen talenta berbasis tingkat
kematangan, melalui penyusunan dan penerapan
instrumen pemetaan talenta yang terstandar
(indikator kinerja dan kompetensi), pengisian
talent pool secara menyeluruh untuk seluruh
jenjang jabatan, serta integrasi hasil assessment
ke dalam sistem informasi kepegawaian, sehingga
tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi
benar-benar dalam  promosi,
mutasi, dan pengembangan karier.

2. Optimalisasi pemanfaatan data kinerja dan
kompetensi melalui Human Capital Development
Plan (HCDP) dan Individual Development Plan
(IDP), dengan melakukan analisis kesenjangan
kinerja dan kompetensi secara berkala, menyusun
dan  mengimplementasikan HCDP  sebagai
kerangka pengembangan organisasi serta IDP
sebagai rencana pengembangan setiap pegawai,
yang keduanya berbasis hasil assessment dan
penilaian kinerja, sehingga pengembangan ASN
lebih terarah, personal, dan berdampak nyata.

3. Penguatan budaya kerja dan kepemimpinan
berbasis merit, melalui internalisasi nilai dasar
ASN secara konsisten, penguatan peran pimpinan
sebagai role model dalam penerapan prinsip
meritokrasi, serta pengembangan mekanisme
penghargaan dan pengakuan berbasis kinerja dan
kompetensi, sehingga tercipta iklim organisasi
yang mendorong kinerja tinggi, objektivitas, dan
profesionalisme secara berkelanjutan.

dimanfaatkan

LAPORMN 2025 117 I



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

BAB |

W

BAB Il

BAB Ill — AKUNTABILITAS KINERJA

3.4 Capaian Nilai SAKIP terhadap

Pencapaian IKU

I 118

Peningkatan capaian nilai akuntabilitas kinerja
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki
korelasi positif terhadap pencapaian kinerja. Hal
ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)

efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam

berdampak pada semakin

mencapai sasaran strategis organisasi. Capaian nilai
AKIP Kementerian dan Hilirisasi/BKPM
pada tahun 2025 memiliki pertumbuhan sebesar
0,42 persen. Pertumbuhan tersebut diikuti oleh
peningkatan capaian tujuh dari sembilan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM.
kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Investasi

Peningkatan nilai akuntabilitas
mencerminkan adanya perbaikan serta penguatan
integrasi

pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di lingkungan

antara perencanaan, penganggaran,

kementerian Kementerian Investasi dan Hilirisasi/

LAPORAN
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BKPM. Perbaikan pada perencanaan kinerja yang

lebih terukur dan selaras dengan sasaran strategis
mendorong efektivitas pelaksanaan program prioritas
investasi dan hilirisasi. Penguatan pengukuran kinerja
berbasis outcome meningkatkan ketepatan penilaian
terhadap keberhasilan
Optimalisasi
secara berkala memungkinkan identifikasi capaian

program dan kegiatan.

pemantauan dan evaluasi kinerja
secara tepat dan menetapkan langkah korektif
secara tepat. Dengan indikator kinerja yang terukur
dan jelas, setiap unit kerja dapat bersinergi secara
optimal sehingga pelaksanaan program dan kegiatan
menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui penguatan
sistem manajemen kinerja tersebut, Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM diharapkan mampu
mempertahankan capaian kinerja yang telah baik
sertaterus melakukan perbaikan secara berkelanjutan
dan terarah terhadap berbagai kelemahan yang masih
dihadapi.
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Tabel 3.20
Perbandingan Nilai SAKIP dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 dan 2025

. Capaian Kinerja Pertumbuhan
No Indikator
(%)
2024 2025
I | Akuntabilitas Kinerja
Nilai AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 76,78 77,10 0,42
Il | Indikator Kinerja Utama
1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp Triliun) 1.714,2 | 1.931,2 12,66
2 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun) 721,3 780,9 8,26
3 | Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 47,5 53,38 12,38
termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Persen)
4 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan (Rp Triliun) 253,4 445,8 75,93
5 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun) 164,63 135,8 -17,51
6 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp Triliun) 56,22 58,3 3,74
7 | Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen) 52,2 51,3 -1,67
8 | Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi (Rp Triliun) 375,4 584,1 55,59
9 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ 71,9 78,13 8,65
BKPM (indeks)

“anern 2025
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Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki
peran strategis dalam mengawal pencapaian target
pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dalam kerangka
pelaksanaan RPJMN tersebut, Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM berkontribusi terhadap Prioritas
Kelima, Melanjutkan Hilirisasi
dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber
Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di
Dalam Negeri. Upaya tersebut diwujudkan melalui
peningkatan realisasi penanaman modal, penguatan

Nasional yaitu

hilirisasi industri, serta pemerataan investasi sebagai
bagian dari transformasi ekonomi nasional.
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Capaian Kinerja Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025
terhadap Indikator RPJMN 2025-2029

Pada tahun 2025, yang merupakan fase awal
pelaksanaan RPJMN 2025-2029, capaian kinerja
kementerian menjadi penting sebagai baseline dalam
mengukur progres pencapaian target pembangunan
pada periode selanjutnya. Realisasi investasi yang
dicapai tidak hanya mencerminkan kinerja tahunan,
tetapi juga menunjukkan kontribusi awal terhadap
target kumulatif yang telah ditetapkan dalam RPJMN
2025-2029. Rincian capaian indikator RPJMN yang
didukung oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM pada tahun 2025 disajikan pada tabel 3.21.
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Tabel 3.21
Pencapaian Target Indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

Capaian Realisasi
Capaian 2025 2025 terhadap
Indikator Satuan Target RPJMN 2029
Target | Realisasi % Target %
PP 05.04 Nilai PMA dan PMDN Rp Triliun | 1.905,60 1.931,20 101,34 3.414,80 56,55
KP 05.04.01 | Nilai PMA/PMDN sektor sekunder Rp Triliun 855,9 780,87 91,23 1.718,30 45,44
KP 05.04.01 | Persentase realisasi Penanaman Persen 48,3 53,4 110,56 49,7 107,44
Modal Dalam Negeri (PMDN)
termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM)
KP 05.04.01 | Nilai PMA dan PMDN kawasan pusat Rp Triliun 307,1 4458 145,16 507,2 87,89
pertumbuhan
KP 05.04.01 | Nilai realisasi penanaman modal di Rp Triliun 521,4 584,1 112,03 779,3 74,95
bidang hilirisasi
KP 05.04.02 | Nilai PMA berorientasi ekspor Rp Triliun 171,6 135,8 79,14 367,4 36,96
KP 05.04.02 | Nilai PMDN berorientasi ekspor Rp Triliun 60,4 58,32 96,56 126,4 46,14
KP 05.04.03 | Kontribusi realisasi investasi luar Persen 52,1 51,3 98,46 53,2 96,43
Jawa
KP 05.01.05 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 1,49 62,76 4.212,08 2,30 2728,70
Hilirisasi Kelapa Sawit
KP 05.01.06 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 0,39 1,77 453,85 0,71 249,30
Hilirisasi Kelapa
KP 05.01.07 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 0,51 0,32 62,75 0,61 52,46
Hilirisasi Rumput Laut
KP 02.22.04 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 7,38 3,82 51,76 13,77 27,74
Hilirisasi Garam
KP 02.22.03 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 0,60 1,86 310,00 0,63 295,24
Hilirisasi Ikan TCT
KP 02.22.03 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 0,45 0,03 6,21 0,83 3,61
Hilirisasi Tilapia
KP 02.22.03 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 0,40 0,31 77,50 0,70 44,29
Hilirisasi Udang
KP 05.01.09 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 34,45 41,70 121,04 56,01 74,45
Hilirisasi Minyak Bumi
KP 05.01.09 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 20,23 18,30 90,46 32,89 55,64
Hilirisasi Gas Bumi
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Capaian Realisasi
Capaian 2025 2025 terhadap
Indikator Satuan Target RPJMN 2029
Target | Realisasi % Target %
KP 05.01.01 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 441 185,32 420,23 108,21 171,26
Hilirisasi Nikel
KP 05.01.03 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 11,78 53,14 451,10 16,75 317,25
Hilirisasi Bauksit
KP 05.01.02 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 45,93 65,80 143,26 55,13 119,35
Hilirisasi Tembaga
KP 05.01.04 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 0,51 11,23 2.201,96 0,55 2041,82
Hilirisasi Timah
KP 05.01.18 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 10,17 39,21 385,55 12,78 306,81
Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi
dan Baja
KP 05.01.10 | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Rp Triliun 1,42 4,86 342,25 2,08 233,65
Hilirisasi Pasir Silika

Berdasarkan Tabel 3.21, secara umum kinerja
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam
mendukung pencapaian target RPRJMN Tahun 2025-
2029 menunjukkan hasil yang positif. Sebagian besar
indikator utama investasi berhasil mencapai bahkan
melampaui target tahun 2025, sekaligus memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target

akhir RPJMN tahun 2029.

Indikator utama Nilai PMA dan PMDN pada tahun
2025 terealisasi sebesar Rpl1.931,2 triliun atau
101,34% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun.
Realisasi tersebut telah mencapai 56,55% dari target
RPJMN tahun 2029 sebesar Rp3.414,8 triliun, yang
menunjukkan bahwa capaian investasi nasional telah
berada pada jalur yang cukup baik menuju target
jangka menengah.

Pada indikator Nilai PMA/PMDN sektor sekunder,
realisasi mencapai Rp780,9 triliun atau 91,23% dari
target tahun 2025 sebesar Rp855,9 triliun. Capaian ini
setara dengan 45,44% dari target RPRJMN tahun 2029
sebesar Rp1.718,3 triliun. Meskipun belum mencapai

LAPORAN
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target tahunan, sektor sekunder tetap memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap struktur investasi
nasional, meskipun masih memerlukan penguatan
terutama pada investasi industri manufaktur.

Indikator Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM
menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan
realisasi sebesar 53,4%, melampaui target tahun
2025 sebesar 48,3% atau mencapai 110,56%. Bahkan,
capaian tersebut telah melebihi target RPJMN tahun
2029 sebesar 49,7% dengan tingkat pencapaian
107,44%. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya peran
investasi domestik dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional.

Indikator Nilai PMA dan PMDN kawasan pusat
pertumbuhan juga menunjukkan capaian yang
sangat tinggi dengan realisasi sebesar Rp445,8 triliun
atau 145,16% dari target tahun 2025 sebesar Rp307,1
triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 87,89% dari
target RPJMN tahun 2029 sebesar Rp507,2 triliun, yang
mengindikasikan percepatan investasi di wilayah
pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
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Selanjutnya, indikator Nilai realisasi penanaman
modal di bidang hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun
atau 112,03% dari target tahun 2025 sebesar Rp521,4
triliun dan telah mencapai 74,95% dari target RPJMN
tahun 2029 sebesar Rp779,3 triliun. Capaian ini
mencerminkan kebijakan
dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam
serta memperkuat struktur industri nasional.

keberhasilan hilirisasi

Di sisi lain, beberapa indikator masih menunjukkan
capaian yang relatif lebih rendah. Indikator Nilai
PMA berorientasi ekspor terealisasi sebesar Rp135,8
triliun atau 79,14% dari target tahun 2025 sebesar
Rp171,6 triliun dan baru mencapai 36,96% dari target
RPJMN tahun 2029 sebesar Rp367,4 triliun. Hal ini
menunjukkan bahwa investasi yang berorientasi
ekspor masih memerlukan dorongan kebijakan dan
peningkatan daya saing industri nasional. Sementara
itu,indikator NilaiPMDN berorientasiekspor mencapai
Rp58,3 triliun atau 96,52% dari target tahunan dan
telah mencapai 46,14% dari target RPJMN.

Indikator Kontribusi realisasi investasi luar Jawa
mencapai 51,3% atau 98,46% dari target tahun 2025
sebesar 52,1% dan telah mencapai 96,43% dari
target RPJMN tahun 2029 sebesar 53,2%. Capaian
ini  menunjukkan bahwa pemerataan
antarwilayah sudah berjalan cukup baik, meskipun
masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan
daya tarik investasi di luar Pulau Jawa.

investasi

Padakelompokindikator hilirisasi komoditas prioritas,
sebagian besar menunjukkan capaian yang sangat
tinggi dibandingkan target tahun 2025. Investasi
hilirisasi komoditas mineral seperti nikel, bauksit,
tembaga, dan timah menunjukkan pertumbuhan

Indonesia Maju

yang sangat signifikan. Realisasi investasi hilirisasi
nikel mencapai Rp185,32 triliun atau 420,23% dari
target tahun 2025 dan telah mencapai 171,26% dari
target RPJMN 2029. Demikian pula hilirisasi bauksit
mencapai 451,10% dari target tahunan dan hilirisasi
timah mencapai lebih dari dua puluh kali lipat target
tahunan. Hal ini menunjukkan percepatan investasi
pada industri pengolahan mineral sebagai dampak
kebijakan hilirisasi sumber daya alam.

Selain sektor mineral, beberapa komoditas juga
menunjukkan capaian yang sangat tinggi seperti
hilirisasi kelapa sawit, ikan TCT, industri logam dasar
besi dan baja, serta pasir silika yang seluruhnya
melampaui target tahun 2025 secara signifikan.
Sebaliknya, beberapa
menunjukkan capaian yang relatif rendah, seperti
hilirisasi rumput laut, garam, udang, serta tilapia
yang realisasinya masih jauh di bawah target RPJMN
tahun 2029. Khusus hilirisasi tilapia, realisasi baru
mencapai 6,21% dari target tahunan dan 3,61% dari
target RPJMN sehingga memerlukan perhatian khusus
dalam pengembangan ekosistem industrinya.

indikator hilirisasi masih

Secara keseluruhan, pencapaian indikator RPJMN
Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memberikan
kontribusi yang signifikan dalam mendorong
peningkatan realisasi nasional dan
pengembangan hilirisasi industri. Mayoritas indikator
telah menunjukkan tren positif dan berada pada
jalur pencapaian target RPJMN 2025-2029, meskipun
beberapa indikator tertentu masih memerlukan
penguatan kebijakan dan strategi implementasi
agar target jangka menengah dapat tercapai secara
optimal.

investasi
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3.6 Capaian Kinerja Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM Terhadap Target
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

—

TARGET PERTUMBUHAN

|NVESTASI 2024-2025

Proyeks| F
+25%
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Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
109 Tahun 2024 pedoman pelaksanaan pembangunan nasional pada tahun 2025. Dalam kerangka tersebut,
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran strategis dalam mendorong pencapaian sasaran
ekonomi makro di bidang penanaman modal melalui dua indikator, yaitu Nilai Realisasi PMA dan PMDN dan
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder. Rincian capaian sasaran ekonomi makro bidang penanaman
modal pada RKP 2025 disajikan pada tabel 3.21.

Tabel 3.22
Capaian Sasaran Ekonomi Makro Bidang Penanaman Modal pada RKP Tahun 2025

Indikator Sasaran Realisasi | Capaian (%)
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 1.865,23-1.905,60 | 1.931,20 101,34
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun 805,5-842,2 780,87 91,23
Rupiah)
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Pada tahun 2025, realisasi penanaman modal
menunjukkan kinerja yang positif dan melampaui
target yang ditetapkan pemerintah. Meskipun
capaian realisasi PMA dan PMDN telah melampaui
target yang ditetapkan, terdapat sejumlah tantangan
yang perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan
kinerja investasi ke depan. Dinamika perekonomian
global, potensi fluktuasi nilai tukar, serta perubahan
arah kebijakan ekonomi di berbagai negara dapat
memengaruhi keputusan dan kecepatan realisasi
investasi. Selain itu,
yang masih cukup dipengaruhi oleh proyek-proyek
berskala besar menjadikan capaian investasi relatif
sensitif terhadap perubahan kondisi pasar maupun
penyesuaian jadwal proyek. Di sisi lain, aspek kualitas
investasi juga menjadi perhatian penting. Pemerataan
investasi antarwilayah serta penguatan investasi
pada sektor-sektor bernilai tambah masih perlu terus
ditingkatkan agar pertumbuhan investasi tidak hanya
tinggi secara nominal, tetapi juga mampu mendorong
yang lebih
berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya peningkatan
promosi investasi yang lebih terarah, penguatan
ekosistem industri, serta percepatan pengembangan
kawasan luar wilayah yang telah
berkembang menjadi faktor penting dalam menjaga
momentum pertumbuhan investasi nasional.

struktur realisasi investasi

transformasi ekonomi inklusif dan

investasi di

Pada sektor penanaman modal di sektor sekunder,
realisasi investasi masih berada di bawah kisaran
target yang ditetapkan. Belum tercapainya target
investasi pada sektor sekunder dipengaruhi oleh
beberapa faktor yang bersifat teknis maupun
struktural. Penyesuaian jadwal realisasi sejumlah
proyek besar,
keterlambatan pada tahap konstruksi
commissioning, turut memengaruhi waktu pencatatan
realisasi investasi. Selain itu, dinamika permintaan
pasar global terhadap produk industri tertentu
juga berdampak pada keputusan ekspansi maupun
percepatan investasi oleh pelaku usaha. Faktor lain
yang turut memengaruhi optimalisasi investasi di
sektor sekunder adalah ketersediaan bahan baku,
efisiensi biaya logistik, serta kesiapan infrastruktur
pendukung di beberapa wilayah. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa penguatan sektor industri
tidak hanya bergantung pada masuknya investasi,
tetapi juga memerlukan dukungan ekosistem
industri yang memadai, termasuk konektivitas
infrastruktur, kepastian pasokan bahan baku, serta
integrasi rantai pasok domestik. Dengan demikian,
penguatan koordinasi lintas sektor dan percepatan
pembangunan infrastruktur industri menjadi langkah
penting untuk mendorong peningkatan investasi
pada sektor sekunder di masa mendatang.

industri  berskala termasuk

maupun
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Peran Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM dalam Mendukung
Pencapaian Program Prioritas Nasional

Tahun 2025

dan

Kementerian Investasi Hilirisasi/BKPM
berperan dalam mengakselerasi Program Prioritas
Nasional Kelima, yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan
Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”.
Melalui mandat tersebut, pemerintah tidak hanya
berfokus pada peningkatan nilai investasi, tetapi
juga mendorong terbentuknya fondasi industrialisasi
bernilai tambah tinggi yang terintegrasi antarwilayah.
Strategi ini diarahkan untuk memperkuat daya saing
global yang kompetitif, sekaligus menjadi motor
penggerak ekonomi, baik di level regional maupun

nasional.

LAPORAN
KINERJA

2025

Dalam mendukung prioritas nasional tersebut,
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada
tahun 2025 melaksanakan berbagai program dan
kegiatan strategis. Secara keseluruhan terdapat
28 program dan 57 kegiatan yang dilaksanakan
sepanjang tahun 2025. Dari total kegiatan tersebut,
sebagian di antaranya menunjukkan capaian yang
telah memenuhi bahkan melampaui target yang
ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan komitmen
dan konsistensi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM dalam mendorong percepatan hilirisasi serta
pengembangan industri berbasis sumber daya alam
sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Rincian program, kegiatan, target, realisasi, dan
persentase capaian kinerja Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM disajikan pada tabel 3.23.
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Program/Kegiatan/Proyek Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Target, Realisasi, dan
Persentase Capaian terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal

Peningkatan Daya Saing Investasi (Rekomendasi Kebijakan)

Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat
Pusat dan Daerah (Rekomendasi Kebijakan)

Sinkronisasi Kebijakan Investasi (Rekomendasi Kebijakan)

Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah

Pengemasan Potensi Investasi di Daerah Realisasi Investasi
Rendah (SP SABA) (Daerah (Prov/Kab/Kota))

Pemberdayaan Usaha Nasional

Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam
Rantai Pasok (UMKM)

DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

500

519

100%

104%

Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal

Analisis Negara Target dan Negara Pesaing
(Rekomendasi Kebijakan)

[IPC (Indonesian Investment Promotion Center) (SP SABA)
(Promosi)

Promosi Wilayah Amerika dan Eropa

Promosi penanaman modal dalam forum internasional di
Wilayah Amerika dan Eropa (Kegiatan)

Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas
Nasional di Wilayah Amerika dan Eropa (Promosi)

LAPORAN
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2025




-

KEMENTERIAN INVESTASI

W

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%)

Promosi Wilayah Asia Timur Asia Selatan Timur Tengah dan Afrika

Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas
Nasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan
Afrika (Promosi)

Promosi Wilayah Asia Tenggara Australia Selandia Baru dan Pasifik

Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas
Nasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan
Pasifik (Promosi)

Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN)
di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik
(Promosi)

100%

DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha

Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja
Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah (SP SABA)
(Laporan)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri

Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Industri
(Badan Usaha)

Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Industri (SP
SABA) (Badan Usaha)

900

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah |

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah |
(Badan Usaha)

Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN
(Badan Usaha)

Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi (SP SABA)
(Badan Usaha)

LAPORAN
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PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%)

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Il

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah I 26 26 100%
(Badan Usaha)

Pengembangan Realisasi Investasi di Wilayah-Wilayah Tertentu 5 5 100%
(SP SABA) (Pemerintah Daerah)

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Il

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IlI

21 25 119%
(Badan Usaha) °
Eksekusi Proyek Wilayah Barat yang Terkendala Untuk 1 1 100%

0

Percepatan Realisasi Investasi (SP SABA) (Badan Usaha)
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV

21 21 100%
(Badan Usaha)
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V
Satuan Tugas Percepatan Investasi (Layanan) 3 4 133%
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah V

6 6 100%

(Badan Usaha)

DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam

Percepatan Rencana Proyek di bidang industri Sumber Daya

3 5 167%
Alam (Badan Usaha) ’

Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur

Percepatan Rencana Proyek di bidang industri manufaktur

3 4 133%
(Badan Usaha) °

Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan

Investment Project Ready to Offer (IPRO) Bidang Jasa dan
Kawasan (Rekomendasi Kebijakan)

Percepatan Rencana Proyek di Bidang Jasa dan Kawasan (Badan
Usaha)

“anern 2025
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PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (

Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK (Badan
Usaha)

Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta

Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Badan Usaha)

KEK)

Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur

Percepatan rencana proyek penanaman modal di bidang
infrastruktur (Badan Usaha)

Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap
Ditawarkan di Bidang Infrastruktur (SP SABA) (Rekomendasi
Kebijakan)

100%

100%

DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal

Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta
Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga
(Lembaga)

Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal

Hasil perundingan kerja sama penanaman modal bilateral
(Kesepakatan)

Kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan
luar negeri (Kesepakatan)

38

Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal

Penyelenggaraan Forum Fasilitasi Outward Investment (Forum)

Hasil perundingan kerja sama penanaman modal regional dan
multilateral (Kesepakatan)

Konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama regional
dan multilateral (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan)

“aneron 2025
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PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%)

Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Regional
dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal (SP SABA) 1 1 100%
(Rekomendasi Kebijakan)

DEPUTI BIDANG HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS

Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan

Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang
Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Rekomendasi 1 1 100%
Kebijakan)
Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang 1 1 100%
Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) °
Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang 1 1 100%
0
Mineral dan Batubara (Rekomendasi Kebijakan)
Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan,
. 5 5 100%
Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Badan Usaha)
Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas
. 5 5 100%
Bumi (Badan Usaha)
Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan
5 5 100%
Batubara (Badan Usaha)
Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang
. . 1 1 100%
Perkebunan dan Kehutanan (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan)

Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi

Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Sektor

1 1 100%
Minyak dan Gas Bumi (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan) °

Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara

Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas
Bidang Mineral dan Batubara (SP SABA) (Rekomendasi 1 1 100%
Kebijakan)

Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perikanan dan Kelautan

Rencana Aksi Nasional Hilirisasi di Bidang Perikanan dan
Kelautan (SP SABA) (Rekomendasi Kebijakan)
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PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%)

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL

Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 1 1 100%
Elektronik (OSS) (Sistem Informasi) °
Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 1 1 100%
Elektronik (OSS) (SP SABA) (Sistem Informasi) °
Pengelolaan Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan
Website Penanaman Modal (Layanan) 1 1 100%
Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS

. . 1 1 100%
(Sistem Informasi)
Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS (SP

. . 1 1 100%

SABA) (Sistem Informasi)

. 132 4o 2025
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3.8 Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM Tahun Anggaran 2025 pada awalnya
ditetapkan sebesar Rp681.880.285.000, kemudian
mengalami penyesuaian menjadi Rp879.611.122.000.
dilakukan  pemblokiran
anggaran, pagu efektif yang dapat digunakan adalah
sebesar Rp862.858.544.000. Perubahan pagu tersebut
adanya kebutuhan
pendanaan program dan kegiatan selama tahun

Selanjutnya,  setelah

mencerminkan penyesuaian

berjalan serta kebijakan pengendalian anggaran yang
berlaku.

Tabel 3.24

Secara keseluruhan, komposisi anggaran Tahun 2025
menunjukkan bahwa alokasi terbesar masih berada
pada Belanja Barang sebagai penopang utama
pelaksanaan program dan kegiatan kementerian,
diikuti oleh Belanja Pegawai dan Belanja Modal.
Struktur  anggaran
fokus Kementerian

tersebut  menggambarkan
Investasi dan Hilirisasi/BKPM
dalam menjaga keseimbangan antara dukungan
operasional, penguatan kapasitas kelembagaan,
dan pengembangan sarana pendukung pelayanan
investasi. Rincian pagu anggaran berdasarkan jenis
belanja disajikan pada tabel 3.24 sebagai berikut.

per Jenis Belanja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM T.A. 2025

T.A. 2025 (Rp)

Uraian Jenis Belanja
Pagu Awal

Pagu Perubahan Pagu Setelah Blokir

252.291.969.000

Belanja Pegawai

Belanja Modal

36.223.181.000

Jumlah 681.880.285.000

302.166.254.000

302.166.254.000

142.119.652.000

142.119.652.000

879.611.122.000 862,858,544,000

LAPORAN
KINERJA
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Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan program,
pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM Tahun Anggaran 2025 dialokasikan ke dalam
dua program utama, yaitu Program Dukungan
Manajemen dan Program Penanaman Modal dan
Hilirisasi. Pada pagu awal, total anggaran ditetapkan
sebesar Rp681.880.285.000, kemudian mengalami
penyesuaian menjadi Rp879.611.122.000. Setelah
dilakukan pemblokiran anggaran, pagu efektif yang
dapat digunakan adalah sebesar Rp862.858.544.000.

Program Dukungan Manajemen memperoleh
alokasi sebesar Rp409.241.612.000 pada pagu
awal dan meningkat menjadi Rp481.027.838.000
pada pagu perubahan. Pagu program ini tidak
mengalami pemblokiran sehingga tetap sebesar
Rp481.027.838.000,yangdigunakanuntukmendukung
penyelenggaraan fungsi manajemen
termasuk perencanaan, keuangan,
pengawasan, serta layanan administrasi lainnya.

organisasi,
kepegawaian,

Tabel 3.25

BAB Il

BAB Ill — AKUNTABILITAS KINERJA

Sementara itu, Program Penanaman Modal dan
Hilirisasi dialokasikan sebesar Rp272.638.673.000
pada pagu awal dan meningkat menjadi
Rp398.583.284.000 pada pagu perubahan. Setelah

dilakukan pemblokiran anggaran, pagu efektif
program ini menjadi Rp381.830.706.000. Alokasi
anggaran pada program ini diarahkan untuk

mendukung pelaksanaan kebijakan dan program
prioritas di bidang penanaman modal dan hilirisasi,
termasuk perencanaan investasi, promosi, pelayanan,
pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta
pengembangan sistem pendukung investasi.

Secara keseluruhan, komposisi anggaran Tahun
2025 bahwa sebagian besar
anggaran dialokasikan pada Program Dukungan
Manajemen sebagai penopang utama operasional
organisasi, sementara Program Penanaman Modal
dan Hilirisasi difokuskan pada pencapaian target
kinerja utama kementerian di bidang investasi dan
hilirisasi. Struktur ini mencerminkan upaya menjaga
keseimbangan antara dukungan tata kelola organisasi
dan pelaksanaan program substantif kementerian.

menunjukkan

Pagu Anggaran per Program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025

T.A. 2025 (Rp)

Uraian Jenis Belanja

Pagu Awal

Pagu Perubahan Pagu Setelah Blokir

Dukungan Manajemen

Penanaman Modal dan Hilirisasi

Jumlah

409.241.612.000

272.638.673.000

681.880.285.000

481.027.838.000

398.583.284.000

481,027,838,000

381,830,706,000

879.611.122.000 862,858,544,000

LAPORAN
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- Pagu - Realisasi

| B 1.258.442.045.000
| M 1225.797.108.767

" M 834.778.720.000
' M 811.022.078.984

R 524.406.706.000
M 512.081.055.659

' M 1.128.605.685.000
" M 1.094.951.654.261

Linear (Realisasi)

" M 862.858.544.000
" M 807.946.726.254

" B 1.229.295.942.000
| B 1.148.963.439.591

2020

2021 2022

Gambar 3.38

2023 2024 2025

Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2020-2025

Berdasarkan gambar 3.38, terlihat bahwa alokasi
pagu anggaran dan realisasi anggaran mengalami
dinamika dari tahun ke tahun dengan kecenderungan
peningkatan hingga tahun 2022, kemudian relatif
stabil hingga tahun 2024, dan menurun pada tahun
2025. Pada tahun 2020, pagu anggaran tercatat
sebesar  Rp524.406.706.000 dengan realisasi
Rp512.081.055.659 atau sekitar 97,65%. Pada tahun
2021 pagu meningkat menjadi Rp834.778.720.000
dengan realisasi Rp811.022.078.984 atau sekitar
97,15%. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada
tahun 2022 dengan pagu sebesar Rp1.258.442.045.000
dan realisasi mencapai Rpl.225.797.108.767 atau
sekitar 97,41%, yang merupakan salah satu realisasi
tertinggi selama periode tersebut.

Pada tahun 2023 pagu anggaran sedikit menurun
menjadi  Rpl1.128.605.685.000 dengan realisasi
sebesar Rpl1.094.951.654.261 atau sekitar 97,02%.
Selanjutnya pada tahun 2024 pagu kembali
meningkat menjadi Rp1.229.295.942.000 dengan

realisasi sebesar Rpl1.148.963.439.591 atau sekitar
93,47%. Pada tahun 2025 pagu anggaran menurun
menjadi Rp862.858.544.000 dengan realisasi sebesar
Rp807.946.726.254 atau sekitar 93,63%.

Secara umum, tingkat realisasi anggaran selama
periode 2020-2025 menunjukkan kinerja penyerapan
yang relatif baik dan konsisten, dengan rata-rata
realisasi berada diatas 93% dari pagu yang ditetapkan.
Tren garis realisasi juga menunjukkan kecenderungan
peningkatan dalam jangka menengah, meskipun
terjadi penyesuaian pagu anggaran pada tahun-
tahun terakhir. Hal ini mencerminkan kemampuan
organisasi dalam mengelola anggaran secara efektif
dan menjaga konsistensi pelaksanaan program
dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang
telah ditetapkan. Komposisi anggaran dan realisasi
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun
Anggaran 2025 berdasarkan program dapat dilihat
pada tabel berikut.
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Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025
Berdasarkan Program
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No Program Pagu Akhir (Rp) Realisasi (Rp) %

1 | Dukungan Manajemen 481,027,838,000 | 469,135,289,601 97,53

2 | Penanaman Modal dan Hilirisasi 381,830,706,000 | 338,811,436,653 88,73
Jumlah 862,858,544,000 | 807,946,726,254 | 93,64

Berdasarkan Tabel 3.26, realisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025
mencapai Rp807.946.726.254 atau sebesar 93,64% dari total pagu akhir sebesar Rp862.858.544.000. Capaian
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran secara umum telah berjalan dengan baik dan mencerminkan
tingkat penyerapan anggaran yang optimal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kementerian.
Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Tahun 2025 mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang
cukup efektif dan efisien, dengan tingkat penyerapan yang tinggi serta tetap berorientasi pada pencapaian
target kinerja organisasi. Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun
Anggaran 2025 berdasarkan jenis belanja secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Jenis Belanja
No Program Pagu Akhir (Rp) Realisasi (Rp) %
1 | Belanja Pegawai 302.166.254.000 | 296.057.257.935 97,98
2 | Belanja Barang 418.572.638.000 | 400.672.701.167 95,72
3 | Belanja Modal 142.119.652.000 | 111.216.767.152 78,26
Jumlah 862,858,544,000 | 807,946,726,254 | 93,64
B e oo
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Grafik Kinerja Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM per Bulan T.A 2025

Berdasarkan gambar 3.39, perkembangan pagu dan
realisasi anggaran menunjukkan pola yang dinamis
sepanjangtahunanggaran. Pagu anggaran mengalami
penyesuaian secara bertahap hingga mencapai
pagu akhir sebesar Rp862.858.544.000, sedangkan
realisasi anggaran meningkat secara kumulatif hingga
mencapai Rp807.946.726.254 atau sebesar 93,64%
dari pagu akhir.

Pada awal tahun anggaran, pagu yang tersedia masih
relatif lebih kecil dibandingkan pagu akhir, yaitu
sekitar Rp528.651.000.000 pada bulan Januari dengan
realisasi sebesar Rp11.798.657.415. Selanjutnya pada
bulan Februari pagu meningkat menjadi sekitar
Rp470.737.000.000 dengan realisasi mencapai
Rp89.625.039.283. Pagu kemudian kembali meningkat
menjadi sekitar Rp604.136.007.000 pada bulan Maret
dan relatif stabil hingga bulan Mei, sementara realisasi
anggaran meningkat bertahap hingga mencapai
Rp216.074.400.519 pada bulan Mei.

Memasuki bulan Juni terjadi peningkatan pagu yang
cukup signifikan menjadi sekitar Rp801.866.843.000,
kemudian kembali mengalami penyesuaian menjadi
sekitarRp806.426.843.000 padabulanJulidanAgustus,
serta meningkat menjadi Rp830.129.845.000 pada
bulan September. Pada periode ini realisasi anggaran
meningkat secara konsisten dari Rp275.468.084.978
pada bulan Juni menjadi Rp421.141.179.172 pada
bulan September.

Pada triwulan IV, pagu anggaran mencapai nilai
akhirnya sebesar Rp862.858.544.000 dan relatif
stabil hingga akhir tahun. Realisasi anggaran pada
periode ini mengalami percepatan, yaitu mencapai
Rp501.066.662.587 pada bulan Oktober dan
Rp566.267.445.813 pada bulan November, hingga
akhirnya mencapai Rp807.946.726.254 pada bulan
Desember.
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Secara umum, perbandingan antara pagu dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa penyerapan anggaran
berlangsung secara bertahap mengikuti peningkatan pagu yang tersedia. Kesenjangan antara pagu dan realisasi
semakin mengecil menjelang akhir tahun anggaran, yang mencerminkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan anggaran. Tren tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dilaksanakan sesuai
dengan tahapan perencanaan hingga mencapai tingkat penyerapan yang cukup tinggi pada akhir tahun anggaran.

Tabel 3.28
Pagu dan Realisasi Belanja Setiap Indikator Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Tahun Anggaran 2025
Anggaran (Rp) Capai
No Sasaran Indikator Kinerja a;:alan
Pagu Realisasi (%)
1 Meningkatnya Penanaman 1 | Nilai PMA dan PMDN (Rp 1.812.310.000 1.621.910.710 89,49
Modal yang Berfokus pada Triliun)
Sektor Prioritas termasuk
Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan
Berbasis Kewilayahan
2 | Terwujudnya nilai realisasi 2 | Nilai PMA/PMDN sektor 273.467.849.300 | 237.527.586.799 86,86
penanaman modal yang tinggi, sekunder (Rp Triliun)
inklusif, berorientasi ekspor, dan | 5| oo oo ce realisasi 21.493.452.839 | 20.312.762.025 | 94,51
merata
Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) termasuk
Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) (%)
4 | Nilai PMA/PMDN kawasan 1.000.000.000 859.259.110 85,93
pusat pertumbuhan (Rp
Triliun)
5 | Nilai PMA berorientasi 2.698.188.000 2.412.095.135 89,40
ekspor (Rp Triliun)
6 | Nilai PMDN berorientasi 900.000.000 800.587.560 88,95
ekspor (Rp Triliun)
7 | Kontribusi realisasi 19.605.050.161 19.523.373.064 99,58
investasi luar Jawa (%)
8 | Nilai realisasi penanaman 51.442.071.988 47.514.391.075 92,36
modal di bidang hilirisasi
(Rp Triliun)
3 | Terwujudnya birokrasi 9 | Indeks Reformasi 490.439.621.712 | 477.374.760.776 97,34
Kementerian Investasi dan Birokrasi Kementerian
Hilirisasi/BKPM yang bersih Investasi dan Hilirisasi/
dan efektif, serta pelayanan BKPM (indeks)
penanaman modal yang prima
Jumlah 862.858.544.000 | 807.946.726.254 93,64
LAPORAN
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Berdasarkan Tabel 3.28, alokasi dan realisasi
anggaran telah mendukung pencapaian sasaran
strategis kementerian yang meliputi peningkatan
penanaman modal pada sektor prioritas, peningkatan
kualitas realisasi investasi yang inklusif dan merata,
serta penguatan birokrasi yang bersih dan efektif.
Secara keseluruhan, dari total pagu anggaran
sebesar Rp862.858.544.000, telah terealisasi sebesar
Rp807.946.726.254 atau 93,64%, yang menunjukkan
tingkat penyerapan anggaran yang baik dalam
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
Pada Sasaran 1 yaitu meningkatnya penanaman
modal yang berfokus pada sektor prioritas termasuk
hilirisasi, orientasi ekspor, dan berbasis kewilayahan,
indikator Nilai PMA dan PMDN didukung oleh
anggaran sebesar Rp1.812.310.000 dengan realisasi
sebesar Rpl1.621.910.710 atau 89,49%. Realisasi
tersebut mencerminkan pelaksanaan kegiatan
fasilitasi dan promosi investasi yang cukup optimal
dalam mendukung peningkatan nilai investasi.

Pada Sasaran 2 vyaitu terwujudnya nilai realisasi
penanaman modal yang tinggi, inklusif, berorientasi
ekspor, dan merata, sebagian besar anggaran
dialokasikan untuk indikator Nilai PMA/PMDN sektor
sekunder, yaitu sebesar Rp273.467.849.300 dengan
realisasi sebesar Rp237.527.586.799 atau 86,86%,
yang merupakan porsi terbesar dalam mendukung
pencapaian sasaran produktif. Selain
itu, indikator Persentase realisasi PMDN termasuk
UMKM memiliki tingkat penyerapan sebesar 94,51%,
sedangkan indikator Nilai PMA/PMDN kawasan pusat
pertumbuhan terealisasi sebesar 85,93%.

investasi

Indonesia Maju

Indikatoryang berkaitan dengan investasi berorientasi
ekspor juga menunjukkan kinerja penyerapan yang
baik, yaitu Nilai PMA berorientasi ekspor sebesar
89,40% dan Nilai PMDN berorientasi ekspor sebesar
88,95%. Sementara itu, indikator Kontribusi realisasi
investasi tingkat
tertinggi yaitu sebesar 99,58%, yang menunjukkan
optimalnya dukungan kegiatan dalam mendorong
pemerataan investasi antarwilayah. Indikator Nilai
realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi juga
menunjukkan capaian yang cukup baik dengan
realisasi sebesar 92,36%.

luar Jawa memiliki realisasi

Pada Sasaran 3 vyaitu terwujudnya birokrasi
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang
bersih dan efektif serta pelayanan penanaman modal
yang prima, indikator Indeks Reformasi Birokrasi
didukung oleh anggaran sebesar Rp490.439.621.712
dengan realisasi sebesar Rp477.374.760.776 atau
97,34%, yang menunjukkan komitmen kuat dalam
peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan

pelayanan publik.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pada setiap
indikator kinerja menunjukkan bahwa alokasi
anggaran telah dimanfaatkan secara efektif
untuk mendukung pencapaian sasaran strategis
kementerian. Tingkat penyerapan anggaran yang
relatif tinggi pada sebagian besar indikator kinerja
mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan
pelaksanaan program serta kontribusinya terhadap
pencapaian target kinerja Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2025.
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3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilakukan
untuk mengetahui tingkat efisiensi Kementerian

Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mencapai
target yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan
alokasi anggaran secara optimal. Pengukuran
efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara
pengeluaran yang direncanakan dan pengeluaran
yang terealisasi dalam mencapai target kinerja.
Pengeluaran yang direncanakan merupakan alokasi
anggaran yang ditetapkan untuk mencapai target

yang telah ditentukan, sedangkan pengeluaran yang

LAPORAN
KINERJA

2025

terealisasi merupakan jumlah anggaran yang benar-
benar digunakan untuk mencapai target tersebut.
Efisiensianggarantercapaiketika penggunaansumber
daya mampu menghasilkan keluaran kinerja secara
optimal. Sebaliknya, efisiensi dinilai rendah apabila
penggunaan sumber daya lebih besar dibandingkan
capaian kinerja yang dihasilkan. Apabila capaian
kinerja dapat diraih dengan penggunaan sumber daya
yang lebih kecil dari yang direncanakan, maka tingkat
efisiensi anggaran menjadi lebih tinggi.
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Rincian perhitungan efisiensi sumber daya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 disajikan
padatabel 3.29.

Tabel 3.29
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025

Anggaran (Rp) . Capaian | __. . .
. L Capaian Efisiensi
No Sasaran Indikator Kinerja IK
o (%) ) (%)
Pagu Realisasi (%)
1 Meningkatnya Penanaman Nilai PMA dan PMDN 1.812.310.000 1.621.910.710 89,49 101,34 11,85
Modal yang Berfokus pada (Rp Triliun)
Sektor Prioritas termasuk
Hilirisasi, Orientasi Ekspor,
dan Berbasis Kewilayahan
2 | Terwujudnya nilai realisasi Nilai PMA/PMDN sektor 273.467.849.300 237.527.586.799 86,86 91,23 4,37
penanaman modal yang sekunder (Rp Triliun)
tinggi, inklusif, berorientasi | --------cmmmmm e e e e e
ekspor, dan merata Persentase realisasi 21.493.452.839 |  20.312.762.025 | 94,51 | 110,00 | 15,49
Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN)
termasuk Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
(UMKM) (%)
Nilai PMA/PMDN 1.000.000.000 859.259.110 85,93 110,00 24,07
kawasan pusat
pertumbuhan (Rp
Triliun)
Nilai PMA berorientasi 2.698.188.000 2.412.095.135 89,40 79,14 | -10,26
ekspor (Rp Triliun)
Nilai PMDN 900.000.000 800.587.560 88,95 96,52 7,57
berorientasi ekspor
(Rp Triliun)
Kontribusi realisasi 19.605.050.161 19.523.373.064 99,58 98,51 -1,07
investasi luar Jawa (%)
Nilai realisasi 51.442.071.988 47.514.391.075 92,36 110,00 17,64
penanaman modal di
bidang hilirisasi (Rp
Triliun)
3 | Terwujudnya birokrasi Indeks Reformasi 490.439.621.712 477.374.760.776 97,34 102,53 5,19
Kementerian Investasi dan Birokrasi Kementerian
Hilirisasi/BKPM yang bersih Investasi dan Hilirisasi/
dan efektif, serta pelayanan BKPM (indeks)
penanaman modal yang
prima
Jumlah 862.858.544.000 | 807.946.726.254 93,64 99,92 6,28
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Hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM pada tahun 2025 mampu mencapai efisiensi anggaran sebesar 6,28 persen. Efisiensi tersebut dipengaruhi
oleh beberapa faktor, yaitu:

©

Penyelarasan Perencanaan Kinerja dan Anggaran Sejak Awal Tahun >

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan bahwa penyusunan rencana kerja, target
kinerja, dan alokasi anggaran dilakukan secara selaras dan berbasis prioritas. Penyelarasan ini mencegah
terjadinya kegiatan yang kurang relevan dengan sasaran strategis serta meminimalkan revisi anggaran
yang tidak diperlukan.

@

Penguatan Fungsi Pengendalian dan Monitoring Berkala >

Monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara berkala melalui mekanisme evaluasi
triwulanan dan penggunaan sistem pemantauan kinerja. Dengan pengendalian yang konsisten, potensi
deviasi antara rencana dan realisasi dapat segera diidentifikasi dan dilakukan penyesuaian secara cepat.

Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi (SIMANTAB dan Sistem Pendukung Lainnya) >

Pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja dan anggaran membantu meningkatkan akurasi perencanaan,
pelaporan, serta evaluasi capaian. Sistem yang terintegrasi memudahkan pengambilan keputusan
berbasis data sehingga pelaksanaan program lebih efektif dan efisien.

Peningkatan Kualitas Koordinasi Internal dan Lintas Unit Kerja >

Koordinasi yang intensif dengan unit kerja lingkup sekretariat kementerian memastikan keselarasan
kebutuhan anggaran dengan target kinerja. Hal ini mencegah duplikasi kegiatan, meningkatkan sinergi
pelaksanaan program, serta memastikan penggunaan sumber daya secara tepat sasaran.

Fokus pada Output dan Outcome Prioritas >

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada program yang memberikan kontribusi langsung terhadap
pencapaian indikator kinerja utama. Dengan pendekatan berbasis hasil (result oriented), alokasi
anggaran dapat diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja organisasi.

“aneron 2025
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< Penerapan Prinsip Value for Money >

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam
setiap tahapan pelaksanaan anggaran. Belanja dilakukan secara selektif dan proporsional, sehingga
capaian kinerja yang tinggi tetap dapat diraih tanpa harus meningkatkan penggunaan anggaran secara
signifikan.

Perkembangan efisiensi penggunaan sumber daya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama periode
2021-2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik. Penyesuaian alokasi anggaran, refocusing program, serta
penguatan prioritas belanja pemerintah turut memengaruhi pola pemanfaatan anggaran di berbagai instansi,
termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Meskipun demikian, tingkat efisiensi yang tetap terjaga,
disertai dengan peningkatan nilai SAKIP serta capaian kinerja yang sebagian besar telah memenuhi target,
menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memberikan dampak
positif terhadap pengelolaan sumber daya. Kondisi ini menggambarkan kemampuan Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja,
bahkan di tengah keterbatasan fiskal dan penyesuaian kebijakan anggaran.

13.77 11.62 9.19 15.94 6.28

2021 2022 2023 2024 2025

Gambar 3.40
Perkembangan Efisiensi Sumber Daya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Tahun 2021-2025
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4.1 Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP

Tahun 2024
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Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus
melakukan berbagai upaya perbaikan dalam
pengelolaan akuntabilitas kinerja, baik pada aspek
perencanaan, pelaporan,
evaluasi kinerja. Upaya perbaikan tersebut mengacu
pada rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

pengukuran, maupun

LAPORAN
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Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Surat Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/646/AA.05/2024 tanggal
19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024.
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Dalam surat tersebut disampaikan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM, antara lain:

Memperbaiki kualitas sasaran strategis unit kerja 6. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan
agar lebih spesifik menggambarkan kinerja/ breakdown target per triwulan khususnya terhadap
kondisi yang ingin dicapai sesuai dengan tugas indikator kinerja kegiatan dan level perencanaan
pokok dan fungsi dan peran yang dimiliki. Selain kinerja di bawahnya. Kondisi ini akan membuat
itu, gunakan indikator kinerja yang relevan, proses monitoring capaian kinerja berkala menjadi
spesifik dan cukup untuk mengukur ketercapaian lebih jelas, dalam rangka memastikan/mengawal
setiap sasaran/kinerja yang diampu; capaian target kinerja tahunan;

Mereviu dan memperbaiki target kinerja pada 7. Memperbaiki beberapa rumus perhitungan
dokumen Perjanjian Kinerja (PK) baik level pada IKU level unit kerja agar lebih relevan
kementerian/lembaga hingga unit kerja terkecil menggambarkan substansi indikator yang dikawal;
untuk memastikan penetapan target setiap 8. Memperbaiki kualitas laporan kinerja unit kerja
indikator lebih baik/lebih tinggi dibandingkan yaitu dengan menyajikan identifikasi atau
realisasi tahun sebelumnya; penjelasan faktor-faktor pendorong/penghambat
Memperbaikikualitaspohonkinerjamenyesuaikan tercapainya target setiap indikator kinerja.
dengankaidah Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Faktor-faktor pendorong/penghambat yang telah
Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi teridentifikasi dapat menjadi dasar perbaikan
Pemerintah, terutama pada level kinerja taktikal perencanaan serta strategi dalam mencapai target
sampai operasional. Setiap level/jenjang kinerja kinerja kedepannya;

diharapkan memenuhi prinsip hubungan logis 9. Menyajikan informasi langkah/strategi yang telah
sebab-akibat yang tepat, serta lebih eksploratif dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
dalam mengidentifikasi  faktor-faktor/kinerja- secara optimal namun dengan penggunaan
kinerja yang efektif dapat mendorong tercapainya sumber daya secara efisien;

ultimate outcome secara lebih optimal. Dalam  10. Mendorong proses evaluasi AKIP internal
proses penyusunan pohon kinerja diharapkan dilakukan lebih mendalam untuk memotret
tidak mengacu kepada struktur organisasi yang kualitas implementasi SAKIP unit kerja secara
sudah ada; lebih riil khususnya pada komponen perencanaan
Meningkatkan upaya monitoring penyampaian dan pengukuran kinerja. Selain itu, LHE AKIP
data capaian kinerja berkala pada aplikasi internal diharapkan tidak hanya menyajikan
SIMANTAB untuk memastikan setiap unit catatan yang sifatnya pemenuhan, melainkan
kerja lebih bertanggung jawab dan disiplin juga terkait dengan sub komponen kualitas dan
menyampaikan data sesuai dengan waktu dan pemanfaatan;

ketentuan yang telah ditetapkan; 11. Memperbaiki kualitas rekomendasi pada LHE

Mendorong pihak yang bertanggungjawab
melakukan verifikasi data untuk melaksanakan
tugasnya secara lebih konsisten, sehingga data
capaian kinerja berkala yang disampaikan pada
aplikasi SIMANTAB dapat dipastikan valid,;

AKIP internal agar memberikan solusi yang lebih
relevan atas setiap catatan yang disampaikan
dan juga memastikan tim evaluator internal agar
lebih tepat/relevan menempatkan catatan hasil
evaluasi pada komponen SAKIP yang sesuai;
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12. Mendorong monitoring dan evaluasi dilakukan
lebih konsisten untuk memastikan unit kerja
menindaklanjuti. setiap catatan dan rekomendasi
yang disampaikan pada LHE AKIP internal,
sehingga kualitas implementasi SAKIP setiap unit
kerja dapat meningkat secara optimal;

Menerapkan mekanisme pemberian reward and
punishment atas hasil evaluasi AKIP internal yang

13.
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diperoleh untuk meningkatkan motivasi unit kerja
terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.

Tabel 4.1
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akip 2024

Kementerian
menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun
2024 melalui serangkaian langkah perbaikan yang
dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan
pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan,
dan evaluasi kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada
tabel berikut.

Investasi

dan Hilirisasi/BKPM telah

No. Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung output Progress
KemenPANRB Tindak Lanjut Jawab
1 Perbaikan Melakukan reviu Sesmen Dokumen + Telah disusun Renstra
perencanaan dan penajaman melalui Biro Renstra dan IKU Kementerian 2025-2029 yang
kinerja sasaran strategis Perencanaan yang diperbaiki disahkan melalui Permeninveshil
berorientasi dan IKU Program dan No. 6 Tahun 2025
outcome dan IKU kementerian Anggaran « IKU Kementerian dan IKK Unit
SMART dan unit kerja Kerja telah menyesuaikan dengan
agar berorientasi Indikator RPJMN 2025-2029
outcome dan « Telah disusun pula Renstra Eselon
memenuhi kriteria I yang disahkan melalui Surat
SMART Keputusan masing-masing Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya
+ Telah dilakukan Revisi PK 2025
2 | Reviudan Melakukan Sesmen dan PKyangdireviu | Telah dilakukan Revisi PK 2025
perbaikan target benchmarking seluruh Eselon | | dan ditetapkan
PK realisasi tahun ulang
sebelumnya dan
penyesuaian target
PK kementerian
hingga unit kerja
3 Perbaikan kualitas | Menyusun ulang Biro Pohon kinerja Belum disusun karena proses
pohon kinerja pohon kinerja Perencanaan kementerian penyempurnaan pohon kinerja masih
kementerian dan Program dan dan unit memerlukan harmonisasi dengan
unit kerja sesuai Anggaran dokumen perencanaan strategis
PermenPANRB periode 2025-2029, termasuk
89/2021 dengan penyelarasan dengan Rencana
logika sebab- Strategis kementerian dan satuan
akibat, tidak kerja serta penyesuaian terhadap
berbasis struktur rumusan sasaran strategis dan
indikator kinerja yang baru.
“nerin 2025
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Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung
No- KemenPANRB Tindak Lanjut Jawab Output Progress
Selain itu, penyusunan pohon kinerja
dilakukan secara bertahap melalui
koordinasi lintas unit kerja untuk
memastikan hubungan sebab-akibat
antarlevel kinerja tersusun secara
logis dan komprehensif sesuai
ketentuan PermenPANRB Nomor 89
Tahun 2021
4 | Peningkatan Penguatan SOP, Biro Kepatuhan Sudah ada fitur penetapan batas
monitoring data penjadwalan Perencanaan pengisian waktu pengisian data capaian kinerja
kinerja SIMANTAB | monitoring Program dan SIMANTAB pada SIMANTAB
berkala, dan Anggaran
reminder
penyampaian data
capaian kinerja
5 Konsistensi Penegasan Inspektorat Data kinerja « Terdapat pembagian peran yang
verifikasi data peran verifikator tervalidasi jelas, dimana verifikasi data
capaian data kinerja capaian kinerja dilakukan oleh
dan penguatan APIP
mekanisme « Terdapat fitur verifikasi pada
validasi sebelum SIMANTAB baik untuk capaian
finalisasi indikator kinerja maupun capaian
rencana aksi
6 | Breakdown target | Mewajibkan Seluruh unit Target triwulan | Penetapan breakdown target per
per triwulan pemecahan target | kerja terdokumentasi | triwulan akan dilaksanaknpada saat
tahunan menjadi penyusunan PK 2026, tahun 2025
target triwulanan belum dapat dilaksanakan mengingat
pada IK kegiatan sebagian besar indikator kinerja
dan sub-kegiatan bersifat tahunan
7 Perbaikan rumus Reviu dan Biro Rumus IKU yang | Telah memperbaiki beberapa rumus
IKU unit kerja penyederhanaan Perencanaan disempurnakan | perhitungan yang tercantum dalam
rumus IKU agar Program dan Manual Indikator Kinerja
relevan dengan Anggaran
substansi indikator
8 Peningkatan Penyajian analisis | Seluruh unit Laporan Kinerja | Akan didorong untuk penyusunan
kualitas laporan faktor pendorong | kerja Unit Kerja Laporan Kinerja tahun 2025
kinerja dan penghambat
capaian kinerja
pada setiap
indikator
9 Penyajian Menambahkan Seluruh unit Laporan Kinerja | Akan didorong untuk penyusunan
strategi efisiensi narasi strategi, kerja Unit Kerja Laporan Kinerja tahun 2025
pencapaian kinerja | inovasi, dan
efisiensi
pemanfaatan
sumber daya
dalam laporan
kinerja
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Rekomendasi Rencana Aksi Penanggung
No- KemenPANRB Tindak Lanjut Jawab Output Progress
10 | Pendalaman Penguatan Inspektorat LHE AKIP Setiap tahun telah dilakukan
evaluasi AKIP metodologi internal yang evaluasi AKIP internal oleh APIP
internal evaluasi AKIP lebih substantif | sesuai Keputusan Menteri Investasi/
internal terutama Kepala BKPM Nomor 217 Tahun
pada perencanaan 2023 tentang Pedoman Teknis
dan pengukuran Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Investasi/Badan
Koordinasi Penanaman Modal
11 | Peningkatan Penyusunan Inspektorat Rekomendasi Koordinasi dengan Inspektorat akan
kualitas rekomendasi yang AKIP berkualitas | dilakukan untuk meningkatkan
rekomendasi LHE | solutif, spesifik, kapasitas APIP melalui pelatihan dan
AKIP internal dan tepat pada pendampingan dalam evaluasi AKIP
komponen SAKIP internal sesuai standar Kementerian
PANRB
12 | Monitoring tindak | Monitoring berkala | Inspektorat dan | Persentase TL Telah disusun konsep Pedoman
lanjut LHE AKIP atas tindak lanjut | Sesmen rekomendasi SAKIP di Lingkungan Kementerian
internal rekomendasi AKIP meningkat Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai
internal oleh unit upaya peningkatan implementasi
kerja AKIP yang berkualitas, agar semua
pihak dapat memedomani dan
melaksanakannya dengan penuh
komitmen, namun masih dalam
proses pembahasan dan persetujuan
pimpinan
13 | Penerapan reward | Penyusunan Sesmen Kebijakan « Sedang dikembangkan fitur di
and punishment dan penerapan reward dan dalam SIMANTAB yang terintegrasi
mekanisme punishment dengan SIMPEG terkait reward
penghargaan dan dan punishment, dengan
sanksi berbasis memperhitungkan variabel
hasil evaluasi AKIP penilaian kinerja individu dari
internal SKP, presensi, hukuman disiplin,
dan ekspektasi pimpinan, dengan
capaian kinerja organisasi
« Untuk mendukung mekanisme
reward dan punishment sedang
dikembangkan juga fitur
Kalkulator Kinerja di dalam
SIMANTAB yang mengacu pada
Surat Edaran Menteri PANRB
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Penetapan Predikat Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN)
e 2025
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4.1.1

> Investasi Tumbuh

Penetapan Renstra Tahun 2025-2029

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
telah menetapkan dokumen Renstra tahun
2025-2029 melalui Peraturan Menteri Investasi
dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun
2025-2029. Rencana Strategis 2025-2029
merupakan pondasi penting dan momentum
dalam mengatasi berbagai kelemahan AKIP
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
selama ini, diantaranya: (i) indikator kinerja
memenuhi  kriteria  Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, and Time-bound (SMART);
(ii) penyempurnaan penjenjangan kinerja; (iii)
kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
(iv) hubungan logis pencapaian kinerja secara
berjenjang.

Dokumen Rencana Strategis Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029
merupakan pedoman perencanaan jangka
menengah yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran strategis, arah kebijakan, strategi,
program, kegiatan, serta kerangka pendanaan
kementerian selama periode 2025-2029.
Dokumeninidisusun sebagaiacuan bagi seluruh
unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi
di bidang penanaman modal serta sebagai
dasar penyusunan rencana kerja tahunan.

Visi yang diusung adalah
penanaman modal yang tinggi dan berkualitas
untuk menuju Indonesia Emas 2045, dengan
fokus pada peningkatan investasi yang tidak
hanya besar secara nominal tetapi juga
bernilai tambabh, inklusif, berorientasi ekspor,
serta merata secara kewilayahan. Investasi
diposisikan sebagai salah satu penggerak
utama pertumbuhan ekonomi nasional dan
pemerataan pembangunan.

terwujudnya

Indonesia Maju

Tujuan utama Renstra adalah meningkatkan
penanaman modal yang berfokus pada sektor
prioritas, ekspor, dan
pengembangan wilayah. Pencapaian tujuan

hilirisasi, orientasi
tersebut diukur melalui indikator utama nilai
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN), yang didukung
oleh sasaran strategis berupa peningkatan
investasi bernilai tambah serta terwujudnya
birokrasi yang bersih dan efektif dengan
pelayanan penanaman modal yang prima.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan
tiga arah kebijakan utama yaitu percepatan
peningkatan investasi pada sektor prioritas
dan hilirisasi strategis, peningkatan kualitas
iklim investasi dan kerja sama penanaman
modal, serta penguatan tata kelola investasi
melalui
kebijakan ini memerlukan sinergi lintas sektor
guna memastikan peningkatan investasi yang
berkelanjutan dan berkualitas.

reformasi birokrasi. Pelaksanaan

Selain itu, Renstra juga memuat target
kinerja investasi nasional hingga tahun 2029,
pengembangan kawasan pusat pertumbuhan,
peningkatan ekspor,
pemerataan investasi luar Jawa, serta penguatan
reformasi Kerangka pendanaan
disusun secara bertahap dengan kecenderungan
peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan kementerian.

investasi  berorientasi

birokrasi.

Secara keseluruhan, Renstra Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029
menjadi dokumen strategis yang mengarahkan
kebijakan dan program investasi nasional agar
mampu mendukung pertumbuhan ekonomi,
transformasi struktural melalui hilirisasi, serta
peningkatan daya saing dan pemerataan
pembangunan.
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Selain penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun
2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah tingkat kementerian, seluruh satuan kerja
di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM juga telah menyusun Rencana Strategis Satuan
Kerja masing-masing. Renstra satuan kerja tersebut
disusun sebagai penjabaran operasional dari Renstra
Kementerian sekaligus menjadi pedoman dalam
perencanaan program dan kegiatan pada tingkat
satuan kerja dan unit kerja agar selaras dengan
sasaran strategis kementerian. Renstra satuan kerja
yang telah ditetapkan meliputi:

1. Keputusan Sekretariat Kementerian/Sekretariat
Utama Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Sekretariat Kementerian/Sekretariat
Utama Tahun 2025-2029;

2. Keputusan Deputi Bidang  Perencanaan
Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Deputi Bidang Perencanaan

Penanaman Modal Tahun 2025-2029;

3. Keputusan Deputi Bidang Hilirisasi Investasi
Strategis Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
Tahun 2025-2029;

4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan
Iklim Penanaman Modal Tahun 2025-2029;

LAPORAN
KINERJA
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5. Keputusan Deputi Bidang Promosi Penanaman
Modal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Deputi Bidang Promosi Penanaman
Modal Tahun 2025-2029;

6. Keputusan Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman
Modal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman
Modal Tahun 2025-2029;

7. Keputusan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Deputi Bidang Pelayanan Penanaman
Modal Tahun 2025-2029;

8. Keputusan Deputi Bidang  Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal Nomor 10 Tahun
2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tahun 2025-2029; dan

9. Keputusan Deputi Bidang Teknologi Informasi
Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Deputi Bidang Teknologi
Informasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029.

Dengan telah ditetapkannya Renstra pada tingkat
kementerian dan seluruh satuan kerja tersebut,
diharapkan tercipta keterpaduan perencanaan yang
kuat antara sasaran strategis kementerian dengan
program dan kegiatan unit kerja.
ini menjadi landasan penting dalam memastikan
implementasi strategi organisasi berjalan secara
konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil,

Keterpaduan

sekaligus  memperkuat  akuntabilitas  kinerja
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama
periode 2025-2029.
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4.1.2 Peningkatan implementasi tata kelola kinerja melalui Aplikasi
Manajemen Akuntabilitas Kinerja Berdampak (SIMANTAB)

SIMANTAB merupakan sebuah instrumen manajemen kinerja yang memuat rangkaian sistematis
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mendukung proses penetapan
dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan
kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja unit kerja. Implementasi
SIMANTAB berperan penting dalam mendukung proses manajemen akuntabilitas kinerja secara
terintegrasi sehingga tujuan strategis organisasi dapat dicapai secara efektif dan terukur.

Pada tahun 2025 telah dilakukan pengembangan dan penyempurnaan beberapa menu dan fitur
pada SIMANTAB guna meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dan kemudahan penggunaan
sistem. Pengembangan tersebut antara lain meliputi:

@ Penyesuaian Tampilan Menu Publik dan Landing Page Awal (redesain) >

Penyesuaian desain Menu Publik dan Landing Page Awal pada aplikasi SIMANTAB (Sistem
Informasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Berdampak) Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, daya tarik visual,
dan menyesuaikan kebutuhan unit pemilik proses bisnis. Dengan harapan aplikasi dapat
digunakan secara lebih optimal, meningkatkan kepuasan pengguna, serta mendukung
pencapaian tujuan pemilik proses bisnis.

Landing page merupakan halaman utama yang berfungsi sebagai pintu masuk pengguna
dalam mengenal layanan maupun produk yang ditawarkan. Desain lama yang sudah
tidak relevan dapat menimbulkan kesan kurang modern dan menyulitkan navigasi. Oleh
karena itu, dilakukan proses penyesuaian tampilan landing page dan menu publik dalam
meningkatkan pengalaman pengguna dan menyesuaikan konten dengan strategi proses
bisnis yang sedang dijalankan. Dalam hal ini mencakup penyesuaian tampilan desain:
Desain landing page awal; Desain Menu Publik submenu publik Perencanaan Kinerja;
Desain Menu Publik submenu publik Pengukuran Kinerja; Desain Menu Publik submenu
publik Pelaporan Kinerja; dan Desain Menu Publik submenu publik Evaluasi Kinerja.
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a Penyesuaian tampilan Landing Page Awal dengan menambahkan grafik nilai AKIP

simanta

Aplikact Manajermen Akuntabliftas Kinerja Berdampak

Nilai AKIP Kementerian Investasi dan Hillrisasi/BKPM Tahun 2024
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Gambar 4.1
Desain Landing Page
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a Penyesuaian tampilan Menu Publik submenu publik Perencanaan Kinerja

KEMENTERIAN INVESTAST
E o e

PERIJANIIAN KINERIA
IN)/REN (RENAKIN,

AN KERIAJUNIT KERIA

1 Inwestasi dar Millirsast Q aa aaaQ a
3 Sokretariat Kemonterian/Saloetsriat Utama Q Qa aQ Q
3 | Depintmuting mersncissen BarianamasiMatil a aa aa a
4 Deputl Bidang Hilinsasl investas) Strateg s (o] aQaQ aa (@}
§ | b akiiis pengintuiigen Iitim Pananaman a aa aa a
& Ooputl Bidang Promesi Fenansman Madal Q aa aQ Q

Gambar 4.2
Desain submenu publik Perencanaan Kinerja

a. Rencana Strategis

KEMENTERIAN INVESTAS?
DAN HILIRISASI/ DN 7 N MENU + m

Visi

N0 visi

1 Torwujugnya Penanaman Modal yang Tnggi dan Borkualitas untuk Menuu lndonasia Emas 2065

MisI

1 Modal untuk Integeasi Ekonami Domesti dan Global serta Transformasi Exancms

TUJUAN

TUIUAMN INODIXKATOR SATUAN

Modai
1 untuk Integrasi Ekonomi Damestik dan Global 1 Nilai PMA gan PMDN Ap Tosun 19056 21753 25675 29696 3448
serta Tranaformosi Ekonami

SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEQIS

1 Terwujudnya Nilal Realisazl Penanaman Modal 1 Niksi #Ma dan PMON Sektor Sekunder Ap Triflun 19056 21753 25675 29695 34148
yang Bernilai Tambah, Inkiusd, Berorientas:
Ekspor, dan Mevata =
2 Parsentace Realisasi Penanaman Modal o 483 485 80 B3 «97
Dalam Negerl (PMDN| termasuk UMKM
3 | MNisi PMA don PMON Kawesan Pusot Ap Trkun 071 3468 4010 4523 507,2
Partumbuhan
4 Nilsi PMA Berorientas Ekspoe Rp Trsun e 2083 26355 2064 3674
S Ni=i DMDN Serorlentast Ekspor Rp Trikun 60,4 ns ELES weo 2EA
6 Kontribus Realisasi Imvwstas Luas Jawa Parsen 523 524 527 529 532
y | Nilsi fmalisasi Penanaman Modsl & Bidang Rp Temun =4 sa6E s758 7783 s
Hiliisasi
2 Teewujudngs Birokeasi Kementoran Invesiasi dan B Indeks Reformasi Birokesi Kementerian Indeks % ” 78 7 @0
HillrEasiSKPM yang Borsin dan Efaktif sarta Irwostasi dan Hilinsas(BKEM

Peiayanan Penanaman Modal yarg Prima

Gambar 4.3
Desain submenu publik Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis)
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b. Perjanjian Kinerja

KEMENTERIAN INVESTAS!
DAN HILIRISASI/BKPM

NO SASARAN STRATEGIS NO

1 Terwujudnya nilai realisasi penanaman madal yang tinggi, inkiusif, 1
berorientasi ekspor, dan merata

Terwujudnya realisasi penanaman modal bidang hilirisasi untuk 8
mendukung nilai tambah sumber daya alam

Gambar 4.4
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INDIKATOR KINERJA

Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%)

Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp Triliun)

Nilsi PMA dan PMDN (Rp Triliun)

Nilzi PMDN berorientasl ekspor (Rp Trillun)

Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp Triliun)

2 lisasi P Modal Dalam Negeri (°PMDN)
termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (%)

Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan (Rp Triliun)

Nilzi realisasi penanaman meodal di bidang hilirisasi (Rp Triliun)

Desain submenu publik Perencanaan Kinerja (Perjanjian Kinerja)

e Penyesuaian tampilan Menu Publik submenu publik Pengukuran Kinerja

KEMENTERIAN INVESTAS!
DAN HILIRISASI/BKPM

Tahun
[ 2025 Vv

[ Capalan Rencana Aksl Kinerja W/ ]

LEMBAGA/SATUAN KERJA/UNIT KERJA _ TW3 TW 4 TAHUNAN

Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM Q/
at ian/s iat Utama Q.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Mcdal

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis

Deputi Bidang Pengembangan |klim Penanzman Modal . ,’Q\

€& Kembali

SATUAN TARGET
Nilai 521
Rp Triliun 17.6
Rp Triliun 1905.6
Rp Triliun 60.4
Rp Triliun 855.95
% 483
Rp Triliun 307
Rp Triliun 521.4

Q NKO.GG

Gambar 4.5
Desain submenu publik Pengukuran Kinerja
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° Penyesuaian tampilan Menu Publik submenu publik Pelaporan Kinerja
N s o wen v

Tahun
[ﬂ]
NILAI KINERIA ORGANISASI (%) EFISIENSI SUMBER DAYA (%) | LAPORAN
SATUAN KERJA/UNIT KERIA 3

1 Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis a aQ Q Q a Q Q Q Q

2 Dircktorat Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi

3 Direktorat Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan

4  Direktorat Hilirisasi Perikanan dan Kelautan

5 Direktorat Hilirisasi Minyek dan Gas Bumi

S o EoH 9 IS
o O ERE O B
2 O IROE O S
ZH O ERE O B
BN O ROS O B0
Sl 0 WON O NS
Ol O [ESN O IS

6 Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batu Bara

o O ERE S |9
Bl e | P 8|8

Gambar 4.6
Desain submenu publik Pelaporan Kinerja

° Penyesuaian tampilan Menu Publik submenu publik Evaluasi Kinerja
A e o e

Tahun
2025 V ,

PERMASALAMAN (KENDALA) / REKOMEN
SATUAN KERJAJUNIT KERJA LHE AKIP

TINDAX LANJUT DITINDA

1 Kementerisn Investasi dan Hilliisssi/BKPM Q Q Q
2 Utams Q (o} Q
3 Deputl Bidang Perencanaan Penanaman Modal Q @ Q
4 Deputi Bidang Hilirisas! Investas! Strategis Q Q Q
5 Deputl Bidang Pengemb wwlim P Modat Q @ Q
6 Deputl Bidang Promosi Penanaman Madal Q @ Q

Gambar 4.7
Desain submenu publik Evaluasi Kinerja
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KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

BAB Il )—C BAB III ) L)

W

< Penyesuaian Modul Informasi Seputar Kinerja Organisasi (INSPIRASI)

)

Penyesuaian tampilan Modul INSPIRASI dan
Penambahan Menu Admin pada Aplikasi Layanan
Akuntabilitas  Kinerja Lembaga  (SIMANTAB)
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bertujuan
untuk meningkatkan kemudahan dalam pencarian
informasi seputar kinerja organisasi dengan visual
yang lebih modern dan responsif. Modul INSPIRASI
berfungsi sebagai sarana penyampaian data dan
informasi terkait capaian kinerja, indikator, serta
aktivitas organisasi kepada publik maupun internal.

INSPIRASI merupakan halaman yang berfungsi untuk
menampilkan informasi seputar kinerja organisasi.

KEMENTERIAN INVESTAS]

DAN HILIRISASION M
KEMENTERAAN INVESTASE
DAN WILIRISASYRAPM

simantap

Q0 w0 PENCANAAN
FROGUAM DAN ANOGAVAN

KEMENTRIAN INVESTASI DAN
HILIRISASI/BKPM

SR

76,78
A as -

2021 2022 2023 2024

Gambar 4.8
Tampilan dropdown menu INSPIRASI

LAPORAN
KINERJA

2025

MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN
KATEGORI BB HASIL EVALUASI AKIP

Pada desain lama tampilan terlihat terlalu sederhana
dan informasi yang ditampilkan kurang lengkap.
tampilan INSPIRASI disertai juga
penambahan menu Admin Inspirasi bertujuan agar
lebih mudah dan fleksibel dalam pengaturan tampilan
INSPIRASI. Pada Menu Admin Inspirasi terdapat fitur
untuk pengaturan tampilan layout beruba warna font,
warna tema serta banner. Selain itu, terdapat juga
fitur untuk pengelolaan informasi pada slideshow,
pengelolaan dokumen dan pengelolaan tautan
terkait. Pengaturan tersebut nantinya dapat dilihat
pada tampilan INSPIRASI per masing-masing tipe
(SAKIP, RENJA, RKA, DIPA, RENAKSI, dan MONEV).

Penyesuaian

PANDUAN APLIKAS|
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%' AN s samanta‘ A INSPIRASI v PANDUAN  APLIKASI

RENCANA KERJA

W nie

Rencana
Kerja

£, UL Nomer 17 Tatun 2003 pdf £, uu Mamor 1 Tanun 2004{1).pdr L. PMK NG, 107 Twhun 7024.pdf L. v Nomor 62 Tahun 3024 pdt

TAUTAN TERNAIT
g - ﬁ i) 4L NS B0 At PONTb ) cuonn ' SArt el
Gambar 4.9

Contoh Desain INSPIRASI pada Rencana Kerja
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% DAN HILIRISASI/EKEM BAB | BABII ) ( BABIII } ®

G Penyesuaian Modul Pengukuran Kinerja, Dashboard Pegawai dan Verifikator serta Perbaikan
Notifikasi terhadap Menu Capaian dan Verifikasi Rencana Aksi dan Indikator Kinerja

Penyesuaian menu Capaian dan Verifikasi Rencana Aksi serta Indikator Kinerja pada Aplikasi Manajemen
Akuntabilitas Kinerja Berdampak (SIMANTAB) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dilakukan untuk
memastikan kesesuaian dengan kebutuhan proses bisnis pengguna mengacu pada peraturan terbaru, serta
meningkatkan efektivitas dalam proses penginputan data. Selain itu, penyesuaian dashboard pegawai dan
verifikator serta perbaikan fitur notifikasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas tampilan antarmuka dan
optimalisasi fungsi sistem.

Salah satu kebutuhan yang diidentifikasi adalah penyesuaian menu Capaian dan Verifikasi Rencana Aksi serta
Indikator Kinerja. Saat ini, metode penginputan data dimulai dari daftar Kegiatan/KRO/RO/Komponen yang
kemudian dipetakan ke Indikator Kinerja yang mendukungnya. Namun, seiring dengan perubahan konsep
penginputan, diperlukan penyesuaian pada menu-menu tersebut. Pada metode penginputan yang baru, proses
dimulai dari daftar Indikator Kinerja yang selanjutnya dipetakan ke KRO/RO yang menjadi pendukungnya.

a Penyesuaian Capaian Rencana Aksi

Penyesuaian tampilan Capaian Rencana Aksi telah disesuaikan dengan permintaan unit pemilik proses
bisnis yaitu penambahan pop up notifikasi untuk melengkapi data pagu untuk tahun 2024 ke bawah
dan penyesuaian metode penginputan capaian dari daftar Indikator Kinerja ke KRO / RO dan Target RO
untuk tahun 2025 ke atas.

Mohon Sesuaikan Pagu
Anggaran Tiap Komponen

"

2025 - giro Perencanaan Program don Anggaran

SASARAN INDIKATOR KOMPONENDIPAKAI ANGGARAN DIPAKAI  AKSI
ingkatny ifitas p ggoran dan peng i temuan BPK otas pelaksanaan anggaran 8iro Perercanacn b 5 /
kinerja organisasi Program dan Anggaran TA 2024 (%)
Meningkatnya kudlitas layonan perencanaan program, anggaran dan Indeks kuclitas layanan perencanaan program, anggaran dan
2 ! 0 7
pengeloloan kinerja organisasi pengeloloan kinerja organisas {indeks)
j layonen 0 yang baik lingkup Biro 3 F evaiuosi Kinerja Instansi 0 0 /
Perencanaan Program dan Anggaran Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)
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Dukungan Terhadap Indeks kualitas lay P prog! anggaran dan pengelolaan kinerja organisasi (indeks)
KOMPONEN PARSIAL ANGGARAN Kumulotit(#p)
RINCIAN OUTPUT KOMPONIN TARCLT SATUAN
TARGET REALISASI PAGY REAUSAS

on 1 Dokumeon a~ 2 o A

Investos|/BPM
"o 0 "
AR -] AR
PR o AP
e o el
om0 am
LY 1 L)
ADS ] AOS
sep ' s
oxT 1 oxT
NOv 1 NOv
onn 1 o
TOTAL 7 o

Totup  simpon
Gambar 4.10

Desain Penyesuaian Capaian Rencana Aksi

a Penyesuaian Verifikasi Rencana Aksi

Penyesuaian tampilan Verifikasi Rencana Aksi telah disesuaikan dengan permintaan unit pemilik proses
yaitu dengan metode penginputan verifikasi dari daftar Indikator Kinerja ke KRO / RO dan Target RO per

bulan.
2025 . 8ir0 Perencaraan Progrom don Angooren .
SASARAN INDIKATOR KOMPONEN DIPAKAI  ANGGARAN DIPAK A AxS!
? i o ternuan BPK anggaran siro ogram daon
elektifi

o p o 1 anggoron T 2024 (%) L g 4
fitas layonan program, anggaran dan pengalcioan , 'ndaks kualitas keyanan perencanaan program, anggaran don pengelolaan kinerja i 2 7’

Kinerja organizasi organisosi (indeks)
i layanon yang boik lingkup 5 abilites Kinarjo stons| Pamarintah (&KIF) yong N o p

Progrom dan Anggaran artindakionjut! (%)

Dukungon Terhadap indeks kualitas layanan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan kinerja organisasi (indeks)

KOMPONEN PERBULAN ANGOARAN (Wp)
RINCIAN OUTPUT XOMPONEN TARGEY SATUAN
TARGET REAUSAS! PAGY REAUISAS!
g ] o 1 OCotumen e o O N
rewaton /b,
" o "
MAs ] AR
Ll ° Ll
e ° il
am ' am
an ' an
AGS ' AGS
sn ' "
oxt ] o
~ov ) Nov
s ' o
Torm 7 °

Tup  Smpon

Gambar 4.11
Desain Penyesuaian Verifikasi Rencana Aksi
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Optimalisasi Capaian Indikator Kinerja

Penambahan warning pada kolom “Keterangan, Permasalahan, dan Tindak Lanjut” agar wajib diisi
minimal 5 kata. Penambahan warning pada kolom-kolom tersebut dimaksudkan agar data yang
dikumpulkan menjadi lebih lengkap dan infomatif.

localhost:3000 says

jan yang belum 5 kata!

[

No IndikatorKinerja

1 Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan Program dan Tahun % 98B ¢
Anggaran (%)
Leterangar Permasalahan Tindak tanjut
rang SKal
Data Dukung 1 £ Datta Dukung 2 2 Data Dukung 3 o
o i
Gambar 4.12

Desain Warning Capaian Indikator Kinerja

° Optimalisasi Verifikasi Indikator Kinerja

Penambahan warning pada kolom “Keterangan, Permasalahan, dan Tindak Lanjut” agar wajib diisi
minimal 5 kata. Penambahan warning pada kolom-kolom tersebut dimaksudkan agar data yang
dikumpulkan menjadi lebih lengkap dan infomatif. Selain itu, adanya fitur ‘Pilih Semua’ saat melakukan
verifikasi data juga ditambahkan pada Menu Verifikasi Indikator Kinerja.
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localhost:3000 says

rangan yang belum 5 kata

No Indikator Kinerja

Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan Program dan Tahun % 88

Anggaran (%)

Keterangaon Permasalahon Tindak Lonjut

Kotorongan minimal § Kotal

Data Dukung 1 h's } Data Dukung 2 « Data Dukung 3 *

Katerangan Verifikas

Gambar 4.13
Desain Optimalisasi Verifikasi Indikator Kinerja
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0 Penyesuaian Modul Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pohon Kinerja dan
Pemeringkatan Kinerja

Dalam Modul Pelaporan Kinerja, diperlukan pengembangan fitur untuk menyesuaikan format NKO
menjadi PKO mulai sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 22 tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja
Organisasi serta mengunduh rekap dokumen secara langsung sehingga proses penyusunan laporan
dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Optimalisasi pada menu Pemeringkatan Kinerja serta
penambahan menu Rekomendasi dan LHE AKIP diperlukan untuk menyediakan data evaluasi kinerja
yang lebih komprehensif serta mendukung kebutuhan analisis yang lebih mendalam.

Pemindahan menu Pohon Kinerja menjadi bagian dari Modul Pelaporan Kinerja dilakukan untuk
menyesuaikan fungsi menu dengan alur penyusunan dan pelaporan kinerja. Selain itu, penambahan
fitur autentikasi (login) pada saat pengguna mengakses Laporan Kinerja melalui menu Pelaporan
Kinerja (publik) bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang ditampilkan sesuai dengan peran
dan kewenangan masing-masing pengguna, sehingga keamanan dan akurasi data tetap terjaga.

a Penyesuaian Pelaporan Kinerja

Penambahan fitur unduh rekapan dokumen Manual IKU dan Perjanjian Kinerja.

Tatwn Lembogo [ satuan Lerjo / Unt Cara

2025 » Sexretariat xementeviunlsskremrlm Utoma s

LEMBAGA [ SATUAN KERJA I UNIT KERJA TAHUNAN

Utames

Biro Perencanaan Program dan Anggaran

Biro Hukum

Biro dan ls] Yy

Biro Umum dan Keuangan

Inspektorat

Gambar 4.14
Desain Menu Penilaian Kinerja Organisasi
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MATRIKS PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Unit Kerja - Ki_: Kermenten an Investasi dan Hilinsazi{ BKPM
Nilai AKIP Kznenterian (2025). 76.78
Predikat AKXIP Kemarterian (2025): B3

Normalisasi Korcksi Normalisasi
Sasaran Indikator Kineria Target  Realisasi Capaian l_g"'a'ia:“;f(‘ Capaian PK
L berdasarkan Predikat

Nilai Akhir
Capaian PK

MNila PMA d= PMDN [Fp Triliun| 190560 19.99%
2 |Mila PMAPMON seklor sskuncer (Fo Triliun) [fiaks] 5% §952%
Persartazs realizzsi Penanaman Modal Dalamn MNagen (PMON)
Ternuiuchya rilai realisesi pemenaman termasuh Uzaha Mikro, Kezil, dan Menzngah [L<M) [ %)
1 modd veng linggi. inklusif. Cercrertasi 7 RT3 BIAON B R RS T 4830 130 2380 280 0% 21437
eksrer, dan merats = ansean puzat periumbhan Rz Tnliun) 202,10 100 % 114 0 @
S |MNila PMA b orienlesi ekspor [Fo Triliun| 7160 0 0% AL 03 g%
& [Nila PMON beroriertasi ekepar (Rp Triliun) 50,40 0 0% 0% 102 0%
7 [Forkibusi redizesi investasi luar Jawe | %] 529 0 022 03 103 0%
Terwujudrya reslizasi penanzman medal 8 |Nila reslizasi penanaman medal d bidang Filirisasi (Ro Triliun)
2 |bidarg hilirizas untuk mendukung rilal
terrbah sumber dave dam 140 a 0% 0% 02 0%
Terwuud-ya birokraz Kemearterian 20 |Indeks Raformas Birokrazi Kemerterian lrwestasi dan
3 |Invesiasi dan Hilin s0:BKPM yeng bersih HilirisasiBKPM [ind=ks)
dar e =kiif. serta pelavanzn penanaman Bl a 0% 0% 02 0%
Total Capaian P 0%
Nilai Kirena Orgenizasi [N<C) atau Rafa-rata 0
Predikal PKO

NILA KINERJA DRGAMEAS! (MNKOD PREDIXAT PO

E0% < X <80

Gambar 4.15
Desain Matriks Penilaian Kinerja Organisasi

0 K=t

2025 b Sokrotariot Kemonterian/Sakrotariot Utoma v

2
o
g

NO UNIT KERJA MANUAL IKU PERKIN PENGUKURAN DAN EVALUASI

1 sekretariat Kementerian/Sekretariat Utoma

2 Biro Perencanaan Program dan Anggaran

3 Biro Hukum

4 Biro Protokol dan Hubungen Masyarakat

5 Biro Umum dan Keuangan

6  Inspektorat

© e 6 e b B P
CHNCHECHE RE I AN O
CRNCEROR 2 ORI R O
BIe Pl e | B e
el Pele e | e

7 Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Gambar 4.16
Desain Fitur Menu Rekap Dokumen
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0 Penyesuaian Pohon Kinerja

Pemindahan menu Pohon Kinerja menjadi bagian dari modul Pelaporan Kinerja.

Q' rencorl
PELAPORAN KINERJA L

T

88 Dashboard Pegowal

2024 - Biro Program dan Anggs -
83 Dashboard
B Nioi Kinerio Grgani NO PERSPEKTIF SASARAN KODE  INDIKATOR KINERJA VAUDITAS FOLARISASI TARGET SATUAN PAGU CASCADING JUMLAHDIAMBIL  AXS!
ol Kinerjo Crganisasi
Terkelokanyo anggaan Néai Kinerjo Anggaran
@ Peta Strategl teoming&  Biro Perenconaon (NKA) fingkup Biro tog
¢ “ ! Growth Program dan Anggoran freorars Perencanaan Program Q Output . - * o o Q 0 Q
B toporani yang akuntabel dan Anggaran (%)
Terkeloionyc anggaran Nial Kinerjo Anggaran
lorning&  Biro Perencanaan (NKA) lingkup 8iro log .
B3 Matriks Efisiens! 2 o i o o WEOLOIS progom X oupu  Modmie 90 % o 0o Q 0 Q
yang akuntabel dan Anggoran (%)
@ ‘toporan Rencana Aksi Kinerja Persentase tomuan BPK
Terkelolanyc anggosan atas pelaksanaon
Dokumen Perencanaon loamning&  Biro Perencanaan arggaran lingkup Biro log .
& E - Progrom dan Anggaran 'XK9L0L7 45 Q ouput  Minimize 5 % 0 0 Q 0 Q
yang okuntabel dan Anggaron TA 2022
G5 Dokumen 8PEA (x)
Persentase temuan BPK
Terkelokanya anggasan aws pelaksancan
4 \eoming®l Beo Rershoanods KKolorz SragorenlingkupBro o ‘og Minimize s % 0 o Q ) Q

P CUNAREN S IR e SATE A A~

Gambar 4.17
Desain Menu Pohon Kinerja pada Modul Pelaporan Kinerja

e Penyesuaian Evaluasi Kinerja

Penyesuaian Evaluasi telah disesuaikan dengan permintaan unit pemilik proses yaitu: penambahan
fitur pemeringkatan kinerja berdasarkan capaian NKO, Anggaran dan ESD, penambahan fitur input LHE
AKIP, penambahan fitur input Rekomendasi serta status tidaklanjutnya.

=~ Tarwin ™
2025 - 1 -
NO LEMBAGA [ SATUAN KERJA | UNIT KERJA UNIT KERJA ATASAN HASILEVALUASI

1 Kementerian Investasi dan Hilirisasi [ BKPM

2 /! Utama Kementerian Investas! dan Hilirisasi [ BKFM .
Capait
3 Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM E&ﬂl’
4 Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi [ BKPM B
5 Deputi Bidang Pengembangan iklim Penanaman Modal Kementerian Investas| dan Hilirisasi { BKPM _— B
6  Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi [ BKPM = B
Gambar 4.18

Desain Pemeringkatan Kinerja
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2025

SATUANKERJA PERENCANAAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINERJA EVALUASIKINERJAINTERNAL TOTALNILAI PREDIKAT AKSI

Sekretariat Kemanterian/Sekretariat % 2 1656 N30 8

Utama

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman

1 27 [}

Modal J 0 |

Deputi Bidang Hilirisasi investasi Strategis 29 0 Q 0
Gambar 4.19
Desain LHE AKIP

Simpan

NO KOMPONEN / SUB KOMPONEN BOBOT NILAI

1 PERENCANAAN KINERJA 29.00 21.00

la Dokumen 1 Kinerja telah tersedi 700 7

1B Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan 200 ]

(cascading) di setiap level secara logis serta meperhatikan setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosseutting) :

e Perencanaan Kinerja telah dir 1 untuk judkan hasil yang berkesinambungan 13.00 B

2 PENGUKURAN KINERJA 28.00 28.00

2a Pengukuran Kinerja telah dilakukan 7.00 7

2b  Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 900 9
Gambar 4.20

Desain Input LHE AKIP

Tatun

2025

REKOMENDAS!
SATUAN KERJA
SUDAH TINDAK LANJUT  BELUM TINDAK LANJUT

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama ] 3 E|

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal 2 2 E

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis 0 0

Deputi Bidang Pengembangan (klim Penanaman Modal 2o 0
Gambar 4.21
Desain Verifikasi Rekomendasi LHE

LAPORAN

2025

KINERJA
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STATUS TINDAK LANJUT

NO Rekomendasi

BELUM SUDAH
1 Perlu dilakukan tindaklanjut setelah sosialisasi \/ / u]
2 Perlu sosialisasi ke unit kerja \/ 7 o
3 Perlulebih telit v /Z O
Gambar 4.22
Desain Input Verifikasi Rekomendasi LHE
< Penyesuaian Verifikasi Rencana Aksi dan Matriks Efisiensi Penggunaan Sumber Daya >

Menu Verifikasi Rencana Aksi dalam SIMANTAB digunakan oleh Biro Perencanaan Program dan Anggaran
(BPPA) untuk melakukan verifikasi terhadap data target dan capaian rencana aksi yang telah diinput
oleh unit kerja. Menu ini memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Namun, dalam pelaksanaannya, proses verifikasi yang dilakukan
secara satu per satu berpotensi menimbulkan inefisiensi waktu verifikasi. Selain itu, pada Menu Matriks
Efisiensi, untuk menjamin keakuratan dan keterlacakan data, informasi anggaran pada Matriks Efisiensi
perlu dipastikan berasal dari hasil tagging data atasan, bukan dari aplikasi Monsakti. Sehubungan
dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian sistem guna meningkatkan efisiensi proses verifikasi serta
memastikan validitas data kinerja dan efisiensi sumber daya dalam SIMANTAB Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM.

° Penyesuaian Menu Verifikasi Rencana Aksi

Penambahan fitur “Pilih Semua’ untuk melakukan verifikasi (approval).

ralo fasd Evaluasi (LHE) Akuntabiiitas Kinerja instansi Pernetintah (AKIP) Internal (nilei)

oA ONEN PEEBULAN Mi0GALAN (Rp)

TaackT AUSAS! PAGY wausan

= 01 ~Pocy 260000000 324 ¥2.000,00¢
= Pvostosl/ B
o ' - on o

8§52 i 28 5E

78000008

g
6 e o

unp minpen

Gambar 4.23
Desain Menu Verifikasi Rencana Aksi
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a Penyesuaian Menu Matriks Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Data Anggaran pada Matriks Efisiensi didapat dari tagging data atasan.

- Lermbogo | Satuan Kerjo [ Unit kerja
2025 - Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama -
LEMBAGA I SATUAN KERJA ’ UNIT KERJA DOWNLOAD
Kerr / iat Utama ()

Biro Perencanaan Program dan Anggaran ()
Biro Hukum [
(O

Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Gambar 4.24
Desain Menu Matriks Efisiensi

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BPPA TAHUN 2025

Anggaran
Indikator Kinerja Capaian (%) Capaian IK (%) Efisiensi (%)
Pagu(Rp) Realisasi{Rp)

1|Terwujudnya tats kelola IKK.01.01.1 [Nilzi Kinerja Perancanaan Anggaran (NKPA) [nilai) 63.400.000| 62.000.000 97,79 0,00 97,79
pemerintahanyangbaikmelalui [i767 615 [Nilai rata-rata Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas | 653.000.100| 658.000.000 100,00 0,00 -100,00

perencanann program_dan Kinerja Instansi Pemerintah [AKIP) Internal [nilai)
anggaranyang berkualitas IKK.01.01.3 |Tes IK3 11.000.000| 11.000.000 100,00 0,00 -100,00
2|Terwujudnya akuntabilitas IKK.01.01.4 [Indeks kuzlitas layanan perencanaan program, anggaran 5.000.009 5.000.000 100,00 0,00 -100,00

kinerja yang berkualitas lingkup dan kinerja isasi (indeks)

Jumlah| 732.400.100( 736.000.000 99,45 0,00 -99,45

Gambar 4.25
Desain Laporan Matriks Efisiensi

LaPoraN 2025 169




W

KEMENTERIAN INVESTASI ) ( N

(

Penambahan Menu Kerangka Logis >

Penambahan Menu Kerangka Logis pada Sistem Layanan Akuntabilitas Kinerja Berdampak (SIMANTAB)
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bertujuan untuk menampilkan keterkaitan antara sasaran
strategis, indikator kinerja strategis, sasaran program, indikator program, sasaran kegiatan, indikator
kegiatan serta RO. Dalam rangka mendukung perencanaan program dan anggaran yang efektif serta
selaras dengan sasaran strategis organisasi, diperlukan suatu mekanisme yang mampu menampilkan
keterkaitan antara sasaran program, indikator program, sasaran kegiatan, indikator kegiatan, serta
Rincian Output (RO) yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Keterkaitan tersebut menjadi
penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan berkontribusi secara langsung
terhadap pencapaian sasaran program.

Olehkarenaitu,MenuKerangka Logis padasistemdiperlukansebagaisaranauntukmenyajikanhubungan
yang terstruktur dan terintegrasi antar komponen perencanaan tersebut. Menu ini diharapkan dapat
mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja secara lebih sistematis, transparan,
dan akuntabel, serta memudahkan pengambilan keputusan berbasis kinerja.

2028 v Daputs Bidorg Pecancancan Penanarman Modd

LEMRAGA [ SATUAN KTRIA | LONT KTRIA

1 Cupul SNg PERrEancan RGO MOl Kamonteskan nvstas don Filisos | BKem

2 st Monutoktur %

3 Dimktorot Perenconoan jawn don Kawoson " "

4 Oirektont Peranconoan INfrastiktur

LU | (I |1

9 Direktorot Perenconoan Mokto nvestor v o

Gambar 4.26
Desain Menu Kerangka Logis - List Unit Kerja

Gambar 4.27
Desain Menu Kerangka Logis - Bagan Kerangka Logis (Data Lengkap)
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4.2 Rencana Tindak Lanjut atas Evaluasi
AKIP Tahun 2025

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk terus melakukan berbagai inisiatif dalam rangka
meningkatkan kualitas akuntabilitas dan pencapaian kinerja secara optimal dan berkelanjutan. Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi yang secara berkala telah melakukan evaluasi serta memberikan masukan
konstruktif terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Berdasarkan Surat Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/362/AA.05/2025 tanggal 29 Desember
2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, terdapat beberapa
rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, antara lain:

. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan
mempertimbangkan historis  serta
dinamika kondisi aktual sehingga target yang
ditetapkan lebih berbasis bukti dan mencerminkan
ambisi peningkatan kinerja instansi secara
berkelanjutan.

. Meninjau kembali indikator kinerja pada setiap
unit kerja eselon | maupun level di bawahnya
untuk memastikan indikator yang digunakan telah
relevan, spesifik, dan memadai dalam mengukur
ketercapaian kinerja, serta dilengkapi dengan
target yang ideal sesuai capaian sebelumnya dan
ketersediaan sumber daya.

. Menyusun dan merumuskan kerangka logis
kinerja atau pohon kinerja sesuai dengan kaidah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021
tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah,
guna memastikan keselarasan kinerja antarjenjang
organisasi serta kontribusi optimal terhadap
pencapaian kinerja kementerian.

. Menetapkan Penanggung Jawab (PIC) secara
eksplisit untuk setiap indikator kinerja, lengkap
dengan tugas, kewenangan, dan mekanisme
pelaporan, sehingga pengukuran indikator kinerja
hanya dapat diterima apabila dilaporkan oleh PIC
yang ditetapkan secara formal.

capaian

. Meningkatkan

. Mengintensifkan

. Mendorong percepatan pengembangan fitur

aplikasi SIMANTAB agar dapat mendukung
pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari
level kementerian hingga unit kerja.

. Mendorong unit kerja eselon | untuk menyusun

dokumen laporan kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban pencapaian kinerja
kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan
masyarakat.

kualitas dokumen  laporan
kinerja dengan tidak hanya menyajikan faktor
penghambat, tetapi juga faktor-faktor pendorong
pencapaian target kinerja secara lebih rinci dan
mendalam sebagai dasar perbaikan strategi

kinerja pada tahun berikutnya.

. Melaksanakan evaluasi AKIP internal yang

lebih menitikberatkan pada penilaian kualitas
implementasi SAKIP terkini pada unit kerja,
sehingga catatan dan rekomendasiyang dihasilkan
tetap relevan untuk ditindaklanjuti.
monitoring  dan
terhadap progres tindak lanjut hasil evaluasi
AKIP internal guna memastikan seluruh unit kerja
secara konsisten melaksanakan rekomendasi yang
telah diberikan.

evaluasi
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Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM telah menyusun rencana aksi perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh seluruh unit kerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

@ Penyesuaian Target Kinerja Berbasis Capaian Historis >

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan reviu terhadap target kinerja pada dokumen
Perjanjian Kinerja mulai dari level kementerian hingga unit kerja dengan mempertimbangkan
capaian historis, proyeksi kinerja, serta dinamika kondisi aktual. Penyesuaian target dilakukan
agar target kinerja lebih realistis namun tetap mencerminkan upaya peningkatan kinerja secara

berkelanjutan.

@ Penyempurnaan Indikator Kinerja >

Setiap unit kerja melakukan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja yang digunakan
untuk memastikan indikator telah relevan, spesifik, terukur, dan cukup dalam menggambarkan
pencapaian kinerja. Selain itu dilakukan penyempurnaan definisi operasional indikator, metode
perhitungan, serta penetapan target yang selaras dengan kapasitas sumber daya yang tersedia.

@ Penyusunan Pohon Kinerja Sesuai PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 >

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyusun kerangka logis kinerja atau pohon kinerja
kementerian dan unit kerja dengan menerapkan prinsip hubungan sebab-akibat yang logis serta
tidak berbasis struktur organisasi. Pohon kinerja tersebut menjadi dasar dalam memastikan
keselarasan antara kinerja kementerian, unit kerja, hingga individu.

@ Penetapan Penanggung Jawab (PIC) Indikator Kinerja >

Penetapan PIC indikator kinerja dilakukan secara eksplisit dengan mengacu pada Surat Keputusan
Tim Pengelola SAKIP pada masing-masing unit kerja. Nama-nama pejabat dan pelaksana yang
tercantum dalam SK Tim Pengelola SAKIP ditetapkan sebagai PIC indikator kinerja sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerja masing-masing, termasuk kewajiban penyampaian data dan pelaporan
kinerja secara berkala.
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Pengembangan Aplikasi SIMANTAB >

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus melakukan pengembangan aplikasi SIMANTAB
untuk mendukung pengukuran kinerja berjenjang mulai dari level kementerian hingga unit
kerja. Pengembangan tersebut antara lain meliputi penyempurnaan fitur penjenjangan kinerja,
pengelolaan indikator kinerja, verifikasi capaian kinerja, serta monitoring penyampaian data kinerja
secara berkala.

Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon | >

Unit kerja eselon | didorong untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas pencapaian kinerja kepada pimpinan dan pemangku kepentingan. Penyusunan laporan kinerja
dilakukan secara sistematis dan mengacu pada pedoman penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintah.

Peningkatan Kualitas Analisis Kinerja >

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meningkatkan kualitas analisis dalam dokumen laporan
kinerja dengan menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian target indikator
kinerja secara lebih komprehensif. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan strategi
peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Penguatan Evaluasi AKIP Internal >

Evaluasi AKIP internal dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih mendalam untuk menilai
kualitas implementasi SAKIP pada unit kerja. Evaluasi tidak hanya menilai aspek pemenuhan
dokumen, tetapi juga kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pemanfaatan informasi
kinerja.

Penguatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut >

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP internal maupun eksternal.
Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh unit kerja melaksanakan tindak
lanjut secara konsisten dan tepat waktu.
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5.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas atas
pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam mendorong peningkatan nilai realisasi investasi dan hilirisasi
industri, serta perbaikan tata kelola birokrasi serta pelayanan penanaman modal yang prima. Laporan ini
menyajikan capaian kinerja kementerian berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 9 indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM menunjukkan capaian kinerja yang baik dan progresif. Sebagian besar indikator kinerja utama
dapat direalisasikan sesuai atau melampaui target yang ditetapkan.

1 Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian Nilai Kinerja Organisasi

o . . . . ope .. .
(NKO) sebesar 89,93 persen atau berpredikat baik. Predikat baik memiliki interpretasi
bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik
dan sesuai ekspektasi.

2 Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja masing-masing
°
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

a. IKU 1 Nilai PMA dan PMDN memiliki target sebesar Rp1.905,60 Triliun dan realisasi
sebesar Rp1.931,20 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 101,34 persen atau
predikat Istimewa;

b. 1KU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder memiliki target sebesar Rp855,95 Triliun dan
realisasi sebesar Rp780,90 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 91,23 persen
atau predikat Baik;

c. IKU 3 Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki target sebesar 48,30 persen
dan realisasi 53,38 persen, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 110,51 persen dan
menjadi 110 persen setelah dinormalisasi atau predikat Istimewa;

d. IKU 4 Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan memiliki target sebesar
Rp307,10 Triliun dan realisasi sebesar Rp445,78 Triliun, capaian kinerja tahun 2025
sebesar 145,16 persen dan menjadi 110 persen setelah dinormalisasi atau predikat
Istimewa;

e. IKU 5 Nilai PMA berorientasi ekspor memiliki target sebesar Rp171,60 Triliun dan
realisasi Rp135,80 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 79,14 persen atau
predikat Butuh Perbaikan;

f.  IKU 6 Nilai PMDN berorientasi ekspor memiliki target sebesar Rp60,40 Triliun dan
realisasi Rp58,32 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 96,56 persen atau
predikat Baik;
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g. IKU 7 Kontribusi realisasi investasi luar Jawa memiliki target sebesar 52,10 persen
dan realisasi sebesar 51,33 persen, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 98,51 persen
atau predikat Baik;

h. IKU 8 Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi memiliki target sebesar
Rp521,40 Triliun dan realisasi Rp584,10 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar
112,03 persen dan menjadi 110 persen setelah dinormalisasi atau predikat Istimewa;
dan

i. IKU 9 Indeks Reformasi Birokrasi memiliki target 76, 20 dan realisasi 78,13, capaian
kinerja tahun 2025 sebesar 102,53 persen atau predikat Istimewa.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja yang meningkat di
sebagian besar indikator kinerja utama dibandingkan realisasi tahun 2024. Berikut ini
merupakan rincian persentase pertumbuhan realisasi kinerja tahun 2025 dan tahun 2024.

a. IKU 1 Nilai PMA dan PMDN mengalami peningkatan sebesar 12,66 persen
dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;

b. 1KU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder mengalami peningkatan sebesar 8,26 persen
dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;

c. KU 3 Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan sebesar 12,42 persen
dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;

d. 1KU4 Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar
28,32 persen dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;

e. IKU 5 Nilai PMA berorientasi ekspor mengalami penurunan sebesar 17,50 persen
dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;

f.  IKU 6 Nilai PMDN berorientasi ekspor mengalami peningkatan sebesar 3,74 persen
dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;

g. IKU 7 Kontribusi realisasi investasi luar Jawa mengalami penurunan sebesar 1,72
persen dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024;

h. IKU 8 Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi mengalami peningkatan
sebesar 43,23 persen dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024; dan

i. IKU 9 Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan sebesar 2,64 persen
dibandingkan capaian nilai realisasi tahun 2024.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja yang baik jika
dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029.

a. IKU 1 Nilai PMA dan PMDN memiliki target sebesar Rp1.905,60 Triliun dan realisasi
sebesar Rp1.931,20 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 101,34 persen. Jika
dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar Rp3.414,80 capaian kinerja
tahun 2025 sebesar 56,55 persen.

b. IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder memiliki target sebesar Rp855,95 Triliun dan
realisasi sebesar Rp780,90 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 91,23 persen.
Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar Rp1.718,30 capaian
kinerja tahun 2025 sebesar 45,44 persen.
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c. IKU 3 Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki target sebesar 48,30 persen
dan realisasi 53,38 persen, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 110,51 persen dan
menjadi 110 persen setelah dinormalisasi. Jika dibandingkan dengan target akhir
tahun 2029 sebesar 49,7 persen capaian kinerja tahun 2025 sebesar 107,44 persen.

d. 1KU4NilaiPMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan memilikitarget sebesar Rp307,10
Triliun dan realisasi sebesar Rp445,78 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar
145,16 persen dan menjadi 110 persen setelah dinormalisasi. Jika dibandingkan
dengan target akhir tahun 2029 sebesar Rp507,2 capaian kinerja tahun 2025 sebesar
87,89 persen.

e. IKU 5 Nilai PMA berorientasi ekspor memiliki target sebesar Rp171,60 Triliun dan
realisasi Rp135,80 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 79,14 persen. Jika
dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar Rp367,4 capaian kinerja tahun
2025 sebesar 36,96 persen.

f.  IKU 6 Nilai PMDN berorientasi ekspor memiliki target sebesar Rp60,40 Triliun dan
realisasi Rp58,32 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 96,56 persen. Jika
dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar Rp126,4 capaian kinerja tahun
2025 sebesar 46,14 persen.

g. IKU 7 Kontribusi realisasi investasi luar Jawa memiliki target sebesar 52,10 persen
dan realisasi sebesar 51,33 persen, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 98,51 persen.
Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2029 sebesar 53,2 persen capaian
kinerja tahun 2025 sebesar 96,43 persen.

h. IKU 8 Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi memiliki target sebesar
Rp521,40 Triliun dan realisasi Rp584,10 Triliun, capaian kinerja tahun 2025 sebesar
112,03 persen dan menjadi 110 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun
2029 sebesar Rp779,3 capaian kinerja tahun 2025 sebesar 74,95 persen.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja yang baik terhadap
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

a. Indikator nilai realisasi PMA dan PMDN memiliki capaian sebesar 101,34 persen; dan
b. Indikator nilai realisasi PMA dan PMDN sektor sekunder memiliki capaian sebesar
91,23 persen.

2025

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki pagu anggaran TA 2025 sebesar
Rp879.611.122.000, setelah dilakukan pemblokiran anggaran, maka pagu efektif yang
dapat digunakan adalah sebesar Rp862.858.544.000 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp807.946.726.254. Capaian serapan anggaran pada tahun 2025 sebesar 93,64 persen.

a. IKU 1 Nilai PMA dan PMDN memiliki pagu sebesar Rp1.812.310.000 dan realisasi
anggaran sebesar Rp1.621.910.710 dengan serapan anggaran sebesar 89,49 persen;

b. IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder memiliki pagu sebesar Rp273.467.849.300
dan realisasi anggaran sebesar Rp237.527.586.799 dengan serapan anggaran sebesar
86,86 persen;
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IKU 3 Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pagu sebesar Rp21.493.452.839 dan
realisasi anggaran sebesar Rp20.312.762.025 dengan serapan anggaran sebesar
94,51 persen;

IKU 4 Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan memiliki pagu sebesar
Rp1.000.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp859.259.110 dengan serapan
anggaran sebesar 85,93 persen;

IKU 5 Nilai PMA berorientasi ekspor memiliki pagu sebesar Rp2.698.188.000 dan
realisasi anggaran sebesar Rp2.412.095.135 dengan serapan anggaran sebesar 89,40
persen;

IKU 6 Nilai PMDN berorientasi ekspor memiliki pagu sebesar Rp900.000.000 dan
realisasi anggaran sebesar Rp800.587.560 dengan serapan anggaran sebesar 88,95
persen;

IKU 7 Kontribusirealisasiinvestasi luar Jawa memiliki pagu sebesar Rp19.605.050.161
dan realisasi anggaran sebesar Rp19.523.373.064 dengan serapan anggaran sebesar
99,58 persen;

IKU 8 Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi memiliki pagu sebesar
Rp51.442.071.988 dan realisasi anggaran sebesar Rp47.514.391.075 dengan serapan
anggaran sebesar 92,36 persen; dan

IKU 9 Indeks Reformasi Birokrasi memiliki pagu sebesar Rp490.439.621.712 dan
realisasi anggaran sebesar Rp477.374.760.776 dengan serapan anggaran sebesar
97,34 persen.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian efisiensi penggunaan
sumber daya sebesar 6,28 persen pada tahun 2025.

IKU 1 Nilai PMA dan PMDN memiliki efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,85
persen;

IKU 2 Nilai PMA/PMDN sektor sekunder memiliki efisiensi penggunaan sumber daya
sebesar 4,37 persen;

IKU 3 Persentase realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki efisiensi penggunaan sumber daya
sebesar 15,49 persen;

IKU 4 Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan memiliki efisiensi penggunaan
sumber daya sebesar 24,07 persen;

IKU 5 Nilai PMA berorientasi ekspor memiliki efisiensi penggunaan sumber daya
sebesar -10,26 persen;

IKU 6 Nilai PMDN berorientasi ekspor memiliki efisiensi penggunaan sumber daya
sebesar 7,57 persen;

IKU 7 Kontribusi realisasi investasi luar Jawa memiliki efisiensi penggunaan sumber
daya sebesar -1,07 persen;

IKU 8 Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi memiliki efisiensi
penggunaan sumber daya sebesar 17,64 persen; dan

IKU 9 Indeks Reformasi Birokrasi memiliki efisiensi penggunaan sumber daya sebesar
5,19 persen.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, berikut ini merupakan saran perbaikan untuk mendukung

peningkatan kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM:

1. Penguatan Koordinasi dan
Sinergi Kebijakan Investasi
Secara Nasional dan Daerah

Memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga,
pemerintah  daerah, pengelola kawasan, dan
pemangku kepentingan usaha dalam perencanaan,
fasilitasi, pengawasan, dan promosi investasi. Langkah
ini mencakup harmonisasi kebijakan pusat-daerah,
penyelesaian hambatan investasi kawasan dan proyek
prioritas, serta pengawalan implementasi kebijakan
investasi di daerah agar lebih efektif dan konsisten.

2. Penguatan Perencanaan
Investasi Berbasis Data dan
Kebutuhan Pasar

Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman
modal melalui pemanfaatan data realisasi investasi,
potensisektorunggulan, kesiapanlahan/infrastruktur,
serta kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
Termasuk di dalamnya penajaman peta peluang
investasi, pengembangan proyek siap investasi, dan
integrasi data rencana ekspor dalam sistem perizinan
berusaha untuk mendukung perencanaan investasi
yang lebih terarah.

3. Percepatan Realisasi Proyek
Investasi Prioritas dan
Hilirisasi

Melaksanakan percepatan ground breaking proyek
investasieksistingdan pengembangan proyekhilirisasi
baru melalui fasilitasi perizinan, penyediaan insentif,
penyelesaian kendala lahan dan infrastruktur, serta
pembentukan mekanisme pendampingan proyek
strategis secara end-to-end hingga tahap konstruksi
dan operasi.
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4, Penguatan Promosi Investasi Mengembangkan strategi promosi investasi yang lebih
dan Pengembangan Basis tersegmentasi dan berbasis sektor prioritas melalui

Investor market sounding, clustering calon investor, forum
interaksi rutin dengan investor, serta penguatan
promosi proyek hilirisasi dan kawasan pusat
pertumbuhan di pasar global. Upaya inijuga didukung
pengembangan platform informasi investasi yang
lebih interaktif dan mudah diakses investor.

5. Peningkatan Kualitas Mengoptimalkan sistem OSS dan subsistem
Pelayanan Perizinan dan pengawasan berbasis risiko melalui integrasi
Pengawasan Investasi data, peningkatan kualitas LKPM, sosialisasi

kewajiban pelaporan, serta penerapan pengawasan
terkoordinasi lintas tingkat pemerintahan. Penguatan
layanan perizinan dan pengawasan diharapkan
meningkatkan kepastian usaha, kepatuhan investor,
dan kualitas data realisasi investasi.

Berbasis Risiko

6. Penguatan Ekosistem Investasi Mendorong peningkatan daya tarik investasi

Daerah dan Sektor Prioritas daerah melalui percepatan pembangunan
infrastruktur ~ pendukung, penyediaan  energi

dan logistik, peningkatan kapasitas SDM daerah,
serta pengembangan kawasan industri dan pusat
pertumbuhan berbasis potensi unggulan wilayah,
khususnya di luar Pulau Jawa.

7. Peningkatan Efektivitas Melaksanakan pembinaan investasi secara inklusif dan
Pembinaan Aparatur Daerah berkelanjutan bagi penanam modal dan aparatur daerah
dan Pendampingan Investor melalui bimbingan teknis regulasi, operasional investasi,

dan penyelesaian masalah lapangan. Pembinaan juga
mencakup deteksi dini hambatan dan penyimpangan
melalui analisis LKPM, pemantauan lapangan, serta
respons terhadap pengaduan pelaku usaha.
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8.

Penguatan Tata Kelola
Investasi serta Manajemen
Kelembagaan Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM

BAB I >—< BABIII > )

Meningkatkan efektivitas tata kelola investasi melalui
penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi,
integrasi sistem informasi investasi, serta penguatan
koordinasi lintas unit kerja dalam pengembangan
kebijakan, perencanaan, dan fasilitasi investasi
berorientasi ekspor dan hilirisasi.

Penguatan Manajemen SDM
Berbasis Merit dan Kinerja

Mengembangkan manajemen talenta kementerian
secara terintegrasi melalui pemetaan kompetensi dan
kinerja, implementasi Human Capital Development
Plan (HCDP) dan Individual Development Plan (IDP),
serta penguatan budaya kerja dan kepemimpinan
berbasis merit. Langkah ini bertujuan meningkatkan
profesionalisme aparatur dan kapasitas kelembagaan
dalam pengelolaan investasi nasional.

LAPORAN
KINERJA

2025



LAMPIRAN

Pernyataan Telah Direviu
Perjanjian Kinerja

Tabel Informasi Kinerja Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Daftar Penghargaan
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung
jawab manajemen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan

secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Inspektur
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Rosan Perkasa Roeslani

Jabatan . Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 30 Desember 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala BKPM

Rosan Perkasa Roeslani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/ BKPM

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Terwujudnya nilai realisasi 1 Nilai PMA dan PMDM (Rp Triliun)
penanaman modal yang tinggi, 19056
inklusif, berorientasi ekspor, dan e
merata
2 Nilai PMA/PNMDN sektor sekunder (Rp
Triliun) Bam, 98
3 Persentase realisasi Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk 483
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :
(UMKM) (%)
4 | Nilai PMA/PMDN kawasan pusat 307 1
pertumbuhan (Rp Triliun) '
5 | Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp 1716
Triliun) '
6 | Nilai PMDN berorientasi ekspor (Rp 50 4
Triliun) '
7 Kontribusi realisasi investasi luar Jawa 52 1
(%) '
Terwujudnya realisasi penanaman 8 Nilai realisasi penanaman modal di
modal bidang hilirisasi untuk bidang hilirisasi (Rp Triliun) 521 4
mendukung nilai tambah sumber daya ’
alam
9 Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi 1 49
kelapa sawit (Rp Triliun) '
10 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi 039
kelapa (Rp Triliun) '
11 | Nilai realisasi PMA/PMDNhilirisasi 051
rumput laut (Rp Triliun) 3
12 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi 738
garam (Rp Triliun) '
13 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi ikan 06
TCT (Rp Triliun) '
14 | Nilai realisasi PMA/PMDNhilirisasi 0.45
tilapia (Rp Triliun) \
15 | Nilai realisasi PMA/PMDNhilirisasi 04
udang (Rp Triliun) !
16 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi 34.45

minyak bumi (Rp Triliun)




SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
17 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi gas 20 23
bumi (Rp Triliun) z
18 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi 44 1
nikel (Rp Triliun) '
19 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi 1205
bauksit (Rp Triliun) 5
20 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi 4593
tembaga (Rp Triliun) '
21 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi 0 51
timah (Rp Triliun) '
22 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi besi 1017
baja (Rp Triliun) '
23 | Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi
S 85 1,42
pasir silika (Rp Triliun)
Terwujudnya birokrasi Kementerian 24 | Indeks Reformasi Birokrasi
Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Kementerian Investasi dan 80

bersin dan efektif, serta pelayanan
penanaman modal yang prima

Hilirisasi/BKPM (indeks)




PROGRAM ANGGARAN (Rp)

1 Penanaman Modal dan Hilirisasi 272.638.673.000

2 Dukungan Manajemen 409.241.612.000

Total Anggaran Tahun 2025 681.880.285.000

Jakarta, 30 Desember 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala BKPM

Rosan Perkasa Roeslani
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM
(REVISI 1)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosan Perkasa Roeslani

Jabatan . Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 12 November 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM

Rosan Perkasa Roeslani
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BEKPM

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS

(REVISI 1)

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 | Meningkatnya Penanaman Modal Nilai PMA dan PMDN (Bp Triliun)
yang Berfokus pada Sektor Prioritas 1 905 60
termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, ’ ’
dan Berbasis Kewilayahan
2 | Terwujudnya nilai realisasi Nilai PMA/PMDN sektor sekunder (Rp
penanaman modal yang tingai, Triliun) 855.95
inklusif, berorientasi ekspor, dan ’
merata
Persentase realisasi Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk 48.30
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah '
(UMKM) (%)
Nilai PMA/PMDN kawasan pusat 307.10
pertumbuhan (Rp Triliun) '
Nilai PMA berorientasi ekspor (Rp 17160
Triliun) !
Nilai PMDN beraorientasi ekspor (Rp 50 40
Triliun) ’
Kontribusi realisasi investasi luar Jawa 52 10
(%) ’
Nilai realisasi penanaman modal di 501.40
bidang hilirisasi (Rp Triliun) !
3 | Terwujudnya birokrasi Kementerian Indeks Reformasi Birokrasi
Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Kementerian Investasi dan 76.20
bersih dan efektif. serta pelayanan Hilirisasi/BKPM (indeks) '
penanaman modal yang prima

PK Revisi 1




PROGRAM ANGGARAN (Rp)

1 Penanaman Modal dan Hilirisasi 398.583.284.000

2 Dukungan Manajemen 481.027.838.000

Total Anggaran Tahun 2025 879.611.122.000

Jakarta, 12 November 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala

Rosan Perkasa Roeslani

PK Revisi 1
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BEBERAPA PENGHARGAAN
YANG DITERIMA TAHUN 2025

1.

Kementerian Terbaik dalam Pemanfaatan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Adaptif (Adaptive Distance Learning)

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meraih Anugerah Pembelajaran Jarak Jauh Adaptif
(Adaptive Distance Learning) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai
apresiasi atas inovasi dalam pengembangan pembelajaran digital yang fleksibel dan berorientasi
pada kebutuhan peserta yang hadir melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS)
Investment Learning Center. Penghargaan ini diberikan dalam ajang Anugerah Data dan Teknologi
Informasi Pendidikan 2025, sekaligus bersamaan dengan Rapat Koordinasi Data dan Teknologi
Informasi Pendidikan, pada tanggal 15 Desember 2025 di Jakarta, dan diterima secara langsung
oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Capaian ini mencerminkan komitmen Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendorong transformasi digital serta penguatan kualitas
sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan hilirisasi.

Juara Il Kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara
Kelompok Il di Anugerah Reksa Bandha

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil meraih
Juara Il Kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara
Kelompok Il dalam Acara Anugerah Reksa Bandha Tahun
2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam
pengelolaan aset negara yang akuntabel dan transparan.
PenghargaantersebutditerimaolehKepalaBiroUmumdan
Keuangan, Chairul, yang mewakili Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama. Capaian ini mencerminkan upaya
berkelanjutan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
dalam memperkuat tata kelola keuangan dan aset negara
sebagai fondasi pendukung kinerja kelembagaan yang
profesional dan berintegritas.

ReksaBandha

JUARA KETIGA




3. Kementerian Teraktif Mengamplifikasi Narasi Tunggal Pada Media Sosial

.0
SERTIFIKAT

PENGHARGAAN KEPADA:

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

T e

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meraih penghargaan sebagai Kementerian Teraktif
Mengamplifikasi Narasi Tunggal Pada Media Sosial. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi), sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dalam menyampaikan
informasi yang selaras dan konstruktif kepada publik.
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